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ABSTRAK

TRACY TANIA (0706278992). PERBANDINGAN PENERAPAN KONSEP
PERTANGGUNGJAW ABAN PIMPINAN DI DALAM KASUS
INTERNASIONAL DAN INDONESIA. Program Kekhususan Huk um tentang
Hubungan Transnasional. Fakultas Hukum Universitasindonesia. Skripsi 2011.
137 Halaman.

Pertanggungjawaban pimpinan merupakan suatu b@ettgnggungjawaban pidana
dimana seorang pimpinan dianggap bertanggungjawad tndak pidana yang
dilakukan oleh bawahannya. Pertanggungjawaban panppertama kali diterapkan
di dalam kasus tindak pidana internasional di dakasus Yamashita dan saat ini
telah dikodifikasikan ke dalam banyak konvensi sgep8tatuta International
Criminal Tribunal for the Former YugoslaviaStatuta International Criminal
Tribunal for Rwandadan Statuta Roma serta diterapkan di berbagai kasdek
pidana internasional. Di Indonesia, konsep pertanggwaban pimpinan diatur di
dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang BdagaHak Asasi Manusia
dan telah diterapkan di dalam kasus-kasus pelaagdaak asasi manusia seperti di
Timor-Timur.  Tulisan ini mencoba membandingkan papan konsep
pertanggungjawaban di tingkat internasional dandinesia.

Kata kunci:
Pertanggungjawaban pimpinan, pertanggungjawabarakdo pertanggungjawaban
pidana.
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ABSTRACT

TRACY TANIA (0706278992). A COMPARISON ON THE
IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUPERIOR
RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL AND INDONESIAN CASE S. Legal
Specialization on Transnational Relations. Facultyof Law of the University of
Indonesia. Thesis 2011. 137 Pages.

Superior responsibility is a form of criminal resgility where a superior is held
responsible for the criminal conduct of his suboatle. Superior responsibility was
firstly applied in the Yamashita case and now hagnbcodified in numerous
conventions including the International Criminalbmal for the Former Yugoslavia
Statute, International Criminal Tribunal for Rwan&atute, Rome Statute, and
applied in various international criminal caseslndonesia, superior responsibility is
regulated under Law No. 26 of 2000 on the HumarhRidgribunal and has been
applied in human rights violation cases, such etie in East Timor. This writing is
trying to compare the implementation of superi@pansibility on International and
Indonesian level.

Keyword:
Superior responsibility, command responsibilitymenal responsibility.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seorang komandan militer atau orang lain yang lsedadam posisi pimpinan
dapat bertanggung jawab secara pidacam(nally responsible untuk tindakan
melanggar hukum yang dilakukan oleh bawaharinpartanggungjawaban pidana
dari pimpinan tersebut dapat lahir baik dari tirmlalpositif dari atasan itu sendiri,
dimana biasa dikenal dengan pertanggungjawabanimamsecara langsundifect
command responsibilifyatau dari kealpaannyaulpable ommissionsyang dikenal
sebagai pertanggungjawaban pimpinan tidak langsymglirect command
responsibilityataucommand responsibility strictu sef$uDengan demikian, seorang
pimpinan dapat bertanggungjawab tidak hanya jikaneamerintahkan, menghasut,
atau merencanakan suatu tindak pidana yang dilakokeh bawahannya, namun
juga jika ia gagal mengambil tindakan untuk menbegdau memberhentikan
tindakan pidana yang dilakukan oleh bawahannyateits

Di dalam hal seorang pimpinan memerintahkan, mesghatau merencanakan
suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh bawal@anrgimpinan tersebut
bertanggungjawab secara pribadi akan tindakan nietalekan, menghasut, dan
merencanakan tersebut. Dalam hal ini, pimpinarekensbertanggung jawab secara
langsung atas tindakan positif yang diambilnya.abahal seorang pimpinan gagal
untuk mencegah atau memberhentikan tindak pidanag ydilakukan oleh
bawahannya, maka pimpinan tersebut bertanggungjiar@na kapasitasnya sebagai
seorang pimpinan yang secara tidak langsung beytsnggawab atas tindak pidana
tersebut. Konsep pertanggungjawaban pimpinan yangkdud dan akan dibahas di

! Prosecutor v. Zejnil Delalic, et alfrial Judgment, IT-96-21-T (1998) hal. 1Report of the
Secretary General3 Desember 1992, A/47/47 156; llias Bantekas, “Tdantemporary Law of
Superior Responsibility”, 93 A.J.I.L. 573 (Juli 199 hal. 576.

2 Prosecutor v. Zejnil Delalic, et alrial Judgment, hal. 122.

® Ibid.
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dalam tulisan ilmiah ini adalah konsep pertanggangpan pimpinan jenis kedua,
dimana seorang pimpinan bertanggungjawab atas &kgarya untuk mencegah atau
memberhentikan tindak pidana yang dilakukan oletabannya.

Konsep pertanggungjawaban pimpinan di dalam hukuworesia diambil dan
disadur dari Statuta Roma dimana pengaturannyagatdli dalam Undang-Undang
No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi MlafiiBerdasarkan Pasal 42
ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang tersebut, seokamandan militer dan atasan,
baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawabcara pidana terhadap
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yangikidakoleh bawahannya selama
persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam pesskbut terpenuhi. Konsep
pertanggungjawaban pimpinan telah beberapa ka@rajikan oleh Pengadilan
Indonesia di dalam beberapa kasus, khususnya dimdglenyelesaian kasus
pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor TiBelverapa di antaranya adalah di

dalam perkara dengan terdakwa Abilio Jose SoardamADamiri, Asep Kuswani,

4 Hikmahanto Juwana, “Konsep Tanggung Jawab Pimpictam Hukum Pidana
Internasional: Kajian atas Penerapan di Indonesiaipnesian Journal of International LawWol 1
No. 4(Juli 2004), hal. 742; Pasal 42 Undang-Undang2éatahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia yang berbunyi (1) Komandan militer atau seseorang yang secarktiéfeertindak sebagai
komandan militer dapat dipertanggungjawabkan tedgadindak pidana yang berada di dalam
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pgemu yang berada di bawah komando dan
pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekarastan pengendaliannya yang efektif dan tindak
pidana tersebut merupakan akibat dan tidak dilakuk@ngendalian pasukan secara patut, yaitu :
a) komandan militer atau seseorang tersebut mahgeftau atas dasar keadaan saat itu seharusnya
mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melalatkanbaru saja melakukan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat; dan
b) komandan militer atau seseorang tersebut tidetakukan tindakan yang layak dan diperlukan
dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atenghentikan perbuatan tersebut atau
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang dilakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil laianyertanggung jawab secara pidana
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang bexag yilakukan oleh bawahannya yang berada di
bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efeldienk atasan tersebut tidak melakukan
pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan enatl yakni
a) atasan tersebut mengetahul atau secara sadangai®mikan informasi yang secara jelas
menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan ataw $sa melakukan pelanggaran hak asasi
manusia yang berat; dan
b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yamgak dan diperlukan dalam ruang lingkup
kewenangannya untuk mencegah atau menghentikangtarbtersebut atau menyerahkan pelakunya
kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pieliken, penyidikan, dan penuntutan.”
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Endar Priyanto, Eurico Guterres, Herman Sedyond\d&r Muis, Soejarwo, Timbul
Silaen, Tono Suratman, dan Yayat Sudrajlamun, penyelesaian kasus tersebut
oleh Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Ind@nesenuai banyak Kkritik,
khususnya berkenaan dengan penerapan konsep pemapgvaban komando,
karena tidak sesuai dengan standar hukum inteme$io

Mengingat konsep tanggung jawab pimpinan diatuarddUndang-Undang No.
26 tahun 2000 merupakan terjemahan dari Pasal &8(a)y dan (2) Statuta Roma,
maka sudah sewajarnya bila penerapan konsep témemdonesia mengacu pada
praktek lazim yang digunakan dalam hukum pidanaeriwsional. Konsep
pertanggungjawaban pimpinan di dunia internasisebenarnya sudah lama dikenal
di dalam ilmu hukum, hanya saja konsep tersebuendik dalam konteks hukum
militer.® Keberadaan konsep pertanggungjawaban atasan diégi ke belakang
sampai pada abad ke-15. Pada tahun 1439, ChailegNPerancis mengemukakan
suatu aturan yang pada dasarnya mengatakan bahia@ &epten atau letnan
bertanggungjawab atas segala penyalahgunaan kekiaskesalahan, dan
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dibawaldarasegera setelah kapten atau

letnan tersebut mengetahui akan hal tersebut, rkeWajiban untuk membawa

S Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, “Timor Tiimu

http://elsam.or.id/new/index.php?id=1342&lang=indagew&cat=c/901 diunduh 30 Juni 2011

® Hikmahanto Juwana, “Konsep Tanggung Jawab Pimpigatam Hukum Pidana

Internasional: Kajian atas Penerapan di Indonedhel, 748-754; Lembaga Studi & Advokasi
Masyarakat (ELSAM), “Progress Report IX : PemantalRengadilan HAM Ad Hoc Perkara
Pelanggaran HAM berat di Timor-Timur”, (Desembe02Phal. 5-6“...Kasus Asep Kuswani dkk,
majelis hakim dalam membahas elemen pasal yangkdaaan tidak mencantumkan sama sekali
tentang perbandingan dan ketentuan-ketentuan hukoternasional. Konstruksi putusan yang
dibangun adalah menggunakan logika hukum pidanaabtanpa menjelaskan sumber atau referensi
dalam praktek internasional yang cukup memadai kimhenafsirkan dan membahas elemen pasal
demi pasal.

7 Ibid, hal. 743.

8 Ibid, hal 739; Major Michael Smidt, “Yamashita, Medinand Beyond: Command
Responsibility in Contemporary Military Operationg64 Mil. L. Rev. 155 (Juni 2000Many are
under the impression that the doctrine of commaegponsibility originated in World War 1l. This
however, is not the case. International recognitidrthe concept occurred as early as 1474 with the
trial of Peter Von Hagenbach. Early in United Statmilitary practice, the doctrine of holding
commanders responsible for the criminal acts oifrthebordinates has been applied as wWell.
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bahannya tersebut ke muka pengadilan sehingga endegdat dihukum berdasarkan
hukum yang berlakéiDalam hal kapten atau letnan tersebut gagal umerkghukum
atau menutupi pelanggaran tersebut, maka ia akamanggungjawab atas
pelanggaran tersebut sedemikian rupa seakan-aksendiri yang telah melakukan
sendiri pelanggaran tersebut dan dihukum dengarurhak yang sama yang
seharusnya dijatuhkan kepada orang yang sebenamglakukan pelanggaran
tersebut?’

Di awal abad ke-17, Hugo Grotius, Bapak Hukum Imdsional
mengemukakan sebuah hukum dasar dimana sebuah kasnatau pemimpinnya
dapat dianggap bertanggungjawab atas tindak pifliemanereka mengetahui akan
hal tersebut namun tidak mencegahnya selagi medaigat dan wajib untuk
mencegah hal tersebtitkonsep bahwa seorang atasan harus bertangguni @Eas
tindakan pidana atau pelanggaran yang dilakukalm loésvahannya kemudian terus
berkembang menjadi bentuk pertanggungjawaban atgsag kini diterapkan oleh
forum-forum pengadilan internasional. Namun demmkia bentuk
pertanggungjawaban atasan sebagai suatu doktrumhihternasional baru matang
menjadi sebuah teori yang diakui di dunia hukurarimtsional semenjak berakhirnya
Perang Dunia Kedu#.

Di dalam beberapa tulisan hukum mereka, para alkiumm internasional
berpendapat bahwa konsep pertanggungjawaban at@sgrsaat ini dikenal pertama
kali dilahirkan pada persidangan Jenderal TomoY&mashita di hadapan Komisi

° M. Cherif Bassiounied, International Criminal Law(Brill, 2008).

10 pid.

1 Arthur Thomas O'Reilly, “Command Responsibility: 8all to Realign Doctrine with
Principles”, 20 Am. U. Int’l L. Rev. 71 (2004), hai3; Hugo GrotiusDe jure belli ac pacis: libri tres

(1625), diterjemahkan oleh F.W. Kels@he Classics of International La{@.B. Scott ed., 1925), hal.
523.

2 |pid., hal. 74.
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Militer Amerika Serikat (J.S. Military Commissiondi Manila pada tahun 19485.
Komisi Militer Amerika Serikat memutuskan bahwa derml Yamashita
bertanggungjawab atas tindakan pidana yang dilakukeh bawahanny4. Jauh
berbeda dengan doktrin pertanggungjawaban atasenaga saat ini, di dalam kasus
Yamashita, Komisi Militer Amerika Serikat menganggaukup bahwa Jenderal
Yamashita gagal untuk menjaga kontrol atas partar@mya, tanpa mensyaratkan
adanya bukti bahwa Jenderal Yamashita sepatutnggetehui tindakan pidana yang
dilakukan oleh para tentaranya, maupun bahwa Jaindamashita sepatutnya dapat
mengontrol tentaranya pada waktu tindakan pidala&uian oleh para tentarania.

Di hadapan Mahkamah Agung Amerika SerikaiS. Supreme CoyrtlJenderal
Yamashita berargumen bahwa hukum perang yang pki@naterhadapnya di dalam
persidangan di hadapan Komisi Militer Amerika Satikidak mengenal konsep
pertanggungjawaban berdasarkan omiiau pertanggungjawaban atas kegagalan
untuk bertindak® Hal ini didasari pada kenyataan bahwa sebelum fResgadilan
Militer Internasional untuk Timur JaufTife International Military Tribunal for the
Far Eastatau IMTF ") atau kemudian dikenal dengan Pengadilan Toklyokyo
Tribunalg, bentuk pertanggungjawaban ini tidak dikenal, damkba ditentang oleh
perwakilan dari Amerika Serikat kepada Komisi Regtaungjawaban di Versailles
pada tahun 191Y. Namun argumen Jenderal Yamashita ditolak oleh it
Agung Amerika Serikat yang saat itu berpendapatvaakeputusan Komisi Militer

Amerika Serikat telah memenuhi tujuan umum dariumlperangthe laws of way

13 Mettraux GuénaélThe Law of Command Responsibilig@xford: Oxford University Press,
2009), hal. 5; Arthur Thomas O’Reilly, “Command Ressibility: A Call to Realign Doctrine with
Principles”, hal. 75.

4 The United Nations War Crimelsaw Reports of Trials of War Criminal¥ol. IV (London:
His Majesty’s Stationery Office, 1948), hal. 35-36.

* Ibid.

16 Arthur Thomas O'Reilly, “Command Responsibility: 8all to Realign Doctrine with
Principles”, hal. 76.

7 bid.
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karena tanggung jawab dari seorang komandan adalalt mengontrol tentaranya
dalam melindungi warga sipil dan tawanan perdn@leh karenanya, Mahkamah
Agung Amerika Serikat memperkuat putusan KomisiitelilAmerika Serikat yang
menganggap Jenderal Yamashita bertanggung jawagaekomandan saat itu atas
tindakan pidana para tentaranya di dalam PerangaX{edua.

Sayangnya, konsep pertanggungjawaban atasan tide#nisikan secara jelas
oleh Komisi Militer Amerika Serikat di dalam peraitgan Yamashit&. Konsep ini
juga tidak diketemukan dalam perjanjian internasiomagi pendirian Pengadilan
Militer Internasional lnternational Military Tribuna) atapun IMTF?® Individu yang
dipersalahkan atas dasar tanggung jawab pimpindgekwa dengan menggunakan
hukum nasional yang pada saat itu telah dikenglerSeRepublik Rakyat Cina,
Perancis, dan Luxembefy.

Penerapan konsep pertanggungjawaban berdasarkanadem Komisi Militer
Amerika Serikat yang selanjutnya diteruskan olehgadilan Tokyo pada masa itu
sangat dipertanyakan oleh kalangan hukum internakianengingat terbatasnya
pembahasan bentuk pertanggungjawaban atasan ci daleumen-dokumen hukum
internasional dan tidak adanya pengakuan bahwateraébut merupakan suatu
kebiasaaan internasiorfalTerlebih lagi, putusan Komisi Militer Amerika Skeat di
dalam kasus Yamashita sama sekali tidak membermdedimisi yang jelas serta
elemen-elemen yang esensial dari pertanggungjawdleadasarkan omisi yang
diterapkannya dan tidak menyatakan standar undangisubjektif (fhrensrea”) apa

yang diterapkan dalam putusannya tersébutal inilah yang membuat konsep

'8 |bid., hal. 76.
19 Mettraux GuénaélThe Law of Command Responsibiltig). 5.

2 Hikmahanto Juwana, “Konsep Tanggung Jawab Pimpidatem Hukum Pidana
Internasional: Kajian atas Penerapan di Indonebki"740.

2 |bid; llias Bantekas, “The Contemporary Law of Superiesponsibility”, hal. 576-577.
2 bid.

2 | ihat Putusan Komisi Militer Amerika Serikat, M&mi 8 Oktober 1945 — 7 Desember 1945
dalam Law Reports of Trials of War CriminalgLondon: HMSO, 1948), hal. 35-36, beberapa
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pertanggungjawaban menjadi suatu konsep yang tjdiEls batasan-batasannya
bahkan semenjak ia dilahirkan. Baru setelah inia @dnli hukum internasional baik
melalui putusan-putusan pengadilan internasionalpma doktrin, mencoba untuk
mendefinisikan dan memberikan batasan yang jelasngemai konsep
pertanggungjawaban atasan ini.

Baru pada tahun 1977, doktrin pertanggungjawabasaat dikodifikasikan ke
dalam suatu dokumen hukum internasidi@asal 86 ayat 2 dari Protokol Tambahan
| terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949 berkenaagadeRerlindungan terhadap
Korban-Korban dari Konflik Bersenjata Internasiogyahg diadopsi pada tahun 1977
(“Protokol Tambahan | Konvensi Jenew4) menyatakan bahw&:

(2) The fact that a breach of the Conventions ahaf Protocol was committed
by a subordinate does not absolve his superiorsnfieenal disciplinary
responsibility, as the case may be, if they knewham information which
should have enabled them to conclude in the cirtamess at the time, that he
was committing or was going to commit such a breawth if they did not take
all feasible measures within their power to preventepress the breach.
Berdasarkan Pasal 86 ayat 2 dari Protokol Tambalémvensi Jenewa, seorang
atasan bertanggungjawab atas pelanggaran Konvensivd yang dilakukan oleh
bawahannya jika ia mengetahui atau mempunyai irdsinbahwa bawahannya
sedang atau akan melakukan suatu pelanggaran, nidgaltnmengambil tindakan
yang dapat dilakukan di dalam kekuasaannya untukcemah atau menghentikan
pelanggaran tersebut.
Namun demikian, komentar terhadap Pasal 86 ayatiZPdotokol Tambahan |

Konvensi Jenewa menunjukkan bahwa terdapat peatel@dda saat pembuatan

komentator berpendapat bahwa stand@ns reayang diterapkan oleh Komisi di dalam kasus
Yamashita adalah standsrict liability.

% Gideon Boasegt al, Forms of Responsibility in International Criminakw, (New York:
Cambridge University Press, 2007), hal. 149.

% pasal 86 ayat 2 Protokol Tambahan | Konvensi Jarhun 1949 tentang Perlindungan
terhadap Korban-Korban dari Konflik Bersenjata tntesional.
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Pasal ini. Dengan membuat seorang komandan bertagggvab berdasarkan omisi
daripada berdasarkan sebuah tindakan, mendefiniskeara jelas batasan-batasan
dari pertanggungjawaban seorang komandan menjaldil@ih suli® Belum lagi
permasalahan tersebut selesai, perdebatan jugal tmikenaan dengan tingkaens
rea yang diperlukan dalam hal seorang komandan harusnggung jawab atas
tindakan bawahannya. Perdebatan berkisar antareangaaan apakah seorang
komandan hanya bertanggung jawab untuk tindakarala@mnya jika ia sengaja
menutup mata untuk itu ataukah cukup jika karenml&en atau kecerobohan
komandan itu berakibat terjadinya tindak pidanagyaifakukan oleh bawahannA.

Terlepas dari segala perdebatan yang timbul mengedaktrin
pertanggungjawaban atasan yang diatur di dalanolofTambahan | Konvensi
Jenewa, Pasal 7 ayat 3 dari Statuta Pengadilamd&itidernasional untuk Negara
Bekas Yugoslavialiiternational Criminal Tribunal for the Former Yusgjavia atau
“ICTY ") memasukkan bentuk pertanggungjawaban atasamaesaah satu bentuk
pertanggungjawaban individual yang masuk dalansgiksi ICTY. Pasal 7 ayat (3)
dari Statuta ICTY berbunyi demiki&fi:

(3) The fact that any of the acts referred to inickes 2 to 5 of the present
Statute was committed by a subordinate does naéveelhis superior of
criminal responsibility if he knew or had reasonkimow that the subordinate
was about to commit such acts or had done so aadulperior failed to take
the necessary and reasonable measures to prevehtas or to punish the
perpetrators thereof.

Secara sekilas Pasal 7 ayat (3) dari Statuta ICEviemapkan standar yang sedikit

berbeda dengan Pasal 86 ayat 2 dari Protokol 1 é¢mivlenewa. Berdasarkan Pasal

%6 |nternational Committee of the Red Cro&gmmentary on the Additional Protocols of 8
June 1977 to the Geneva Conventions of 12 Augut, 1Geneva: Martinus Nijhoff, 1987); Arthur
Thomas O'Reilly, “Command Responsibility: A CallRealign Doctrine with Principles”, hal. 79.

27 Arthur Thomas O'Reilly, “Command Responsibility: Sall to Realign Doctrine with
Principles’, hal. 80.

% |ihat Pasal 7 ayat (3) dari Statuta ICTY.
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7 ayat (3) dari Statuta ICTY, jika seorang atasamgetahui atau mempunyai alasan
untuk tahu knew or had reason to kndwbahwa bawahannya akan atau telah
melakukan suatu pelanggaran berdasarkan Statut¥ HMafun tidak mengambil
tindakan yang wajar dan diperlukan untuk mencegaldakan tersebut atau
menghukum bawahannya tersebut, maka atasan terseliahggungjawab secara
individual terhadap perbuatan tersebuStandarmens reatersebut memberikan
standar yang lebih jelas dari apa yang sebelumitggagkan oleh Komisi Militer
Amerika Serikat di dalam kasus Yamashita.

Pada tahun 1994, akibat peperangan antar etnis amgl di Rwanda,
Perserikatan Bangsa-Bangs&BB”) mendirikan Pengadilan Pidana Internasional
untuk Negara Rwanddnternational Criminal Tribunal for Rwandatau 1ICTR ")
dengan statuta yang beberapa ketentuannya mengedopa persis ketentuan di
dalam Statuta ICTY, salah satunya adalah ketentuemgenai pertanggungjawaban
atasan. Tidak cukup dengan ketidakpastian mengdrsasan-batasan dari
pertanggungjawaban atasan berdasarkan Statuta ICINR kembali menerapkan
standar pertanggungjawaban atasan berdasarkan@agat (3) dari Statuta ICTR
yang berbeda di beberapa putusarfiyidal ini menimbulkan ketidakjelasan yang
tidak terselesaikan atas penerapan bentuk pertaggyuaban atasan di dalam kasus-
kasus tindak pidana internasional di bawah yur@d®TY maupun ICTR.

Pada tanggal 17 Juli 1998, Statuta Roma ditandaterdanmerupakan dasar
dari pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasidntdrfiational Criminal Court
atau 1CC") yang merupakan pengadilan tindak kriminal peraragang pertama di
tingkat internasional. ICC dibentuk dengan tujuaengakhiri impunitas para pihak

yang bertanggung jawab atas tindak-tindak krimintdrnasional paling serius yang

2 Arthur Thomas O'Reilly, “Command Responsibility: &all to Realign Doctrine with
Principles’, hal. 81-83; Jenny S. Martinez, “UnderstandiMigns Rean Command Responsibility:
From Yamashitato Blaskicand Beyond”, 5 Journal of International Criminaktice 638 (2007), hal.
656.

% Lihat Pasal 6 ayat 3 Statuta Pengadilan Pidarsnasional untuk Negara Rwanda.
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menjadi kekhawatiran dunfa. Pasal 28 dari Statuta Roma mengatur bahwa seorang
atasan bertanggung jawab atas tindak kriminal yhlajukan oleh bawahannya jika
ia memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yagrdi dalam pasal tersebiit.
Menariknya adalah, Pasal 28 membedakan antarangegiapinan militer dan
atasan sipil dan memberikan ketentuan yang berheiak keduanyd® Untuk
seorang pimpinan militer, Pasal 28 menetapkan atandns rea “knew or, owing to
the circumstances at the time, should have knosadangkan untuk pimpinan sipil,
standar mens reayang digunakan adalahkriew, or consciously disregarded
informatiorf. Pembedaan ini muncul karena seorang pimpinantemibdianggap
mempunyai kewajiban lebih daripada seorang pimpsnaih yaitu untuk mengambil
langkah-langkah yang wajar untuk mencari informastkenaan dengan tindakan

bawahannya?

(@ A military commander or person effectivelgting as a military
commander shall be criminally responsible for crsmwéthin the jurisdiction of
the Court committed by forces under his or herctiffe command and control,
or effective authority and control as the case rbayas a result of his or her
failure to exercise control properly over such f#sc where:
()  That military commander or person eitherelan or, owing to the
circumstances at the time, should have known tratdrces were committing
or about to commit such crimes; and (i)  Thalitary commander or person
failed to take all necessary and reasonable measwithin his or her power to
prevent or repress their commission or to subnet itiatter to the competent
authorities for investigation and prosecution.

31 |cc, “About the Court,”_http:/iwww.icc-cpi.int/Mers/ICC/About+the+Court/diunduh 8
Juni 2011.

32 pasal 28 Statuta Roma.
3 bid.

34 Jenny S. Martinez, “UnderstandiMens Redan Command Responsibility: Froiiamashita
to Blaskic and Beyond, hal. 660A% noted previously, there is substantial if natoimtrovertible
support in the case law of international tribunalss well as in state practice, for finding in
international customary law a military commandeidty of knowledge’ that goes beyond a simple
prohibition on the most egregious forms of wilflihbness ¢ that is, the duty to take reasonablpsste
to acquire information about whether their subomties have committed or are about to commit
crimes.”
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(b)  With respect to superior and subordinat&ationships not described in
paragraph (a), a superior shall be criminally resptble for crimes within the
jurisdiction of the Court committed by subordinatexler his or her effective
authority and control, as a result of his or heildige to exercise control
properly over such subordinates, where:

(i)  The superior either knew, or consciouslgregarded information which

clearly indicated, that the subordinates were cotting or about to commit

such crimes; (i) The crimes concerned actgtithat were within the
effective responsibility and control of the superiand (iii) The superior

failed to take all necessary and reasonable measwithin his or her power to
prevent or repress their commission or to subnet tatter to the competent
authorities for investigation and prosecution.”.

Pembedaan ini juga kemudian diterapkan di dalamggenan mengenai
konsep pertanggungjawaban pimpinan di dalam Undamdgang No. 26 tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Walaupun ukepertanggungjawaban
atasan bukanlah merupakan konsep pertanggungjawangnbaru dikenal di mata
hukum internasional, namun Statuta Roma adalatamem internasional pertama
yang mengkodifikasikan pembedaan tersebut.

Berbeda dengan ketentuan megenai bentuk pertangguaizan atasan yang
diatur di kedua Statuta ICTY dan ICTR, Statuta Romambedakan bentuk
pertanggungjawaban atasan antara seorang komanitieer dan komandan sipll,
dan menetapkan standarens reayang berbeda. Dengan adanya pembedaan ini,
diharapkan penerapan pertanggungjawaban atasamaldm dkasus-kasus tindak
pidana internasional dapat menjadi lebih jelastdearah®

Namun sayangnya, sampai dengan saat ini, belunpatdaan dari ICC yang
menerapkan Pasal 28 dari Statuta Roma. Dengan @emilputusan-putusan
pengadilan internasional seperti ICTY dan ICTR, dagrat para ahli hukum, dan
praktek lazim dalam hukum pidana internasionallahajgang dapat menjadi dasar
bagi kita untuk melihat bagaimana konsep pertangjgwaban pimpinan diterapkan

di dalam kasus-kasus tindak pidana internasional.

% Arthur Thomas O'Reilly, “Command Responsibility: &all to Realign Doctrine with
Principles’, hal. 87.
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1.2. Pokok Permasalahan

Atas dasar latar belakang di atas, maka penuligy intembahas beberapa

pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana penerapan konsep pertanggungjawabannaimpiterapkan
di dalam kasus Tomoyuki Yamashita pada saat komsgmertama kali
diterapkan di dalam kasus kejahatan internasional?

2. Bagaimana penerapan konsep pertanggungjawaban n@mpi
kontemporer di dalam kasus-kasus tindak pidananastonal di hadapan
ICTY dan ICTR?

3. Bagaimana penerapan konsep pertanggungjawabannagimpii dalam
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berdtindir-T\imur
dibandingkan dengan penerapan konsep pertangguaiggavpimpinan di
dalam kasus Tomoyuki Yamashita dan kasus-kasusakingidana
internasional di hadapan ICTY dan ICTR?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan umum

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimankonsep
pertangggungjawaban pimpinan diterapkan di dalamsuddasus tindak pidana
internasional. Penelitian lebih lanjut dilakukantuknmelihat bagaimana penerapan
konsep pertanggungjawaban pimpinan diterapkan diléhdonesia di dalam kasus-
kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Timuorr dibandingkan dengan
penerapan konsep pertanggungjawaban pimpinan hkeama oleh pengadilan
internasional. Penelitian ini bertujuan untuk meabai apakan penerapan konsep
pertanggungjawaban pimpinan di Indonesia telahaedengan penerapan konsep

tersebut di dunia internasional.

1.3.2. Tujuan khusus
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawabarkait dengan pokok-

pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelunyayta,:
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1. Untuk melihat bagaimana konsep pertanggungjawabampimpan
diterapkan pada saat konsep ini pertama kali dkahi

2.  Untuk melihat bagaimana selanjutnya konsep pertamgjgwaban
pimpinan diterapkan oleh pengadilan-pengadilanrmatgonal di dalam
kasus-kasus tindak pidana internasional.

3. Untuk melihat bagaimana konsep pertanggungjawabampiman
diterapkan di Indonesia di dalam kasus-kasus pgkmag hak asasi

manusia berat di Timor-Timur.

1.4. Kerangka Konsepsional

Dalam penulisan ini, agar tidak terjadi kerancuan csalah pengertian
mengenai istilah dan terminologi yang dapat mergdkan kesalahpahaman,
dipergunakan kerangka konsepsional sebagai berikut:

1. Konsep pertanggungjawaban pimpinan adalah suatu sekon
pertanggungjawaban pidana dimana seorang pimpin&angghp
bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukaim bawahan yang
berada di dalam pengendalian efektifnya karenaagalgmencegah atau
menghukum bawahan yang melakukan tindak pidanabtetpadahal ia
mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakaebtgrsBerdasarkan
Pasal 28 Statuta Roma dan Pasal 42 dari Undangrdnda. 26 tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, konsep
pertanggungjawaban pimpinan dapat dibedakan menjadi
pertanggungjawaban pimpinan/komandan militer dan
pertanggungjawaban pimpinan sipil/atagan.

2. Konsep pertanggungjawaban pimpinan konvensionallaad&onsep
pertanggungjawaban pimpinan yang diterapkan segakgpPerang Dunia
Pertama, persidangan pasca Perang Dunia Keduaas#enpentuknya

% Lihat Pasal 7 ayat (3) statute ICTY, Pasal 6 &atStatuta ICTR, Pasal 28 Statuta Roma,
Pasal 42 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentanga@éan Hak Asasi Manusia.
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ICTY dan ICTR, dimana definisin serta elemen-elerdan konsep ini
tidak pernah diatur secara jefds.

3. Konsep pertanggungjawaban pimpinan kontemporer ahddonsep
pertanggungjawaban pimpinan yang dikodifikasikanddiam APl dan
kemudian diterapkan oleh ICTY dan ICTR di dalam persidangan-
persidangan konflik Yugoslavia dan Rwarifla.

4. Hukum Pidana Internasional atdoternational Criminal Lawadalah
suatu kerangka hukum internasional, yang meruppkgraduan dari dua
disiplin hukum yang berbeda agar dapat saling ngé&lepi, yaitu aspek-
aspek pidana dari hukum internasional dan aspedkasgernasional dari
hukum pidand? yang mengharamkan tindak pidana dengan tingkat
gravitas sedemikian rupa yang menimbulkan kecemafiatingkat
internasional, memberikan kewajiban kepada negattzkumengadili dan
menghukum tindak pidana terseBut,dan yang belakangan ini
mengakibatkan dibentuknya suatu forum dimana tinpidRna tersebut

dapat diadili secara internasiofial.

% Lihat llias Bantekas, “The Contemporary Law of 8tipr Responsibility”, hal 574-575,
“Despite the rich jurisprudence of the trials suhssnt to World War 1l, no express provision on
superior responsibility was contained in the Gen€amventions of 1949... Consequently, the concept
of command responsibility could not be applied liseaa commander or superior in such
circumstances could not be clearly defined. Adddlty, no consensus concerning the appropriate
mens rea could be reached by the international conityr. Significant progress was made with the
inclusion of Articles 86 and 87 of Geneva Protoc@1977), but it was not until the Yugoslav and
Rwandan civil conflicts that the doctrine was apglio modern warfaré.

% |bid, Lihat Pasal 7 ayat (3) statute ICTY, Pasal 6 agitStatuta ICTR, Pasal 28 Statuta
Roma, Pasal 42 Undang-Undang No. 26 tahun 200artgriRengadilan Hak Asasi Manusia.

39 M. Cherif Bassiouni|ntroduction to International Criminal Law(New York: Transnational
Publisher Inc., 2003), hal, 1.

0 Antonio Cassesdnternational Criminal Law(New York: Oxford University Press, 2003),
hal. 15.

1 John H. Currie, et alnternational Law: Doctrine, Practice, and TheofJoronto: Irwin
Law, 2007) hal. 889; Eddy O.S. Hiari¢jengantar Hukum Pidana Internasion@&lakarta: Penerbit
Erlangga, 2009), hal. 6-9.
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5. Unsur pidana objektif ataactus reusadalah tindakan yang salah yang
terdiri dari komponen fisik dari suatu tindak pidayang biasanya harus
disertai dengamens reauntuk menimbulkan tanggungjawab pid4ha.

6. Unsur pidana subjektif atamens reaadalah keadaan pikiran yang
dimiliki oleh seseorang ketika melakukan suatuakgdidana yang harus
dibuktikan oleh  prosekutor atau jaksa untuk memkaht

kebersalahanny&.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode dtepaan dimana
penelitian dilakukan dengan cara menganalisa bbbhban kepustakaan yang
memuat mengenai teori pertanggungjawaban atasapeferapannya dalam kasus-
kasus tindak pidana Internasional. Bentuk penilifia adalah penelitian normatif.
Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah pdaalilespkriptif-analitis karena
penelitian ini  bertujuan untuk memberikan. gambanaengenai penerapan teori
pertanggungjawaban atasan dalam kasus-kasus tpidaka internasional dengan
cara menganalisa kasus-kasus tindak pidana Intenahs/ang menerapkan konsep
pertanggungjawaban atasan di dalamnya. Metode digngakan dalam pengolahan,
penganalisaan dan pengkostruksian data adalah enetiaditatif.

Jenis data yang diambil untuk penelitian penelitranadalah data sekunder
mengingat penelitian ini menggunakan metode kegaata Data sekunder yang
dipergunakan dalam penelitian ini meliputi baharkum primer, sekunder, dan
tersier. Bahan hukum primer yang dipergunakan meliperaturan perundang-
undangan, baik di tingkat nasional seperti Undangdug No. 26 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia, dan di tingkat internasionalesestatuta ICTY, Statuta ICTR,
dan Statuta Roma. Bahan hukum sekunder yang digonalerupa buku-buku

mengenai hukum internasional pada umumnya dan hydama internasional pada

“2Bryan A. Garnered, Black’s Law Dictionarycet. 9, (St. Paul: Thomson Reuters) hal. 41.

43bid., hal. 1075.
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khususnya, serta buku-buku yang membahas tentamgnggungjawaban atasan.
Selanjutnya bahan yang dipergunakan adalah bahamhtersier yaitu bahan-bahan
hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan nmandehan hukum primer
dan sekunder.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi atas 5 (lima) bab yangnjelaskan dan
menggambarkan permasalahan secara terpisah tetpipakan suatu kesatuan.
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalalagabberikut:

BAB 1 Pendahuluan
Meliputi Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujiremelitian,
Kerangka Konsepsional, Metode Penelitian, dan Qsti&a

Penulisan.

BAB 2 Penerapan Konsep Pertanggungjawaban PimpinaKonvensional
di Dalam Putusan Tomoyuki Yamashita
Meliputi Latar Belakang Kasus Tomoyuki Yamashitagkiyaan dan
Pembelaan, Putusan dan Pertimbangan Hakim, daarK&grhadap

Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan.

BAB 3 Penerapan Konsep Pertanggungjawaban PimpinaKontemporer

di Dalam Putusan ICTY dan ICTR

Meliputi Penerapan di dalam Kasus Celebici di hadapternational
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavidan Penerapan Konsep
Pertanggungjawaban Pimpinan di dalam kasus JednARayesu di
hadaparnternational Criminal Tribunal for Rwandgang terdiri atas
Latar Belakang Kasus, Dakwaan dan Pembelaan, Putdsen
Pertimbangan Hakim, dan Kajian terhadap Penerapamsdp

Pertanggungjawaban Pimpinan.
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BAB 4 Penerapan Konsep Pertanggungjawaban PimpinarDi Dalam
Kasus Pelanggaran Ham Berat Di Timor-Timur
Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan Mditelalam
kasus Brigadir Jenderal TNl Mohamad Noer Muis damdPapan
Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan Sipil di dalasu& Eurico
Guterres yang terdiri atas Latar Belakang Kasuskwl2an dan
Pembelaan, Putusan dan Pertimbangan Hakim, daarKegrhadap

Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan.

BAB 5 Penutup
Meliputi Kesimpulan dan Saran, yang menjelaskatatenkesimpulan

dan saran dari penulis mengenai permasalahan yag.d
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BAB 2
PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN
KONVENSIONAL DI DALAM PUTUSAN YAMASHITA

2.1. Latar Belakang Kasus Yamashita

Salah satu kasus persidangan kejahatan perangg pedintroversial pasca
Perang Dunia Kedua adalah kasus Jenderal Jepangoylikim Yamashita
(“Yamashita’).** Kasus tersebut merupakan kasus pertama dimanaanseor
komandan militer diputus bersalah atas kejahateangeyang dilakukan oleh tentara
bawahannya karena kegagalannya untuk mengawasikanedengan baifc
Yamashita diputus bersalah dengan hukuman matiagkermgra digantung pada
tanggal 7 Desember 1945.

Setelah Perang Dunia Kedua, 11 negara sekutu @hastiCanada, China,
France, India, Belanda, New Zealand, Filipina, Gaviet, Inggris, dan Amerika
Serikat) membawa ke Pengadilan 28 pemimpin toptenilpolitik, dan diplomatik
Jepang untuk berbagai dakwaan atas kejahatan pemamy dilakukan di Asia
Tenggara selama periode 1928-194Selama Perang Dunia Kedua, militer Jepang
mempeluas kekuasaannya di daratan Asia dengan mv@sgdan menyerang Burma,
China, Indochina, Filipina, Malaysia, Manchuria, l&u Wake, Hong Kong,
Singapura, and Aleutians, dan melakukan sejuml@hkéan di sand. Pada tanggal
9 Oktober 1944, Yamashita mengambil kendali komasids Grup Pasukan ke-14

“ Michael Smidt, “Yamashita, Medina, and Beyond: @uamd Responsibility in
Contemporary Military Operations”, hal. 177, Ricthdr. Lael, The Yamashita Precedent, War Crimes
And Command Responsibili¢g982); A. Frank ReellThe Case Of General Yamash{tahicago: The
University of Chicago Press, 1949), hal. 8; Yaéln&uy “Superior Responsibility of Civilians for
International Crimes Committed in Civilian Settifgd3 Vanderbilt Journal of Transnational Law
313, hal. 332

** Ibid.

%6 “Tokyo Trial — Further Readings”, http:/law.jraokg/pages/10812/Tokyo-Trial.html
diunduh 20 Juni 2011

*" Ibid.
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dari Pasukan Kekaisaran Jepa@grimanding Generalari Fourteenth Army Group
of the Imperial Japanese Arinya bertanggug jawab atas pertahanan Philippane d
invasi Amerika Serikat dan Inggrf8.

Pada tanggal 3 September 1945, Yamashita menyeratikia kepada dan
menjadi tawanan perang dari Pasukan Militer Angefdlerikat United States Army
Force§ di Baguio, Kepulauan Philippirfé.Lieutenant-General Wilhelm D. Styer,
Commanding Generadari United States Army Forcesnemerintahkan untuk
mendakwa Yamashita, dengan dakwaan yang dipersiapleh Judge Advocate
General’'s Department of the ArmY Yamashita kemudian dibawa ke hadapan
Komisi Militer Amerika Serikat (United States Military Commissioselanjutnya
disebut sebagaiKomisi”) pada tanggal 8 Oktober 1945 dan didakwa telalarse
melawan hukum lalai dan gagal dalam menjalankarajeannya sebagai komandan
untuk mengendalikan tindakan dari anggota yangdase bawah komandonya
dengan membiarkan mereka melakukan kejahatan p&rang

Komisi pada akhirnya memutus Yamashita bersalaimtamatuhkan hukuman
gantung kepada diriny4. Komisi berpendapat bahwa sebagai seorang komandan
Yamashita gagal untuk memberikan kendali yang éfekthadap para tentara yang

berada di bawah komandonya, yang melakukan tingkap di Filipina:

“The Commission concludes: (1) That an series afcdtes and other
high crimes have been committed by members ofapangse armed forces
under your command against the people of the Urtiitedes, their allies and
dependencies throughout th,e Philippine Islandat they were not sporadic in

“8 Richard L. LaelThe Yamashita Precedent, War Crimes and CommarmbRsibility, hal. 6-
7; Bruce D. Landrum, “The Yamashita War Crimes Tt@ommand Responsibility Then and Now”,
149 MIL. L. REV. 293(1995).

9 The United Nations War Crimesaw Reports of Trials of War Criminal¥/ol. IV (London:
His Majesty’s Stationery Office, 1948), hal. 3.

%0 | pid.
51 bid, hal. 1.

52 bid, hal. 35.

Universitas Indonesia

Perbandingan penerapan ..., Tracy Tania, FH Ul, 2011



20

nature but in many cases were methodically supedvisy Japanese officers

and noncommissioned officers; (2) That during’ gegiod in question you

failed to provide effective control of your troops was required by the
circumstances.

Setelah Komisi menjatuhkan putusannya, Yamashitagajekan petisi ke
Mahkamah Agung Filipina untukrit of habeas corpu¥’ Namun, Mahkamah Agung
setelah mendengarkan permohonan Yamashita meno#ilsi ptersebut dan
menyatakan bahwa Komisi telah secara sah didirdtas perintah Jenderal Styer,
dan memiliki jurisdiksi atas Yamashita dan persgdanyang memeriksa dakwaan-
dakwaan yang diajukan terhadap dirin{a.

Setelah itu, tidak selesai perjuangan Yamashitpurakemudian mengajukan
petisi untukwrit of habeas corpusli hadapan Mahkamah Agung Amerika Serikat
dan petisi untulcertiorari,®® untuk menguji kembali keputusan Mahkamah Agung
Filipina yang menolak petisi Yamashita sebelumifyislahkamag Agund Amerika

Serikat menolak petisi Yamashita, dan putusanyangiaikan olehChief Justice

>3 Habeas Corpusadalah bahasa latin yang mempunyai arti “you hdnee body”. Writ of
Habeas Corpusadalah sebuah mandat pengadilan untuk petugasrpemiemerintahkan agar
narapidana dibawa ke pengadilan sehingga dapattali@n apakah orang tersebut dipenjara secara
sah dan apakah ia harus dibebaskan dari tahananolf@an petisi habeas corpus dapat diajukan ke
pengadilan oleh orang yang dipenjara itu sendau atleh orang lain untuk kepentingan orang yang
dipenjara. Pemohon harus menunjukkan bahwa peagagitng memerintahkan penahanan atau
pemenjaraan telah melakukan kesalahan hukum alttuafaPetisi habeas corpus biasanya diajukan
oleh orang-orang menjalani hukuman penjara. Dalakum keluarga, orangtua yang telah ditolak hak
asuh anaknya oleh pengadilan dapat mengajukan pemman habeas corpus. Selain itu, seseorang
juga dapat mengajukan permohonan habeas corpush@kan menyatakan dia telah menghina
pengadilan dan memenjarakan atau mengancam untakenj@rakan dirinya. “Habeas Corpus”,
http://www.lectlaw.com/def/h001.htndiunduh pada 22 Juni 2011,

¥ The United Nations War Crimelsaw Reports of Trials of War Criminalkal. 37.

% Jika pengadilan banding memiliki kekuatan untuk nmi@u kasus-kasus dengan
kewenangannya sendigertioari adalah instrumen formal dimana kewenangan terseiguinakan.
Sebuah writ of certiorari memerintahkan pengadilan dengan kedudukan lebildatenuntuk
memberikan catatannya dalam sebuah kasus sehieggadilan yang lebih tinggi dapat meninjaunya
kembali. Legal Information Institute, “Certiorari”http:/topics.law.cornell.edu/wex/Certiorari
diunduh pada 21 Juni 201Certiorari merupakan bahasa latin yang berattb be more fully
informed”

*% Ibid.
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Stonepada 4 Februari 1946. Namun, 2 orang hakim memdnedissenting opinion

mereka terhadap petisi yang diajukan oleh Yamashita

2.2. Dakwaan Dan Pembelaan

2.2.1 Dakwaan terhadap Yamashita

Selama periode Yamashita didakwa memegang kerdalpara tentara Jepang
yang didakwa telah melakukan kejahatan perang lghiria dan gagal melakukan
pengendalian efektif atas mereka, mencegah kejahpémang tersebut ataupun
menghukum merek®.Pada tanggal 25 September 1945, Yamashita dikitintiitan
yang dipersiapkan olefudge Advocate General’'s Department of the Armty dari
dakwaan Penuntut adalah bahwa Yamashita, sebagangekomandan telah secara
melawan hukum mengabaikan dan gagal untuk melakaankewajibannya untuk
mengedalikan operasi para tentara yang berada dvatbakomandonya,
memperbolehkan mereka melakukan tindak pidanadaphaarga Amerika Serikat
dan sekutunya, terutama warga Filipina. DakwaanuRet berbunyi sebagai
berikut

“Yamashita, General Imperial Japanese Armytween § October, 1944
and 2% September, 1945, at Manila and at other gtaén the Philippine
Islands, while a commander of armed forces of Jagawar with the United
States of America and its alliesinlawfully disregarded and failed to
discharge his duty as commander to control the operations of the members

>’ |bid, Kedua hakim tersebut adalltr. Justice MurphyanMr. Justice Rutledge

%8 Kejahatan perang yang dimaksud berkaitan deng@i®@penduduk sipil yang diperkirakan
telah dibunuh di Provinsi Batangas dan Pulau Luzsang-orang ditembak, ditusuk, dan dikubur
hidup-hidup. Sekitar 300 warga negara Filipina Bgzauntuk terjun ke dalam sumur dimana setelah
itu mereka ditimpa dengan barang-barang berat,ndareka yang selamat kemudian dibunuh, para
wanita dan gadis-gadis muda diperkosa dan alatrielenereka dimutilasi, para anak-anak dilempar
ke langit dan ditusuk, dan para warga sipil dipykdiantung, dibutakan, ditembak, dan dikurbankan.
Para tawanan perang dibiarkan tinggal dengan nmaggit binatang dan sekitar 500 warga negara
Amerika disesakkan ke dalam sebuah kapal kargondepdibiarkan kelaparan dan mengalami
kerusakan ingatan sampai mereka menyerang satu Eamalan menghisap darah korbannya.
Matthew Lippman, “Humanitarian Law: The Uncertairor@ours of Command Responsibility”, 9
Tulsa J. Comp. & Int'l L. 1 (2001), hal 10.

%9 The United Nations War Crimelsaw Reports of Trials of War Criminalkal. 3-4.
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of his command, permitting them to commit brutal atrocities and other

hi.gh crimes against people of the United Statesl ah its allies and

dependencies, particularly the Philippinesand he, General Tomoyuki

Yamashita, thereby violated the laws of war.”

Berdasarkamill of Particulars, Yamashita dituntut dengan 64 tuntutan terpisah yang
kemudian ditambahkan dengan 59 tuntutan berdasaS«plemental Bill of
Particulars. Presiden Komismengkategorikan tuntutan-tuntutan dari Penuntut ke
dalam 3 kategori sebagai berikit:

1. Kelaparan, pembunuhan atau pembunuhan massal pangidangan dan

maladministrasi secara umum terhadap tawanandgipitawanan perang;

2. Penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan dan pembumiassel atas
sejumlah besar penduduk Filipina, termasuk wanéa a@nak-anak dan
anggota kelompok religius, akibat kelaparan, pemalam, penusukan,
pemukulan, penggantungan, pembakaran hidup-hidamp,pgngrusakan
dengan bahan peledak;

3. Pembakaran dan penghancuran tanpa adanya keperili@n (military
necessitydari sejumlah besar rumah, tempat usaha, runzatai rumah
sakit, bangunan publik, dan sekolah. Dalam hal wakielanggaran-
pelanggaran ini meluas sampai seluruh periode rmameerdakwa
memegang komando atas tentara Jepand di FilipiaanDhal wilayah,
tindak pidana yang dilakukan meluas sampai sellefulauan Filipina
walaupun sampai sejauh ini, tindakan-tindakan utgmadi di Luzon.

Di dalam pernyataan Pembukaannya, Penuntut memyatb&hwa ia akan
membuktikan di hadapan Komisi bahwa Yamashita nekap komandan dari
Pasukan Tentara di Filipina dan para polisi militem memilki komando yang
menyeluruh atas kamp tawanan perang, kamp tawasigil, kamp pekerja, dan

gedung-gedung lain yang memuat tahanan perang alaandan lainnya, yang

50 hid, hal. 4.
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merupakan para pelaku tindak pidana dan tempagdartindak pidana dilakuk&h.
Kemudian menurut Penuntut, Yamashita sewajarnyageiahui tindak pidana
tersebut jika ia menjalankan kewajibannya sebagaiasng komandan karena tindak
pidana tersebut tersebar dari bagian utara sanet@tas Filipina, di masa periode
kepemimpinan Yamashita, dan kejahatan-kejahataeliat begitu kejam, meluas,
dan besar dalam hal lingkup operasi dan tingkat akersiaanny& Andaipun
Yamashita benar tidak mengetahui akan tindak pid@nsebut, hal itu karena
Yamashita sengaja menutup mata akan kejadian-kejaeisebu’

Dalam membuktikan dakwaan-dakwaannya Penuntut nmétaberatusan alat
bukti termasuk di dalamnya kesaksian ratusan $akBukt-bukti dibawa oleh
Penuntut ke hadapan Komisi menunjukkan ratusamlenstermasuk di dalamnya

menahan pemberian pelayanan medis dan kelaparanpala tawanan perang,

%% bid, hal. 17 ‘We will open our case with proof that the accuséaimashita, was Commander
of the Army Forces in the Philippines during theipe stated in the charge-that is to say, from 9th
October, 1944, to the time of surrender, Septerbdb ; that in addition he commanded, as a part of
those forces, or attached thereto, the so-callegthidei Tai " or military police. We will show aldwat
he had overall command of the prisoner-of-war caipd civilian internment camps, labour camps,
and other installations containing prisoners of ward other internees in all the Philippine Islands.
We will show that his area or territory of commaindluded all of the Philippine Islands, the entire
area so known. We will show that at times he asormanded Navy forces and air forces, partlcularly
when engaged as ground troops. We will then shoat tarious elements, individuals, units,
organisations, officers, being a part of those &sander the command of the accused, did commit a
wide pattern of widespread, notorious, repeatedistant atrocities of the most violent characteatth
those atrocities were spread from the northern iportof the Philippine Islands to the southern
portion; that they continued, as | say, repeatatilpughout the period of Yamashita's command; that
they were so notorious and so flagrant and so emosnboth as to the scope of their operation and as
to the inhumanity, the bestiality involved, thagyhmust have been known to the accused if he were
making any effort whatever to meet the respongésliof his command or his position; and that if he
did not know of those acts, notorious, widespreageated, constant as they were, it was simply
because he took affirmative action not to know.t Thaur casé.

%2 bid.

%3 bid.

% |bid, hal. 18, saksi-saksi yang diajukan beberapa diamyar adalah Masatoski Fujishige
(Colonel of the Japanese ArjniNarcisco LapusHrivate Secretary to the Philippine General Artemio
Ricartg, Joaquin Galang (teman dari Ricarte), Hideo Mistu Judge Advocate Section in the
Headquarters of Yamashita in the PhilippiheRichard Sakakidairterpreter in the office of

Yamashita’s Judge Advocatd-ermin Yamasaki (seorang warga negara Filipiaagydipekerjakan
sebagai penerjamah oleh Polisi Militer Jepang).
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tahanan sipil, penjarahan, pembakaran, dan pengf@ncumah-rumah, bangunan
publik tanpa adanya keperluan militer, penyiksa@mgan cara membakar dan
lainnya, pembunuhan baik secara individu maupunsatatanpa adanya proses
hukum, pemerkosaan, pembunuhan, yang semuanyaukhlakoleh tentara yang
berada di bawah komando Yamasftaenurut Penuntut, bukti-bukti menunjukkan
bahwa setelah 17 November 1944, Yamashita merugakagrnur militer di Filipina
dan komandan militer tertinggi di wilayah tersel®ukti-bukti menunjukkan bahwa
segala kejahatan yang terjadi telah direncanakard@&vasi dengan sangat hati-hati,
dan bahwa pada kenyataannya mereka dikomandolalefashita.

Walaupun tidak ada bukti bahwa Yamashita memerkataheksekusi dan
pembunuhan, Penuntut berdalil bahwa eksekusi tersklakukan oleh para tentara
di bawah komando Yamashita. Fakta bahwa para tentarbawah komando
Yamashita secara terang-terangan mengabaikan prosgeng ditentukan,
menunjukkan bahwa mereka bertindak atas persetutemashiya. Jika tidak,
mereka tidak akan berani untuk sedemkian sewenamgivg bertindak. Penuntut
berdalil bahwa tindak pidana yang dilakukan olefapgantara Yamashita, walaupun
tidak secara spesifik diperintahkan oleh Yamagniéaupakan suatu manifestasi dari
perintah yang lebih luas dan umum yang dikeluatdeh Yamashita. Penuntut lebih

jelas menyatakan bahwa:

“He knew the guerrilla activity. He knew that hiedps were being harassed.
He gave them an order which naturally under thecwnstances would result in
excesses, in massacres, in devastation, unlessdie were properly supervised. He
unleashed the fury of his men upon the helplessulptpn, and apparently,
according to the record, made no subsequent efifosee what was happening or to

% |bid, Selain itu penuntut juga mendakwa Yamashita tel@anggar Konvensi Tawanan
Perang Jenewa (Geneva Prisoners of War Conveniamashita mengakui bahwa tawanan perang
dipaksa untuk bekerja di instalasi lapangan terbaflglaupun menurut Yamashita hal itu tidak
bertentangan dengan hukum internasional, menurutri®at hal tersebut merupakan pelanggaran dari
Konvensi Tawanan Perang Jenewa. Ribuan perempdak liersenjata dan anak-anak, yang tidak
dapat dianggap sebagai gerilyawan, dibantai di Maten di Batangas tanpa adanya proses hukum
sebagaimana mestinya.

% |bid, hal. 31.
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take steps to see to it that the obvious resultddwoot occurnot a direct order, but
contributing necessarily, naturally and directly to the ultimate result.”

Berkenaan dengan pengetahuakno(vledgg¢ dari Yamashita, Penuntut
menyatakan bahwa Yamashita mengetahui akan kejekejahatan yang dilakukan
oleh para tentara bawahanifyaSalah satunya, Yamashita menerima laporan
mengenai kondisi dan situasi di Batangas dari wk&twaktu. Walaupun Yamashita
tidak mengetahui apa yang terjadi di Batangasafat@nunjukkan bahwa Yamashita
tidak melakukan usaha yang cukup untuk mencarit¢mtang keadaan tersebut.
Yamashita memiliki kewajiban sebagai komandan untoéngetahui apa yang
dilakukan oleh tentara bawahan yang berada di bgweaimtahnya. Alasan bahwa
Yamashita sangat tertekan oleh situasi dan usahik umelawan musuh sehingga
tidak dapat mencari tahu tentang keadaan disiplit@wvahannya, tidak dapat
diterima. Hal ini dikarenakan kewajiban Yamashitaulkk melindungi rakyat sipil
sama besarnya dengan kewajibannya untuk mengalahkaaoh. Jika ia memilih
untuk membiarkan yang satu dan menaruh perhatianhplee yang lainnya, maka ia
harus menanggung resiko dari perbuatannya itu.

Menurut Penuntut, Yamashita tidak melakukan usdhssis untuk mencari
tahu situasi dan kondisi di kamp tawanan yang leedidbawah kendalinya, dan
begitu banyak kejahatan dilakukan terhadap pendstikdi wilayah yang sangat
dekat dengan markas besar Yamashita. Yamashitak tii@minta adanya

penyelidikan dilakukan oleh polisi militer menger®! itu. Walaupun Yamashita

%7 Ibid, hal. 30 Penuntut secara lengkap menyataRé#e ‘Prosecution recalled that the accused
had asserted that he had no knowledge of these autisthat if he had had knowledge or any reason
to forsee these acts he would have taken affirmatigps to prevent them. In explanation of higwclai
that he had no knowledge he had asserted that drisnwinications were faulty. The Prosecution
submitted however that there was nothing in theomddo the effect that the accused did have
adequate communications. For instance, the acctisetdacknowledged that reports from Batangas
concerning guerrilla activity were received frormg to time. Even if it were accepted that the aadus
did not know of what was going on in Batangas,ftot remained that he did not make an adequate
effort to find out. It was his duty to know whatsazeing done by his troops under his orders. The
accused had pleaded that he was too hard pressdtiecognemy to find out what was the state of
discipline among his troops. The Prosecution claimeowever that the performance of the
responsibility of the commanding officer toward tixlian populations is as heavy a responsibility
the combating of the enemy. And if he chose torggane and devote all of his attention to the other
he did so at his own risk.
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pernah membebaskan beberapa tawanan, hal itu kilakya karena ia telah
dikalahkan oleh Amerika Serikat dan ingin mempedibzatatan tentang dirinya.

Menurut hukum internasional, seorang yang didudeaga gerilyawan tidak
diberikan suatu jenis tertentu persidangan. Nademikian tetap harus diberikan
kepada mereka suatu persidangan dengan persyanatanum persidangan yaitu
pengetahuan akan tuntutan-tuntutan yang didakwakamadapnya, kesempatan
untuk membela, dan penentuan secara hukum bersdéah tidak bersalahnya
berdasarkan bukti. Bahkan, jika Polisi Militer nhai bahwa perlu untuk
memutuskan bahwa seseorang itu harus dibunuh, dexsgbut tidak pergi ke
pengadilan militer, namun ia akan langsung dieksiegieh polisi militer. Walaupun
Yamashita telah menyangkal bahwa ia pernah membenenang Polisi Militer
untuk melaksanakan hukuman mati, atau otoritaskuntencoba dan menentukan
hukuman mati, menurut kesaksian seorang penerjedialmarkas garnisun
Cortabitarte, hal tersebut pada prakteknya dilakukeh para polisi militer. Jika
Yamashita tidak tahu, maka hal tersebut merupakaalthannya.

Penuntut mengakui bahwa penerapan Hukum Perangli&émamandan yang
gagal mengendalikan pasukannya tidak sering diksah@dalam kasus-kasus. Namun
demikian, ia menyampaikan bahwa prinsip tersebwkudi di dalam Hukum
Internasional, bahkan di bawah konvensi internadjobahwa seorang komandan
memang memiliki kewajiban untuk mengendalikan pasanla sedemikian rupa
sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran d&uduPerang. Penuntut kembali
menekankan bahwa di Filipin telah terjadi kekejargang meluas selama periode
waktu tertentu, yang dilakukan oleh unit militeraigyanisir yang dipimpin oleh para
pejabat, pastinya terdapat kegagalan pada pihalakdam utama pasukan tersebut
untuk melakukan tugasnya untuk mengendalikan p#&eatara tersebut sehingga
mereka tidak akan melakukan tindakan tersebut.

Berkenaan dengan  hukum yang mengatur mengenai igrins

pertanggungjawaban pemimpin, Penuntut menyataKarefiaut®®

® |bid, hal. 32, selain itu Penuntut Umum juga mengutipebapa pendapat dari para ahli
hukum ‘Wharton's Criminal Evidence, Volume |, Section §8ted that a person” is not supposed to
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“...since Yamashita had acknowledged that he didr@md an army composed
of lawful belligerents, then Article 1 of the Hag@dnvention made him
responsible for the acts of his subordinates.(l)sTlwas true also under the
common usages of war... The criminal laws, theotast the laws generally of
civilised nations, are construed to apply in théemnational field as a part of
the Laws of War as well, wherever they bear angtieh at all... under laws
generally, any man who, having the control of tiperation of a dangerous
instrumentality, fails to exercise that degree airec which under the
circumsta.nces should be exercised to protect thesons, is responsible for
the consequences of his dereliction of duty. We &agly that in this case!
Apply that in the field of military law. It is appd by international tribunals or
claims commissions with respect to claims for pe&gyn damages by
individuals or governments against individuals afother government, or
against other governments, arising out of illegatsa There are many cases
where, under International Law, a government of a@a#on-or let us say a
nation has been held financially responsible beeanfsthe wrongful acts of its
agents or representatives, military or otherwisgéhwonsequent injuries to the
nationals of other countries. There is nothing tevent the application of that
same principle in the law of war on a criminal k&isi

Di dalam pernyataan penutupnya Penuntut menyatdlkedowa Yamashita
mengakui bahwa ia mempunyai kewajiban menurut hukoternasional untuk

mengendalikan tentaranya sehingga mereka tidakkoieda pelanggaran. Apabila

Yamashita secara langsung memerintahkan, mempgHKaole atau memaafkan

have known the facts of which it appears he wasraymt; but if his ignorance is negligent or culpabl

. . . then his ignorance is no defence." A simianciple had been applied in the field of Interioaial
Law. For instance, Borchard, Diplomatic Protectiopage 217, stated that: ". . . the failure of a
government to use due diligence to prevent a piviajury is a well recognised ground of
international responsibilityNow, if it is proper and permissible under Interioal Law and the Laws
of War to apply to an entire government, an entiation, civil responsibility in the form of damages
for wrongful actions, violations of Laws of War the agents or the representatives of that natisn, i
there any reason under the sun why a responsipdityninal or civil, under the Laws of War, might
not properly be applied under the proper circumsts in the proper case to an individual. The
Defence cries that Yamashita was too far away ftbenscene of battle, too far removed from the
actual perpetrators, justly to be charged and phai for the crimes of those under him. Yet, hig ver
government, his entire nation may legally be heddponsible-even farther removed from the
perpetrators and from the scene of the crime." &halogy of liability under municipal law for the
specific crime of manslaughter was also used byPtiosecution.

Moore's International Law Digest, Volume VI, pad99stated that. . . "It is true that soldiers
sometimes commit excesses which their officersatgmmevent; but in general, a commanding officer

is responsible for the acts of those under his @denless he can control his soldiers, he is utafit
command them."”
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kesalahan bawahannya, maka ia dapat dihukum bekdashukum militer Jepang,
dan apabila Yamashita benar-benar telah melakulegialas macam cara untuk
mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukam lodevahannya maka ia

bertanggungjawab secara administratif kepada atgaan

2.2.2Pembelaan Yamashita

Inti dari pembelaan Yamashita selama persidangataladcahwa Yamashita
tidak bertanggungjawab atas segala tindak pidang geakwakan oleh Penuntut.
Hal ini dikarenakan Yamashita tidak pernah memehkan dilakukannya tindak
pidana tersebut, memberikan izin kepada siapaptwkunelakukan tindak pidana
tersebut, ia juga tidak mempunyai pengetahuan akakukannya tindak pidana
tersebut, dan bahwa terdakwa tidak mempunyai keradat para pelaku tindak

pidana. Di dalam Pernyataan Pembukannnya, Pemlesigatakan bahw??:

“Defence will show that the accused never ordered tommission of any

crime or atrocity; that the accused never gave pgsian to anyone to commit

any crimes or atrocities; that the accused had novdedge of the commission
of the alleged crimes or atrocities; that the acxisiad no actual control of the
perpetrators of the atrocities at any time thatytheccurred, and that the

accused did not then and does not now condonesexaryustify any atrocities

or violation of the laws of war.

On the matter of control we shall elaborate uponumber of facts that have

already been suggested to the Commission in ousses@amination of the

Prosecution's witnesses:

1. That widespread, devastating guerilla activitiesated an atmosphere in
which control of troops by high ranking officerschene difficult or
impossible;

2. That guerilla activities and American air and corhlativities disrupted
communications and in many areas destroyed theagettier, making
control by the accused a meaningless concept;

3. And that in many of the atrocities alleged in th# & Particulars there
was not even paper control; the chain of command mbht channel
through the accused at all. . . .”

5 bid, hal. 18.
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Untuk membuktikan pembelaannya tersebut, Pembelancoba untuk
membuktikan beberapa fakta di hadapan Komisi denga@ambawa para saksi.
Denhichi Okoochi, yang merupak&upreme Commander of the Naval Fordes
Filipina memberikan kesaksian bahwa ia memberikapalla Yamashita komando
taktis atas tentara angkatan laut di Manila padgdal 5 Januari 1945, dan komando
tersebut berada di bawah Yamashita sampai 24 Aga946. Namun, Denhichi tetap
memegang kendali administratif atas para tentarselet walaupun kendali
operasional berada di bawah Yamashita. SelanjutBlyus Yokoyamal ieutenant
Generaltentara Jepang di bawah Yamashita memberikan kesdkshwa Yamashita
tidak pernah memberikan perintah untuk membunula pearga negara Filipina
ataupun penghancuran properti di Manila. Yamashtmperingatkan dia untuk
berlaku adil dalam bertindak kepada pada wargaradgipina dan ia tidak memiliki
kekuasaan disipliner, ataupun untuk mempromosikaanurunkan jabatan, dan
memecat tentara angkatan laut.

Menurut kesaksian darLieutenant-General Muto Chief of Staff untuk
Yamashita, pada waktu Yamashita mengambil alih katonzatas Tentara Wilayah
ke-11, status moral dari para tentara sangatlateredan persiapan pertahanan tidak
memadai’’ Yamashita hanya memiliki kendali atas sekitar 1500600 tentara di
Manila tetapi tidak sisanya. Menurutnya Yamashigak pernah mengunjungi
tawanan perang di Filipina namun kebijakannya dddi@hwa para tawanan
diberikan perlakukan sesuai dengan Konvesi Jeflew#al ini juga ditegaskan
kembali olehLieutenant-Coloner Ishikawa of Yamashita’'s headtprar staffdan
Lieutenant-General Koti dalam kesaksian mereka.

Yamashita sendiri memberikan kesaksiannya di dajgemsidangar® la

menyatakan bahwa pada saat ia memegang komandd exitera Wilayah ke-14

hid, hal. 21.
" |bid.
2 bid, hal. 22.

3 hid.
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pada 9 Oktober 1944, ia hanya memiliki sedikit pajayang berpengalaman dan
kekurangan bahan persediaan makanan dan transp@idslipina terdapat lebih
dari 30.000 tentara yang pada awalnya tidak bedad@wah perintahnya. Namun,
pada saat ia mendapatkan kendali atas mereka, Ikéerdabut hanya terbatas pada
kendali operasional bukan disipliner. la menyandkahwa ia pernah memberikan
perintah untuk memberikan perlakuan yang tidak re@wi dan penyiksaan kepada
pawa tawanan atau memiliki laporan akan hal itu. mi@ngakui bahwa ia
bertanggungjawab at&@outhern Armyntuk prosedur yang telah ditetapkan diikuti.
Namun, ia menyatakan bahwa komunikasi sering tegpuehingga ia tidak
mengetahui secara rinci banyak hal. la juga mendstuwa semua hukuman mati di
kamp tawanan perang dan kamp tawanan sipil haruslapatkan persetujuannya,
namun menurutnya ia tidak memberikan lebih dagpddntah hukuman mati.
Pembela dalam pembelaannya menekannya dengan desrgat kesulitan-
kesulitan yang dialami oleh Yamashita selama mengdeomando atas Grup

Pasukan Ke-14 pada tahun 1944. Pembela secaraémgiatakan bahwA:

“The 14th Army Group was subordinate to the Supr8mghern Command
under Count Terauchi, whose headquarters was inildla\n acute shortage
of food existed, and the Japanese army was exadgdhort in both motor
transport and gasolene. The accused found thagémeral state of affairs in
the 14th Army Group was very unsatisfactory. TheefCtf Staff was ill, there
were only three members of Kuroda's staff lefhenlteadquarters, and the new
members were not familiar with the conditions tesisted in Luzon. The 14th
Army Group was of insufficient strength to carryt thie accused's mission,
inasmuch as it was, in his opinion, about five sloms short of what would be
required. His troops were of poor calibre and not physically up to standard
requirements. The morale of his men was poor. In addition, a strong anti-
Japanese feeling existed among the Filipino population.. The navy never
came under his command, but the naval troops inGhg of Manila came
under the command of the 14th Army Group on 6thudan for tactical
purposes during landing operations onkhis limited command . . . involved
theright to order naval troops to advance or to retreat, but did not include the
command of such things as personnel, discipline, billeting or supply....”

" bid, hal. 23-24.

Universitas Indonesia

Perbandingan penerapan ..., Tracy Tania, FH Ul, 2011



31

Berkenaan dengan dakwaan Penuntut yang mengatadamnabYamashita
sudah sepatutnya mengetahui kejahatan yang dilakokeh bawahannya karena
sifatnya yang meluas sampai ke berbagai wilayambe& mengatakan bahwa
seseorang tidak dapat dipidana dengan dasar batang tain menganggap dirinya
sepatutnya mengetahliiSeharusnya seorang dipidana karena ia telah tedndara
sah dan meyakinkaméyond reasonable doybhengetahui akan kejahatan tersebut,
dan Yamashita dalam kasus ini tidak mengetahuhlatgen-kejahatan yang dilakukan
oleh bawahannya sebagaimana didakwakan oleh PeAtiitembela menyatakan
bahwa tidak ada kesaksian yang kredibel selamadpegan yang menunjukkan
bahwa Yamashita memerintahkan atau mengetahuiktikgjahatan yang dilakukan
oleh bawahanny#.

Menurut Pembela, @ Amerika  Serikat tidak mengenal tulen
pertanggungjawaban pidana hanya berdasarkan segasrang sebagai komandan.
Berdasarkan Section 345 dari Rules of Land Warfare, FM 27-10,
pertanggungjawaban untuk kejahatan perang dijatubéegpada seseorang yang
melakukannya atau kepada pejabat yang memerintatitakukannya kejahatan

tersebut’® Hal tersebut tidaklah terjadi di kasus Yamashita.

2.3. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Presiden Komisi, pada saat memberikan putusanngayatakan fioteworthy
that the accused made no attempt to deny thatrthrees were committed, although
some deaths were attributed by Defence Counselegal lexecution of armed
guerrillas, hazards of battle and action of gudaitroops favourable to Japanla

kemudian memberikan ringkasan atas bukti-bukti y&eigh diberikan baik oleh

®bid, hal. 27.
"% 1bid.
" bid, hal. 28.
"8 bid.

®bid, hal. 29.
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Penuntut dan Pembela selama persidangan dan mewmbapatusan akhir dari
Komisi yang disampaikan oleh Presiden dalam kata-kang sebenarnya sebagai
berikut:

“This accused is an officer of long years of expece broad in its scope,
who has had extensive command and staff duty ihrtperial Japanese Army
in peace as well as war in Asia, Malaya, Europed dhe Japanese Home
Islands. Clearly, assignment to command militayoprs is accompanied by
broad authority and heavy responsibility. This Hazsen true in all armies
throughout recorded history. It is absurd, howeverconsider a commander a
murderer or rapist because one of his soldiers casmia murder or a rape.
Nevertheless, where murder and rape and viciousengeful actions are
widespread offences, and there is no effectivemgitcoy a commander to
discover and control the criminal acts, such a ca@ander may be held
responsible, even crinlinally liable, for the law$eacts of his troops, depending
upon their nature and the circumstances surrounditgm. Should a
commander issue orders which lead directly to lawlects, the criminal
responsibility is definite and has always been sgeustood. The Rules of Land
Warfare, Field Manual 27-10, United States Armyg alear on these points. It
is for the purpose of maintaining discipline andhtol, among other reasons,
that military commanders are given broad powersadhlinistering military
justice. The tactical situation, the character, ihiag and capacity of staff
officers and subordinate commanders as well astidiés of character, and
training of his troops are other important factarssuch cases. These matters
have been the principal considerations of the Casimn during its
deliberations.

General Yamashita : The Commission concludes T{Bt a series of
atrocities and other high crimes have been comdhitty members of the
Japanese armed forces under your command agairsplepeof the United
States, their allies and dependencies throughoetRhilippine Islands; that
they were not sporadic in nature but in many casese methodically
supervised by Japanese officers and non-commissiafiécers; (2) That
during the period in question you failed to provid#ective control of your
troops as was required by the circumstances.

Accordingly upon secret written ballot, two-thirde more of the
members concurring, the Commission finds you guélsy charged and
sentences you to death by hanging.

Sebagaimana dijelaskan diatas, setelah Komisi mekabe putusannya,
Yamashita mengajukan petisabeas corpuke hadapan Mahkamah Agung Filipina
dan Mahkamah Agung Amerika Serikat dimana keduaadifan tersebut menolak

petisi Yamashita. Setelah merangkum putusan damigip Chief Justice Stone
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memberikan putusan dari mayoritas hakim MahkamabnggAmerika Serikat yang

berbunyi demikiarf®

“The petitions for habeas corpus set up that the detentiqretfioner for
the purpose of the trial was unlawful for reasonsio are now urged as
showing that the military commission was withoutwfld authority or
jurisdiction to place petitioner on trial, as foiks:

(@) That the military commission which tried and coticpetitioner was not
lawfully created, and that no military commissiam tty petitioner for
violations of the Law of War could lawfully be cened after the cessation
of hostilities between the armed forces of the éhBtates and Japan;

(b) that the charge preferred against petitioner faits charge him with a
violation of the Law of War;

(c) that the commission was without authority and gdiction to try and
convict petitioner because the order governing firecedure of the
Commission permitted the admission in evidencespbsitions, affidavits
and hearsay and opinion evidence, and because ¢nen@ssion’s rulings
admitting such evidence were in violation of théh2and 38th Articles of
War (10 U.S.C., ss. 1496, 1509) and the Geneva éion (47 Stat.
2021), and deprived petitioner of a fair trial ifolation of the due process
clause of the Fifth Amendment;

(d) that the Commission was without authority and sdigtion in the
premises because of the failure to give advanceaaof petitioner’s trial
to the neutral power representing the interestdagfan as a belligerent as
required by Article 60 of the Geneva ConventionStat. 2021, 2051.

On the same grounds the petitions for writs of iblon set up that the
Commission is without authority to proceed with titned.”

Berkenaan dengan jurisdiksi Komisthief Justice Stonmenekankan bahwa
Komisi hanya memiliki jurisdiksi untuk memeriksantutan atas pelanggaran Hukum
Perang. Salah satu yang menjadi masalah berkaafrtelsebut adalah apakah
Hukum Perang mengatur pertanggungjawaban pimpiegers yang diterapkan
Komisi di dalam persidangan Yamashita. Menu@ltief Justice Stoneberbagai
sumber hukum internasional pada saat itu menjatuk&aajiban positifgffirmative
duty) kepada seorang komandan untuk mengambil tinddkéawah kekuasaannya

8 phid, hal. 38.
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yang sesuai untuk melindungi para tawanan perangalgyat sipil.Secara rinci, ia

menyatakan hal berikdt:

“It is evident that the conduct of military operatis by troops whose
excesses are unrestrained by the orders or effdfrtfieir. commander would
almost certainly result in violations which it iset purpose of the Law of War to
prevent. Its purpose to protect civilian populasoand prisoners of war from
brutality would largely be defeated if the commandé an invading army
could with impunity neglect to take reasonable raess for their protection.
Hence the Law of War presupposes that its violatisrto be avoided through
the control of the operations of war by commanden® are to some extent
responsible for their subordinates.

This is recognised by the Annex to Fourth HaguevEotion of 1907,
respecting the laws and customs of war on landiclertl lays down as a
condition which an armed force must fulfil in orderbe accorded the rights of
lawful belligerents, that it must be * commandedalperson responsible for his
subordinates.” 36 Stat. 2295. Similarly Article 1§ the Tenth Hague
Convention, relating to bombardment by naval vesseqirovides that
commanders-in-chief of the belligerent vessels ‘stmgee that the above
Articles are properly carried out.” 36 Stat. 238d Article 26 of the Geneva
Red Cross Convention of 1929, 47 Stat. 2074, 2092he amelioration of the
condition of the wounded and sick in armies inftekl, makes it * the duty of
the commanders-in-chief of the belligerent arm@provide for the details of
execution of the foregoing articles, [of the Cortien] as well as for
unforeseen cases.” And, finally, Article 43 of thenex of the Fourth Hague
Convention, 36 Stat. 2306, requires that the contteanf a force occupying
enemy territory, as was petitioner, ‘ shall takétake measures in his power to
restore, and ensure, as far as possible, publiceordnd safety, while
respecting, unless absolutely prevented, the laviisrce in the country.’

These provisions plainly imposed on petitioner, \wahthe time specified
was military governor of the Philippines, as wedl@mmander of the Japanese
forces, an affirmative duty to take such measusewere within his power and
appropriate in the circumstances to protect prisgnef war and the civilian
population. This duty of a commanding officer hagelofore been recognised,
and its breach penalised by our own military trillsy A like principle has
been applied so as to impose liability on the Uhiftates in international
arbitrations. Case of Jenaud, 3 Moore, InternatibAgbitrations, 3000 ; Case
of The Zafiro,” 5 Hackworth, Digest of Internatidnaw, 707’

8 bid, hal. 45;General Tomoyuki Yamashita (Petitioner) v Lieutén@eneral Wilhelm D.
Styrer, Commanding General, United States Army €grdVestern Pacific327 U.S. 1 (1946)
(“Application of Yamashita”).
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2.4. Kajian Hukum Terhadap Penerapan Konsep Pertanggunggwaban

Pimpinan

2.4.1Hubungan pimpinan dan bawahan  Buperior-Subordinate

Relationship)

Yamashita merupakan kasus pertama pasca Peranga Keilua yang
berbicara mengenai pertanggungjawaban pimpih&rtank Reel dalam tulisannya
yang kontroversial mengkritisi penerapan pertanggwmaban pimpinan dalam kasus
Yamashita yang menurutnya pada saat itu bukanlatu swkum internasional yang

berlaku. Secara tegas beliau mengatdRan:

“Ruddock [a member of General MacArthur's Judge Adtg) expressed
himself in strong words about the charge. ‘Yamasist being charged as a
war criminal because his men violated the laws af,Whe said. ‘They have
nothing on him at all. They're trying to establish new theory—that a
commanding officer is responsible if his troopslated the laws of war,
regardless of whether he ordered the violationsewen knew of them. Under
such a principle, | suppose even MacArthur shogldried. It is bad law™
Putusan Komisi dalam kasus Yamashita hanya beebmedikit sekali dalam
mendefinisikan tingkat kendali yang harus dimiliteh seorang pimpinan sehingga
ia dapat dianggap bertanggungjawab atas tindakamahzmnyd&® Argumen
pembelaan Yamashita mengenai hal ini adalah balu@sspada saat itu sangatlah
kacau dan tentara Amerika Serikat pada saat ituunenrantai komandakain of
commany dan komunikasi sehingga membuat Yamashita tiéga&da dalam kondisi
dapat mengetahui atau mengambil tindakan atasktip@kana yang dilakukan oleh

tentaranya. Terhadap pembelaan Yamashita ini bgdbekamentator berpendapat

8 Michael Smidt, “Yamashita, Medina, and Beyond: @uamd Responsibility in
Contemporary Military Operations”, hal. 177, Ricthdr. Lael, The Yamashita Precedent, War Crimes
And Command Responsibilix. Frank ReelThe Case Of General Yamashital. 8.

8 A. Frank ReelThe Case of General Yamashita, ibid.

8 Gideon Boas, et akorms of Responsibility in International CriminakWw: International

Criminal Law Practitioner Library Series,Vol. I, (New York: Cambridge University Press, 200
hal. 153.
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bahwa seorang komandan tidak dapat memakai kormmdikiva situasi perang
mencegahnya untuk menegendalikan tentar&hy®rofessor Quincy Wright
mengatakafi®

“The issue is a close one, but it would appear thtgrnational Law holds
commanders to a high degree of responsibility fer &ction of their forces.
They are obliged to so discipline their forces thmmbers of those forces will
behave in accordance with the rules of war evennwhéitary circumstances
in considerable measure eliminate the practicalamty of the commander to
control them.”

Dalam memutus bahwa Yamashita bersalah, Komisih&rltidak begitu
mempertimbangkan alasan pembela berkenaan deitgasi 9erang yang sangat
kacau yang membuat Yamashita kehilangan kendalmi&iohanya menekankan
bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para tentapange tidaklah sporadis
melainkan secara metodis diawasi oleh pejabat depaik yang ditunjuk maupun
tidak ditunjuk. Dengan demikian, Yamashita diangggdah gagal untuk memberikan
kendali yang efektif atas tentaranya sebagaimaperldkan dalam situasi tersebut
terlepas dari apakah ia mempunyai kemampuan untrkpunyai kendali tersebut
atau tidak. Hal yang sama terlihat di dalam putuSthkamah Agung Amerika
Serikat. Mayoritas hakim Mahkamah Agung berpenddgadiwa posisi Yamashita
yang memegang komando secal@a jure merupakan dasar yang cukup untuk
memperlihatkan adanya hubungan antara pimpinan blawahan <guperior-
subordinate relationshjpantara Yamashita dan tentaranya yang melakukafaki
pidana®’ Oleh karena itu, pertanyaan apakah Yamashita memyekendali secae
factoatau tidak menjadi tidak relevan lagi.

Pendapat mayoritas hakim Mahkamah Agung Amerikaik&erternyata
ditentang secara keras oleh dua hakim di dalssenting opiniomereka. Di dalam

% The United Nations War Crimelsaw Reports of Trials of War Criminalsal. 94.
% Ibid.

87 Gideon Boas, et akorms of Responsibility in International CriminakWw: International
Criminal Law Practitioner Library Seriefal. 153.
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dissenting opinionnya, Justice Murphymengatakan bahwa tidak ada preseden
apapun dimana seorang komandan didakwa bersalalmnantiidak berpartisipasi di
dalam, memerintahkan, maupun mempunyai pengetahkim tindak pidana yang
didakwakarf® Justice Rutledgesebagaimana juga disetujui oldhstice Murphy
tidak percaya bahwa Komisi memiliki jurisdiksi uktmemutus berkenaan dengan
hal tersebut dan mengkritisi putusan Komisi yangwmeatnya mengandung cacat
hukum®

Mettraux Guéna&l’ dalam bukunyaThe Law of Command Responsibility
mengatakan Komisi dalam kasus Yamashita terlihamnpogyai pendapat bahwa
menurut Komisi berdasarkan teori hukum yang adaktdiperlukan bahwa seorang
pimpinan mempunyai kemampuan untuk mengendalikarabanny&* Cukup bagi
Komisi saat itu bahwa Yamashita gagal dalam menjegadalinya atas tentara-
tentara bawahannya, terlepas dari apakah sebengaga saat itu ia memiliki
kemampuan tersebut atau tidak.

Sean Libby Executives Notes and Comment Eddari Emory International
Law Review dalam tulisannya juga sependapat akan hal tersébenurutnya,
Mahkamah Agung Amerika Serikat memperkuat putusaomiki, walaupun
Yamashita menyangkal bahwa ia tidak memiliki kemaamp efektif untuk
mengendalikan tindakan dari bawahanfiyddahkamah Agung Amerika Serikat

merujuk pada pengaturan ldague Conventiolyang menyatakan bahwa Yamashita

8 The United Nations War Crimed,aw Reports of Trials of War Criminalal. 54;
Application of Yamashitd)issenting Opinion of Mr. Justice Murphy, hal. 28.

8 The United Nations War Crimed,aw Reports of Trials of War Criminaldal. 57,
Application of Yamashitddissenting Opinion of Mr. Justice Rutledge, hal. 47

9 Mettraux Guénaél adalah Penasihat Hukum Penth@@TY dan mantan Asisten Hukudi
chamberdCTY.

1 Mettraux GuénaélThe Law of Command Responsibiltig). 7.
2 bid.
9 Sean Libby, “[D]effective Control: Problems Arigjiffrom The Application of Non-Military

Command Responsibility by the International Crinhihebunal for Rwanda”, 23 Emory Int’l L. Rev.
201 (2009), hal. 209.
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memiliki “an affirmative duty to take such measures as wétt@nahis power and
appropriate in the circumstances to protect prissn®f war and the civilian
population? Namun, Mahkamah Agung dengan sengaja tidak méserapakah
Yamashita memiliki kendali yang sebenarngt(al contro} atas bawahannyA.
Mayoritas Hakim menguatkan putusan Komisi yang nm&akan Yamashita bersalah
tanpa adanya bukti bahwa Yamashita memegang kesetalrade factotetapi cukup
dengan hanya bukti bahwa Yamashita memegang keedalade jure,yang mana

sampai sekarang masih kontroversal.

2.4.2 Tingkat pengetahuan knowledge) Yamashita

Alison Danner dan Jenny Martinez mencatat bahwandddanyak hal, evolusi
dari doktrin mengenai pertanggungjawaban pimpikhAasusnya berkenaan dengan
unsur subjektif, terdapat banyak reaksi dan regleaiawanan terhadap kasus
Yamashita® Penuntut mendakwa Yamashita atas tindak pidang géakukan oleh
tentara bawahannya, namun Penuntut tidak menuntabwd Yamashita
memerintahkan tindak pidana tersebut untuk dilakukeelainkan karena tindak
pidana tersebut begitu meluas dan banyak, Yamasititer must have knowetau
should have knowrtindak pidana tersebut karena posisinya sebagaiarsg
komandan. Yamashita berdalil bahwa ia tidak meimidndali atas para tentaranya,
tidak ada keterlibatan dalam tindakan para terdabawah komando nya dan ia tidak
mempunyai pengetahuan akan kejahatan perang yajagli.teNamun, di dalam
pertimbangannya, Komisi setuju akan dakwaan Pehufdn dalam putusannya

menekankan pada sifat meluas dan kejam dari tipiddna yang dilakukan oleh

9 |hid.
% |bid.

% Allison Marston Danner dan Jenny S. Martinez, ‘IGuiAssociations: Joint Criminal
Enterprise, Command Responsibility, and the Devekmt of International Criminal Law”, 93
California Law Review 75, (2005), hal. 124.
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tentara Jepang dan mendukung kesimpulan bahwa Yiémésither knew or had the
means of knowirigkarena begitu meluasnya kejahatan yang dilakdkan.

Arthur Thomas O’Reilly, berpendapat bahwa Komisiak berusaha untuk
memberikan definisi dan elemen-elemen yang jelas gartanggungjawaban
Yamashita akibat kegagalannya untuk bertindak @alguntuk menyatakan standar
mens rea yang Komisi pilih untuk aplikasikan diatal putusanny® Terdapat
beberapa perbedaan pendapat berkenaan denganr steerdarea yang sebenarnya
diaplikasikan oleh Komisi di dalam kasus YamashiBeberapa komentator
berpendapat bahwa standar yang diaplikasikan adaéatdarstrict liability, yang
mana kebersalahan seseorang tidak bergantung patiaatianya pengetahuan nyata
atau konstruktif dari dilakukannya kejahafdiKomentator yang lainnya berpendapat
bahwa kasus Yamashita harus dilihat sebagai bemémolakan atas klaim yang
dibuat oleh Yamashita bahwa ia tidak mengetahuigysebenarnya menunjukkan
ketidakacuhannya dan pengetahuan Yamashita degaipdilkan darcircumstantial
evidence®

Komentator lain yang mempunyai pandangan berbedayatekan bahwa
pernyataan Komisi yang merujuk pada kata-kata effective attempt by a

commander to discover and control the criminal datsenunjukkan bahwa standar

 llias Bantekas, “The Contemporary Law of SuperResponsibility”, hal. 588, putusan
serupa juga diberikan di dalaiirial of Sakai,dimana terdakwa diputus bersalah oleh Pengadilan
Kejahatan Perang Chin&liinese War Crimes Military Tribunal untuk tindak kejahatan yang
dilakukan oleh bawahannya. Standerust have knownuga diaplikasikan oleh Pengadilan Militer
Ameria Serikat(nited States Military Tribunaldi dalamHostages case.

% Arthur Thomas O'Reilly, “Command Responsibility: Sall to Realign Doctrine with
Principles”, hal. 77-78.

% Richard L. LaelThe Yamashita Precedent, War Crimes And CommangoRsibility, hal.
141; Jackson Nyamuya Maogoto, “Presiding over tkéEesident: A Look at Superior Responsibility
in Light of the Kosovo Indictment”, 8 Deakin Law WRew 1 (2002), hal. 4; Natalie L. Reid, “Bridging
the Conceptual Chasm: Superior Responsibility &sNiissing Link between State and Individual
Responsibility under International Law”, 18 Leidédwurnal of International Law 795 (2005), hal. 818.

190 william H. Parks, “Command Responsibility for W@rimes”, 62 Military Law Review 1
(1973), hal. 30-38; Bruce D. Landrum, “The Yamashifar Crimes Trial: Command Responsibility

Then and Now”, 149 Military Law Review 293 (1995l. 296, 298; M. Cherif Bassiouni, Crimes
Against Humanity in International Criminal Law (189 hal. 378-379.
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mens rea yang diaplikasikan oleh Komisi adalahotld have knowh,yang
memberikan seorang komandan tanggungjawab untulgandril tindakan positif
untuk selalu tahu akan tindakan yang dilakukan bhahannya. Major Michael L.
Smidt, Professor of International and Operational LalvUnited States Army Judge
Advocate General's Schoalalam tulisannya menyatakan bahwa stafiklaew or
should have known'yang diterapkan dalam kasus Yamashita merupakardat
yang kini dikenal sebagai hukum kebiasaan inteomasi®*

Menyikapi berbagai perbedaan pendapat di atas,0@iBeas dkk berpendapat
bahwa kasus Yamashita entah merupakan sebuah puy@sey buruk karena
minimnya penjelasan dan pertimbangan yang diberitehn Komisi dan Mahkamah
Agung Amerika Serikat berkenaan dengan standar memsatau kasus Yamashita
merupakan aplikasi dari bentugtrict liability yang bukanlah bagian dari konsep

pertanggungjawaban pimpinan kontempdfér.

2.4.3Kegagalan Yamashita untuk mengambil tindakan yang gberlukan
dan wajar untuk mencegah tindak pidana yang dilakulan oleh
bawahannya atau menghukum mereka
Sebagaimana disebutkan di atas, di dalam memutisana Yamashita telah
gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai seokworgandan, Komisi
menyatakan bahwat effective attempt by a commander to discovercanttol the
acts’ Hal ini ditafsirkan oleh berbagai komentator sgiiabukti bahwa seorang
komandan memiliki tanggung jawab positif untuk maidiki tindakan bawahannya

walaupun tanpa adanya indikasi dari adanya kejafitaHal ini juga merupakan

101 Michael Smidt, “Yamashita, Medina, and Beyond: @wemd Responsibility in
Contemporary Military Operations”, hal. 200.

192 Gideon Boas, et akForms of Responsibility in International CriminakWw: International
Criminal Law Practitioner Library Series,hal. 161.

193 Christopher N. Crowe, “Command Responsibility fie Former Yugoslavia: The Chances
for Successful Prosecution™, 29 University of Ricbnd Law Review 191, (1994), hal. 207-208;

Michael Smidt, “Yamashita, Medina, and Beyond: Caanoh Responsibility in Contemporary Military
Operations”, hal. 233.
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posisi yang diambil oleh Mahkamah Agung Amerikail&trdalam memeriksa petisi
habeas corpugang diajukan oleh Yamashita.

United Nations War Crimes Commissioi dalam catatany®* menggaris
bawahi perkataan Mahkamah Agung yang menyatakanaalamashita mempunyai
kewajiban untuk take such measures as were within his power andogppte in
the circumstances to protect prisoners of war dmel civilian populatior. Menurut
United Nations War Crimespenggunaan kata-kata agpropriate in the
circumstances memberikan diskresi yang sangat besar kepada &aak Agung
untuk memutuskan kapan sebenarnya tanggung javeabnge komandan berakhir,
terutama karena tidak adanya pengaturan di dal&mnimunternasional pada saat itu
yang mengatur mengenai hal terseffut.

Mayoritas hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat dafautusan Yamashita
secara tegas mengakui adanya selaffitmative dutydari seorang komandan untuk
mengambil tindakan di bawah kekuasaannya dan sealzan keadaan tertentu untuk
melindungi tawanan perang dan rakyat siffilMereka berpendapat bahwa tugas
utama dari seorang komandan untuk melindungi rakyak mereka yang terluka,
dan tawanan perang telah dinyatakan dalam berly@gtamen hukum internasional
dan bahwa pelanggaran Hukum Perang dapat dihimdalalui kendali operasi
perang dari komandan yang bertanggung jawab avesHasnya"’

Menurut Matthew Lippman’® putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung
Amerika Serikat memberikan tanggung jawab kepadzrasg komandan untuk

mengambil tindakan pencegahapraphylactic measur@suntuk mencegah dan

194 The United Nations War Crimelsaw Reports of Trials of War Criminal¥ol. IV (London:
His Majesty’s Stationery Office, 1948), hal. 91.

195 pid.
196 Application of Yamashitdyal 16.
197 pid.

198 Matthew Lippman adalah Professor#partment of Criminal Justic&niversity of lllinois
di Chicago, Amerika Serikat.
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menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh bawal@aniamun, detil dan
konteks dari tanggung jawab ini masih tidak jelas didak pernah didefinisikan
secara pastf® Pada akhirnya, Mahkamah Agung menghindari isu yamgroversial
mengenai sejauh mana Yamashita mempunyai pengetalkaa tindak pidana yang
dilakukan bawahannya, dan terlihat bahwa merekagméam Yamashita atas
kepasifannya, dan memutuskan &ricly liable untuk kegagalannya dalam
mengantisipasi dan mengambil tindakan untuk mercedga menghukum kejahatan
perang yang begitu meluas di Filipitia.

19 Matthew Lippman, “Humanitarian Law: The Uncertai@ontours of Command
Responsibility”, hal. 14.

91pid.
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BAB 3
PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN
KONTEMPORER DI DALAM KASUS-KASUS ICTY, ICTR, DAN
PENGATURANNYA DI DALAM STATUTA ICC

3.1. Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan di dam Kasus

Celebici di Hadapan ICTY

3.1.1L atar belakang kasus Celebici

Menyusul kematian Josef Broz (Tito) pada tahun 1880 meningkatnya krisis
ekonomi yang serius, perpecahan terjadi di negesatian federal Yugoslavia atau
yang dikenal sebagabocial Federal Republic of YugoslavigSFRY").**! Pada
tanggal 25 Juni 1991 Slovenia dan Kroasia mempnokian kemerdekaan dan
kedaulatannya secara sepihak yang diikuti dengambeetukan mata uang sendiri,
termasuk pembentukan Angkatan Bersenjata dan perertapal batas wilayah
negara sendiri. Setelah itu Republik Bosnia-Herzggo pada bulan Maret 1992
mengadakan referendum untuk menentukan apakahaia rakenjadi sebuah negara
merdeka atau tetap dalam Fedet&sReferendum yang diboikot oleh etnis Serbia di
Bosnia Herzegovina (karena etnis Serbia di Bosreezéovina tanggal 30 Maret
1992 telah mengadakan referendum sendiri dan mekanutetap tinggal di
Yugoslavia) tersebut menghasilkan suatu keputusarkunerdeka®

Akibat dari ketidakstabilan politik dan perpecaltarsebut, berbagai konflik
dan kekerasan terjadi selama tahun 1990-an hing6a'¥ Peperangan ini terjadi
antar etnis-etnis warga Yugoslavia, sebagian bastara bangsa Serbia melawan

Kroasia, Bosnia dan Albania. Di Bosnia dan Herzegowerang terjadi antara

M1 wikipedia, “Disintegrasi Yugoslavia”, http://id.kipedia.org/wiki/Disintegrasi_Yugoslayia
diunduh 27 Juni 2011.

12 pid.
113 hid.

11 Wikipedia, “Perang Yugoslavia”, http:/id.wikipedbrg/wiki/Perang_Yugoslaviajiunduh
27 Juni 2011
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Bosnia dan Kroasia, sementara di Makedonia antamgda Makedonia dan Albania.
Perang ini berakhir dengan kekacauan ekonomi Y agiasl

Bosnia dan Herzegovina dulunya terbagi dari belzenapit teritorial yang
mempunyai otonomi tertentti” Setiap unit teritorial ini disebut sebagai murasip
(municipa) dimana setiap munisipal diperintah oleh sebdamicipal Assembly.
Bosnia dan Herzegovina memiliki 109 munisipal, Basatunya adalah Konijic?
Konjic merupakan salah satu munisipal stragtedense periode perang dan sangat
penting bagi komunikasi dari Sarajevo ke wilayakayah lainnya. Fasilitas-fasilitas
penting didirikan disana, salah satunya adalah kéammnan perang Celebici.
Selama dalam tahanan, para tawanan perang mengatdkeniasan dan perlakuan
yang kejam.

Setelah melakukan investigasi mengenai kejadiaadia@) yang terjadi di
kamp tawanan Celebici selama konfilik di Bosnia dderzegovina, Penuntut
membuat permohonan kepada Jerman dan Austria peiiéhanan sementara Zejnil
Delalic (“Delalic’) dan Zdravko Mucic (Mucic”). Pada tanggal 19 Maret 1996,
Penuntut menerbitkan dakwaan terhadap Delalic, 8/uitazim Delic (Delic”), dan
Esad Lando atas pelanggaran sergiae breachésdari Konvensi Jenewa dan
pelanggaran hukum atau kebiasaan perang berkerexsgard kejahatan-kejahatan
yang diperkirakan terjadi di kamp Celebiti. Dakwaan tersebut dikonfirmasi oleh
Judge Claude Jordpada tanggal 21 Maret 1998.Delalic, Mucic, dan Delic salah
satunya di dakwa dengan menggunakan Pasal 7 @)s&St&€TY berkenaan dengan
pertanggungjawaban pimpinan atas tindak pidana y#agukan oleh para pelaku

tindak pidana terhadap para tawanan di kamp Celebic

115 prosecutor v Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazinel2, and Esad LanddT-96-21-A,
Trial Judgment, (16 November 1998), par. 120 (lm#&onal Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia) Celebici Trial

118 bid.

17 \bid, par. 123.

18 |bid, par. 2.

" pid.
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Di dalam putusannya, ICTY memutus Delalic tidaksbéh atas 12 dakwaan
pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 dan pelanggatammhatau kebiasaan perang.
ICTY berpendapat bahwa Delalic tidak mempunyai ketdeadan kontrol yang cukup
atas kamp Celebici atau para penjaga di dalamnigagga dapat menimbulkan
pertanggungjawaban kriminal atasnya. Namun, Mutjoyutus bersalah oleh ICTY
atas pelanggaran Konvensi Jenewa dan pelanggakammhdan kebiasaan perang
termasuk pembunuhan, penganiayaan, perlakuan mdakisiawi, penahanan secara
tidah sah, yang sebagian besar berdasarkan pentagjgwaban pimpinan, dimana
Mucic merupakan komandan dari kamp Celebici. Deliputus bersalah atas
partisipasi langsung di dalam pelanggaran Konvelegsiewa dan hukum serta
kebiasaan perang, namun Delic dibebaskan dari tamtberkenaan dengan posisi
pimpinan dari kamp Celebici yang didakwakan kepgdan

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pimpinan, Mua@n Penuntut
mengajukan banding atas putusan majelis hakim I@TYingkat pertama. Mucic
mengajukan banding berkenaan dengan dasar putG§ah yang memutus Mucic
bertanggungjawab secara pimpinan karena kekuadeafactoyang dimilikinya.
Penuntut mengajukan banding berkenaan dengems rea dalam konsep
pertanggungjawaban komando yang menjadi alasani®elan Delic dibebaskan
dari pertanggungjawaban pimpinan berdasarkan Pagad) Statuta ICTY. Dalam
putusan majelis banding ICTY, seluruh banding ydraukan berkenaan dengan

penerapan konsep pertanggungjawaban pimpinan kiitdla

3.1.2Dakwaan dan pembelaan

Delalic dilahirkan pada 25 Maret 1948 dan didahikaelah mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan dari tentara Muslim BosrBagnian Muslimsdan Kroat Bosnia
(Bosnian Croat di area Konjic selama periode April sampai dengeptember
1992*2! Dari Juni 1992 sampai dengan November 1992, Rethdialilkan sebagai

120 prosecutor v Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazinel2, and Esad LanddT-96-21-A,
Appeal Judgment, (20 Februari 2001), par. 241, 393, [Celebici Appedl

121 Celebici Trial,par. 19.
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komandan dariFirst Tactial Group dari tentara BosniaBpsnian Army dan
mempunyai kewenangan atas kamp tawanan Celebigyatanpersonilny&? Mucic
yang juga dikenal sebagai “Pavo” dilahirkan padag¢ml 31 Agustus 1955 dan
didalilkan merupakan komandan dari kamp tawanaelfi@ldari Mei sampai dengan
November 1992?° Delic, dilahirkan pada 13 May 1964, didalilkan agai wakil
komandan kamp Celebici dari May sampai November2188n mengambil alih
posisi komandan pada Desember 1992.

Delalic, Mucic, beserta Delic didakwa oleh Penuriaitanggung jawab atas
operasi kamp tawanan Celebici sebagai seorang pamplari para penjaga kamp dan
orang-orang lain yang datang ke kamp dan mempddakidengan tidak benar
(mistreatedl para tawanan disan&. Penuntut mendalilkan bahwa Delalic, Mucic,
dan Delic tahu atau sepatutnya tahu tentang pextakdak benar dari para tawanan
di kamp oleh para bawahan mereka namun gagal unargambil tindakan yang
diperlukan dan sewajarnya untuk mencegah tindakaelut atau menghukum para
pelakunya®® Berkenaan dengan hal tersebut, Penuntut mendakveaeken
bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan telaalbb melakukan pembunuhan
yang disengajaw(ilful killing and murde), penyiksaan dan perlakuan kejatorture
and cruel treatmet dan menyebabkan penderitaan yang luar biasacatara serius
dan perlakuan kejantgusing great suffering or serious injury and crtrelatmeny,
perlakuan tidak manusiawi dan kejammhuman treatment and cruel treatmgnt
penahanan rakyat sipil yang tidak samléwful confinement of civiliafs dan
perampasan properti pribagilynder of private properjypara tawanan yang berada

di kamp Celebici?®

122 |bid.
123 |bid, par. 20.
124|bid, par. 21.
125 |bid.

2% pid.
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Dalam mendakwa Delalic bertanggung jawab sebagaiasg pemimpin,
Penuntut mendasarinya pada Pasal 7 (3) Statuta,l@imana menurut Penuntut, di

dalam penerapannya membuhtuhkan 3 hal untuk diarktiaitu*?’

“(1) The superior must exercise direct and/or irdit command or control
whether de jure and/or de facto, over the subordisavho commit serious
violations of international humanitarian law, andAbeir superior.

(2) The superior must know or have reason to kmvaich includes ignorance
resulting from the superior’s failure to properlymervise his subordinates, that
these acts were about to be committed, or had besmitted, even before he
assumed command and control.

(3) The superior must fail to take the reasonalild aecessary measures, that
are within his power, or at his disposal in thectimstances, to prevent or
punish these subordinates for these offefices.

Menurut Penuntut, Delalic mempunyai kendali langsdan tanggung jawab
atas kamp Celebici dan komandan kamp sejak didinka pada bulan May 1992
sampai dengan ia meninggalkan Bosnia dan Herzegqéua November 1992
Secara lebih spesifik, Penuntut menyatakan bahwlaliDeberada dalam posisi
kepemimpinan, dengan kekuasaan untuk mengendalilean meberi pengaruh
terhadap kamp Celebici dan para komandan didalanitigaini menurut Penuntut
timbul sebagai akibat dari komando dan kendali batara formal maupun secdma
facto dari Delalic**® Komando dan kendali tersebut dapat dilaksanakadatiim
berbagai cara yaitu baik secara operasional, teddministratif, eksekutif di wilayah
yang berada di bawah kendali si pemimpin atau migb&ngaruh.

Dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut mendasayagoeda bukti-bukti
yang menunjukkan kendali dan kewenangan Delalis &tanp Celebici. Menurut
kesaksian saksi D, seorang anggota Komisi Investigiliter, Delalic mempunyai

kewenangan atas Komisi Investigatif MiliteMi(itary Investigative Commissign

127|bid, par. 344.
128 |bid, par. 609.

129 |bid, par. 610.
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(“KIM ") yang didirikan untuk mengklasifikasi para tawanai Celebici dan
menentukan apakah mereka harus dibebaskan, dampmaunyai wewenang untuk
menentukan tawanan mana yang harus dibebaskanlicDelga terlibat di dalam
beberapa pertemuan yang diadakan oleh Kf\Baksi lainnya, Nedelijko Draganic
menyebutkan bahwa Mucic, yang merupakan komanderp kanemanggil Delalic
sebagai sebutancémmander Delalit®*! Penuntut juga mengajukan bukti-bukti
bahwa Delalic beberapa kali mengunjungi kamp daerthkukan sebagai seorang
yang mempunyai kekuasa&fi. Beberapa saksi berasksi bahwa mereka melihat
Delalic di kamp dan para penjaga menyebut nya sgélsagrang komanddr®

Menurut Penuntut, bukti memperlihatkan secara sah deyakinkan bahwa
Delalic tahu, atau sepatutnya tahu, atau memihitormasi dari mana ia dapat
menyimpulkan, bahwa tindak pidana akan, atau teldakukan di kamp Celebici
oleh para penjaga atau orang-orang bertanggungojatas administrasi kanip®
Selain itu, Penuntut berpendapat bahwa Delalic pdddrnya akan mendapatkan
informasi tersebut jika saja ia melakukan supenasas kamp secara benar
berdasarkan prosedur yang ada. Salah satu buky§ glemjukan Penuntut adalah
laporan KIM mengenai kamp Celebici yang menggandranerlakuan yang tidak
benar dan kekerasan fisik yang dilakukan terhadam pawanan®> Mengingat
Delalic merupakan orang yang aktif di dalam pemibleamt KIM dan bahwa laporan
tersebut diberikan bersamaan pada pemberian serajupduran diri dari para
anggota KIM, tidak ada keraguan yang waja (easonable doupbahwa Delalic,

entah menerima laporan tersebut atau sadar akamakktan laporan tersebut. Bukti

130|bid, par. 615.

131 |bid.

132 |bid, par. 616, 620.
133 |bid, par. 616.

134 bid, par. 622.

135 |bid, par. 623.
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selanjutnya menurut Penuntut adalah hasil wawarpaestigator Penuntut dengan
Delalic yang menyatakan bahwa Delalic melihat S8ataan yang terluka pada saat ia
mengunjungi klinik kamp>®

Penuntut juga mendalilkan bahwa, mengingat kewerandendali, dan
pengaruh yang dimiliki oleh Delalic di wilayah Kamj dan juga kewenangan
langsungnya atas kamp Celebici dna para persenilapat beragam tindakan yang
dapat diambil oleh Delalic untuk mencegah atau rnekgm tindak pidana atau para
pelaku tindak pidana di kamp Celebici. Namun, Delatdak mengambil salah satu
pun langkah tersebut. Lebih jelasnya, Penuntut atekgn bahwa®’

“Mr. Delalic was in a position to use his authoriyd influence to take at

(@) initiating appropriate forms of immediate pestive action and
constraining measures;

(b) conducting bona fide investigations and prosens, or transferring
matters to the relevant national authorities;

(c) discharging, removing, or demoting the perpetra (including Mucic);

(d) devising and implementing internal policiesetasure that violations of
international humanitarian law were prevented, aptbviding clear
orders, instructions and training in this regard;

(e) establishing proper reporting systems;

() registering any complaints or reports of thalawful activities to higher
military or other authorities;

(g) addressing these matters internally, makinterirentions, or offering
recommendations for their prevention or punishment;

(h) using his influential position to direct apgriate policy and practice, or
taking persuasive action;

(i)  publicly recording condemnation of the illegattivities;

() fully co-operating with relevant external bediand organisations; and

(k)  resigning from his positions.”

Berbeda dengan pendapat Penuntut, menurut Pengieglarapan Pasal 7 (3)
Statuta ICTY membutuhkan 5 elemen untuk dibuktikeaitu:*®

13 |bid, par. 624.
137 |bid, Prosecutor Closing BrieRP D2836-D2837.

138 |bid, par. 345.
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“(1) The status of the accused as a commander civdian exercising the
equivalent of military command authority over a gmr who committed a
violation of the law of war.

(2) That a violation of the law of war actually acced or was about to occur.

(3) That the commander had either actual knowleafgihe commission of the

violation of the law of war or that the commandadtknowledge enabling him

to conclude that the laws of war had been violated.

(4) That the commander failed to act reasonablguppressing violations by

investigating allegations and punishing perpetratar by taking action to

prevent future violations.

(5) And that the commander’s failure to act was theise of the war crime

which actually was committéd.

Menurut Pembela, Delalic tidak pernah mempunyai &who dan kendali atas
kamp Celebici. Pembela mengakui bahwa Delalic gitusebagai koordinator pada
tanggal 18 Mei 1992, dan bahwa ia tetap beradardptssisi ini sampai 30 Juli 1992,
ketika ia mengambil komando atdsctical Group 1(“TG-1").'* Bertentangan
dengan pernyataan Penuntut, Pembela berpendapat daélalic tidak memiliki
fungsi komando atau kekuasaan pemipim sama sekddimd posisinya sebagai
koordinator, dan bahwa, dalam peran keduanya sekagszandan TG 1, ia tidak
memiliki kekuasaan atas kamp Celebici, persoeihjgga atau orang latf’

Menurut Pembela, untuk membuktikan dakwaannya dayhd@elalic, Penuntut
harus memperlihatkan adanya rantai komarat@i( of commanddi dalam organ
hukum atau insitutsi di munisipal Konjic. Pembelanyatakan bahwa Delalic, tidak
pernah menjadi anggota dari institusi-institusiuattruktur organisasi-organisasi
tersebut. la tidak pernah menerima kekuasaan apagtagai pimpinan atau
tanggung jawab komando berkenaan dengan kamp Cielatau personilnya.
Pembela berdalil bahwa sejak pertengahan Juni sapeygengahan Juli 1992,

penjaga di kamp Celebici merupakan bawahan dariakdmTerritorial Defence

139 |bid, par. 628.

91pid.
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Forces(“TO"),**! dan Croatian Defence CounciH¥0O"),** dan setelahnya yaitu
sejak Agustus, sebagian dari mereka berada di bkeraando staf Munisipal TO.

Mengomentari bukti yang diajukan oleh Penuntut, Bgmmenyatakan bahwa
ada kontradiksi yang cukup besar dan inkonsistgalsim kesaksian yang diberikan
oleh Saksi D yang menyebabkan keraguan serius daphaakurasi dari
kesaksiannyd®® Selain itu, Pembela mencatat bahwa, bertentangangad
bukti yang diberikan oleh saksi ini, beberapa s&ksnbela bersaksi bahwa Delalic
pernah bekerja sama dengan KIM dan tidak memitiiitas atas badan ini. Pembela
menyampaikan bahwa tidak ada bukti bahwa Mr Defalicya posisi kekuasaan atau
pemimpin dalam struktur sipil atau militer di Kamjiatau bahwa dia memiliki
hubungan apapun dengan KIM, kamp Celebici ataupusopilnya.

Selanjutnya, menurut Pembela, Delalic tidak meimgéngetahuan yang cukup
(requisite knowledge terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Rebhun
berdasarkan Pasal 7 (3) Statuta ICTY. Di dalam mtmalnnya, Pembela menyatakan
hal berikut***

“Recognising that a number of witnesses testifiedatdng seen Zejnil
Delalic in the Celebici prison-camp at some pomilB92, the Defence submits
that this establishes nothing more than the faat bie was occasionally present
there. Noting that it is well established that elebici barracks were used for
a number of things, such as a weapons repair depot the training and
swearing in of troops, it argues in this respedttbuch presence is consistent

14l Wikipedia, “Territorial Defence Forces (Yugoslayia
http://en.wikipedia.org/wiki/Territorial _Defense_fees_%28Yugoslavia%2diunduh pada 27 Juni
2011, TO merupakan bagian tentara terpisah ddRiYSSetiap republik SFRY memiliki TO yang
terdiri dari rakyat sipil berumur 15-65 tahun yangngikuti pelatihan yang diadakan oféhgoslav’s
People ArmyJNA).

142 Celebici,par. 118, HVO dibentuk pada 8 April 1992 sebagaiaea militer dari komunitas
Kroasia Herceg-Bosna (HZH-B), negara yang memprklkan kemerdekaannya sendiri di wilayah
tertentu Herzegovina. HVO memdistribusikan perdeaja kepadeBosnian Croatsdalam rangka
persiapan konflik dan HVO dibentuk di banyak mypasi Di tahun 1992, terdapat kurang lebih
30.000 HVO di lapangan.

143 |bid, par. 636.

144 |bid, par. 642.
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with Mr. Delalic’'s role as co-ordinator. It is asded that proof of mere
presence does not establish that Mr. Delalic hag emntact with the prison-
camp, nor that he had any information which cowdd to a showing of the
requisite degree of knowledge pursuant to Articl@).7. Moreover, it is
asserted that there exists a considerable probleauthenticity and reliability
in relation to the document which is purported ® the final report of the
Investigative Commission. In response to the Prds&ats assertion that this
document is addressed to Zejnil Delalic as “Co-oatbr of combat
operations”, the Defence contends that Mr. Delalever held this position,
and submits that there is no proof that he eveeiresd or saw this document.”

Zdravko Mucic, yang merupakan komandan kamp taw&elebici didakwa
bertanggung jawab sebagai pimpinan atas segalaggalean yang didakwakan oleh
Penuntut berdasarkan Pasal 7 (3) Statuta ICTY. Renuberdalil bahwa Mucic
merupakan komandan dari kamp Celebici dari akhin BEmpai dengan akhir
November 1992, terlepas dari apakah ia menerimarpekkan secara forméaf®
Menurut Penuntut Mucic mempunyai kekuasaan sebagaiang pimpinan atas
berjalannya kamp tawanan, dengan kekuataan perigandatas personilnya,
termasuk pardeputy commandefan para penjaga.

Dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut bergantuada pbukti-bukti
kesaksian maupun dokumenter yang menunjukkan b&hwa berada dalam posisi
pemimpin. Hampir seluruh tawanan di kamp Celebiemberikan kesaksian bahwa
Mucic adalah komandan kamp. Penuntut juga mengajbkderapa bukti dokumen
dari kamp Celebici yang ditandatangani oleh Mu@no ¢liga surat datnternational
Committee of the Red Crog5ICRC”) yang ditujukkan kepada PAVO Mucic,
komandan dari kamp Celebici.

Menurut Penuntut, tidak ada keraguan bahwa Muciage@hui mengenai
tindak pidana yang dilakukan di dalam kamp Celeli@h para bawahannya.
Terlebih lagi, keadaan di kamp Celebici adalah s#kian rupa sehingga Mucic
mempunyai alasan untuk mengetahui akan tindak pidamg dilakukan. Hal ini
dikarenakan, berdasarkan kesaksian para tawananic Midak pernah membuat

145 |bid, par. 725.
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permintaan apapun berkaintan dengan kondisi kemehadra tawanan dan tidak
melakukan usaha apapun untuk membentuk sistem dirden dapat mengetahui
kondisi kamp, walaupunt terdapat banyak tawanag yenuka di dalamnya.

Penuntut juga menyatakan bahwa catatan mempedimabahwa Mucic,
sebagai komandan kamp tawanan Celebici, gagal umerkgambil tindakan yang
patut untuk mencegah perlakukan yang tidak sesepada para tawanan atau
menghukum para pelaku tindak pidana. la tidak memlesuatu sistem pelaporan
yang dapat diandalkan dan ia gagal untuk menjaminwha para penjaga dan deputi
komandan disana yang diketahui memperlakukan pavanan dengan tidak benar,
tidak mempunyai akses kepada para tawanan. Walaepdepat bukti bahwa Mucic
beberapa kali melakukan intervensi untuk menolatgebapa tawanan, tidak terdapat
bukti yang mendukung klaim bahwa Mucic telah mekakuseluruh tindakan yang
secara wajar dapat dilakukan berkaitan dengamhal i

Pembela di dalam pembelaannya menyatakan bahwanteergagal untuk
menunjukkan bahwa Mucic pernah menduduki posisidatan di kamp Celebitt?
Tidak ada satupun dokumen yang secara formal mekjcic sebagai komandan
atau ketua kamp tawanan Celebici. Dengan demikidak dapat dibuktikan apakah
Mucic merupakan seorang komandan militer atau kespil dari kamp dan
kekuasaan apa yang dimilikinya untuk menginvestigagsupun menghukum para
penjaga kamp yang telah melakukan tindak pidanabBk menyatakan bahwa
bukti-bukti menunjukkan bahwa Mucic telah melakuleoa yang dapat ia lakukan,
di dalam kewenangannya yang terbatas sebagai gamggberada di tempat kejadian
untuk mencegah dilakukannya tindak pidadHarerdapat bukti bahwa Mucic pernah
meminta keterangan dari para tawanan mengenaikpkda yang mereka alami,
namun mereka menolak memberikan informasi mengéaditersebut. Dengan

demikian, Mucic tidak dapat mengambil tindakan apapntuk menghukum atau

148 |bid, par. 731.

147 |bid, par. 732.
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melaporkan tindak pidana tersebut karena ia tidekgetahui identitas dari pelaku
itu sendirit*®

Penuntut mendakwa Delic berada di posisi pimpings aperasi kamp
Celebici dan seluruh penjaga kamp dan mereka yamegnasuki kamp dan
memperlakukan para tawanan dengan kéfarMenurut Penuntut, walaupun Delic
hanya wakil komandan dari kamp Celebici, tidak utegd kemungkinan dirinya
bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan, terl&gi karena Mucic yang
merupakan komandan sering tidak berada di kampngghi Delic memiliki
wewenang sepenuhnya menggantikan MiiGelanjutnya, Penuntut berdalil bahwa
Mucic mengetahui tindak pidana yang dilakukan gbelmjaga kamp terhadap para
tawanan tetapi tidak melakukan tindakan apapun kumhencegahnya maupun
mengambil tindakan disipliner atas para penjagapkam

Di sisi lain Pembela berdalii bahwa seseorang yamnggan merupakan
komandan tidak dapat dianggap bertanggung jawatabarkan pertanggungjawaban
pimpinan’>* Pembela menyatakan bahwa kewenangan untuk mergtnuzikan
yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana hamgmda di tangan seorang
komandart>® Dengan demikian, menurut Pembela karena Delic dlahywakil
komandan, ia bukanlah pimpinan yang dapat dikeedapggungjawaban dalam hal

ini.

198 bid.

149 |bid, par. 777.
1%0bid, par. 782.

151 \bid, par. 783, 784.
152 |bid, par. 788, 789.

153 |bid, par. 792.
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3.1.3Putusan dan pertimbangan Hakim

Pada saat majelis hakim menjabarkan mengenai hytamg berlaku di dalam
persidangan kasus Celebici, majelis hakim menjataskengenai Pasal 7 (3) Statuta
ICTY yang mengatur mengenai konsep pertanggungjamwampinan>* Majelis
menyatakan bahwa seorang komandan militer atawydaam yang menduduki posisi
pimpinan dapat dianggap bertanggung jawab secdemgiatas tindak pidana yang
dilakukan oleh bawahannya. Hal ini, menurut majéleékim, merupakan konsep
hukum internasional konvensional dan merupakan mukebiasaan internasionar.

Majelis hakim di dalam putusannya setuju dengamraem Penuntut bahwa
dalam penerapannya Pasal 7 (3) Statuta ICTY mekatlu3 elemen yang harus

dibuktikan yaitu*®

“(i) the existence of a superior-subordinate réaiship;
(i) the superior knew or had reason to knowttthee criminal act was about
to be or had been committed; and
(i) the superior failed to take the necessanyd reasonable measures to
prevent the criminal act or punish the perpetratoereof.”

1. Hubungan pimpinan — bawahan

Di dalam pertimbangannya, ICTY menyatakan bahwauhgan pimpinan-
bawahan, menurut Komentar terhadap AP [, harusadilin terms of hierarchy
encompassing the concept of coritr@engan demikian, menurut ICTY seseorang
yang mempunyai komando efektif dengan kekuasaarukumhencegah atau
menghukum tindak pidana dari seseorang yang betabawah kendalinya, dapat
dianggap bertanggung jawab atas kelalaiannya bakimiemikiar>’ Oleh karena

itu, menyetujui dalil Penuntut, ICTY berpendiriaahtwa seseorang dapat dikenai

154 bid, par. 333.
135 bid.
1% |bid, par. 346.

157 |bid, par. 354.
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pertanggungjawaban pimpinan, baik ia berada dingdatauktur sipil maupun militer,
baik berdasarkan kedudukan sebagai pemimpin set@arfacto maupunde jure
selama memiliki kendafr®

Dalam mempertimbangkan apakah seseorang merupa&ang pimpinan,
ICTY menekankan pada kekuasaan dari orang tersabtitk mengendalikan
tindakan dari bawahannya. Dengan demikian, menl@uity terdapat parameter
tertentu dimana seseorang tidak mempunyai kendali &endali tersebut terlalu
lemah sehingga ia tidak dapat dikategorikan sebagarang pemimpin. ICTY
mengyatakar®®

“While it is, therefore, the Trial Chamber’s conslan that a superior, whether
military or civilian, may be held liable under therinciple of superior
responsibility on the basis of his de facto positd authority the fundamental
considerations underlying the imposition of such responsibility must be borne
in mind. The doctrine of command responsibility is ultimately predicated
upon the power of the superior to control the acts of his subordinates. A duty
is placed upon the superior to exercise this poseeas to prevent and repress
the crimes committed by his subordinates, and lar&aiby him to do so in a
diligent manner is sanctioned by the imposition inflividual criminal
responsibility in accordance with the doctrine. fillows that there is a
threshold at which persons cease to possess tlessery powers of control
over the actual perpetrators of offences and, adicmily, cannot properly be
considered their “superiors” within the meaning Afticle 7(3) of the Statute.
While the Trial Chamber must at all times be aliveghe realities of any given
situation and be prepared to pierce such veilsafmilism that may shield
those individuals carrying the greatest respondipifor heinous acts, great
care must be taken lest an injustice be committechalding individuals
responsible for the acts of others in situationsexehthe link of control is
absent or too remote.”

Untuk konsep pertanggungjawaban pimpinan dapatragikan, seorang
pimpinan perlu untuk mempunyai kendali efekéfféctive contrgl atas orang yang

melakukan tindak pidana. Kendali efektif tersebujelaiskan sebagai sebuah

%% pid.

19 bid, par. 377.
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kemampuan material untuk mencegah atau menghukuaketindak pidana
(material ability to prevent and punish the comnaesbf these offencesOleh
karena itu, sependapat dengémernational Law Commissior(“ILC"), ICTY
berpendapat bahwa konsep pertanggungjawaban pimpimak seorang pemimpin
sipil hanya sejauh jika mereka memiliki tingkat &#ah atas bawahannya yang sama
dengan yang dimiliki oleh komandan milit&f.

Dalam mempertimbangkan apakah Delalic merupakanpipen di kamp
Celebici, ICTY berpendapat bahwa posisi Delalicaggd koordinator atas munisipal
Konjic tidak membuat dia mempunyai tanggung jawaimpman. Hal ini
dikarenakan, tanggung jawab Delalic sebagai koatdm adalah lebih kepada
mediasi dan konsiliasP' ICTY juga menekankan bahwa posisi seorang kootuina
tidak dikenal di dalam militer Bosnia, dengan deamkDelalic bukan merupakan
bagian dari rantai komando militer. Selanjutnyakbaaan dengan posisi Delalic di
dalam TG-I, ICTY mencatat bahwa TG-I merupakan y&tang sementara, yang

tugasnya tidak meliputi institusi non-perang seppenjara-®

Dengan demikian,
menurut majelis hakim, hubungan pimpinan-bawahaararbelalic dan para penjaga
kamp yang melakukan tindak pidana tidah dapat dilkearik®

Selanjutnya ICTY mempertimbangkan apakah Mucic pekan pimpinan dan
bertanggungjawab atas tindakan para penjaga kampbi€e ICTY memiliki

keraguan apakah Mucic memiliki status formal sebagarang komandan dari kamp

180 |bid, par. 378.

181 |bid, par. 661.
152 |bid, par. 694, The commander of a tactical group does not comnzagdographic area,
but rather specific units assigned to his tactigabup. The commander of a tactical group, when so
ordered by his superior, must perform missionsagks$ outside the scope of his specific authority as
tactical group commandér

163 |bid, par. 721,The courts have not accepted the proposition thabmmander be held
responsible for the war crimes of persons not unldisr command. In the instant case, the Trial
Chamber has found that the Prosecution has faibegrove that Mr. Delalic had command authority
and, therefore, superior responsibility over Cetelgirison-camp, its commander, deputy commander
or guards. Mr. Delalic cannot, therefore,be heldspensible for the crimes alleged to have been
committed in the Celebici prison-camp byZdravko idudazim Delic, Esad Landzo or other persons
within the Celebici prison-camp.
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Celebici'® Namun, kemudian ICTY menyatakan bahwa hal tersébak begitu
relevan, karena pertanyaannya sekarang adalahhapbikeic memiliki kewenangan
secarade factoterhadap kamp Celebici dan ternyata bukti-buktnamgukkan hal
tersebut® Fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa Muciemiliki
kewenangan untuk memindahkan tahanan, memiliki &endtas jam kunjung
mereka, dan bahkan memiliki kewenangan atas panagee kamp®® Seperti diakui
oleh Mucic sendiri, ia memiliki kewenangan disiglinterhadap para penjaga kamp
dan untuk mengambil langkah-langkah dalam menjatartikban. Dengan demikian,
ICTY setuju bahwa terdapat hubungan pimpinan — bawantara Mucic dan para
penjaga kamp Celebici yang telah melakukan tindeédma terhadap para tawanah.
Berkenaan dengan Delic, pada saat mempertimbanggakah dirinya dapat
dianggap sebagai pimpinan menurut Pasl 7 (3) @talGfTY, majelis hakim
menyatakan bahwa hal yang menentukan hal tersetlatata apakah Delic
mempunyai kemampuan untuk memberikan perintah kepada bawahannya dan
mencegah atau menghukum mereka melakukan tindengiddengan demikian
menempatkannya di dalam rantai komafitfioFakta-fakta di dalam persidangan
menunjukkan bahwa Delic pernah memberikan periaggdr para tawanan dipukuli
atau diperlakukan tidak layak. Namun, di dalam babe kejadian, tidak dapat
dibuktikan apakah para penjaga tawanan memukul pawanan memang karena

mereka merasa terikat atas perintah yang dikelnabi@dic sebagai pimpinan, bukan

164 |bid, par. 761.

185 pid.

158 |bid, par. 764-767.
%7 |bid, par. 775.

188 |pid, par. 800, Thus, the evidence indicates that the detaineeie wbt in a position to
precisely identify the rank of the accused, in gehegarded him as a person who had influence over
them and the guards, and as the deputy commandie gfrison-camp at all relevant times. While this
evidence is relevant to the Trial Chamber’s consitlen, it is not dispositive of Mr. Delic’s status
The issue before the Trial Chamber is whether theused had the power to issue orders to
subordinates and to prevent or punish the crimiacts of his subordinates, thus placing him within
the chain of command. In order to do so the Trina@ber must look to the actual authority of Hazim
Delic as evidenced by his acts in the Celebicigrisamp.”
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akibat rasa takut seperti diindikasikan oleh kesakseberapa sak¥® ICTY
akhirnya menyatakan bahwa bukti-bukti memang merkkain bahwa Delic
memiliki pengaruh di kamp Celebici, namun pengaersebut tidak dapat semata-
mata membuktikan kewenangan Delic sebagai seoranpiman’’® Dengan
demikian, menurut ICTY Delic tidak dapat dibuktiksebagai seorang pimpinan
yang berada di dalam rantai komando dan memilikikeangan untuk mengeluarkan

perintah kepada bawahannya atau mencegah atau ukemgimereka.*

2.  Pimpinan mengetahui atau mempunyai alasan untuk megetahui

bahwa tindak pidana akan atau telah dilakukan

ICTY dengan tegas di dalam putusannya menyatakamvadakonsep
pertanggungjawaban pimpinan tidak menganut stastdat liability, namun seperti
tercermin di dalam Pasal 7 (3) Statuta ICTY, segpraimpinan bertanggungjawab
jika ia mengetahui atau mempunyai alasan untuk etahgi knew or had reason to

know) bahwa bawahannya akan atau telah melakukan tipittsnat’2

Konstruksi
pasal ini, dilihat bersamaan dengan hukum kebiasaamasional membuat majelis
hakim mengambil kesimpulan bahwa, seorang pimpderat mempunyanens rea
sebagai berikut untuk dapat dianggap bertanggungaba sebagai seorang
pimpinan’’3
1. la mempunyai pengetahuan yang sebenaragtudl knowledge yang
didapat melalui bukti-bukti langsung maupun tidaklirgct or
circumstancial evidenge bahwa bawahannya sedang atau akan

melakukan suatu tindak pidana; atau

169 hid, par. 801-806.
170 |bid, par. 806.
1 |bid, par. 810.
172 |bid, par. 383.

3 pid.
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la memiliki informasi yang secara alamiah, setidakmmemberi tahu
pimpinan mengenai kemungkinan atau resiko terjaditiydak pidana
tersebut yang membutuhkan penyelidikan lebih lamjeh pimpinan
untuk mengetahui secara pasti apakah tindak pidargebut telah

dilakukan atau akan dilakukan oleh bawahannya.

Pertama, mengenai pengetahuan yang sebenarnya, b€fpéndapat bahwa

jika tidak ada bukti langsung mengenai pengetahpiampinan mengenai tindak

pidana yang dilakukan oleh bawahannya, pengetahieasebut tidak dapat

diasumsikan. Namun, pengetahuan tersebut haruspadidaari bukti-bukti

sirkumstansialdircumstantial evidendé’® Pengetahuan yang dimiliki oleh pimpinan

tersebut juga harus cukup, sebagai contoh adalafenai hal-hal berikut®

e

e A & % B O

e
= o

12.

Jumlah tindak pidana;

Jenis tindak pidana;

Lingkup tindak pidana;

Periode dimana tindak pidana terjadi;
Jumlah dan jenis tentara yang terlibat;
Perlengkapan yang terlibat (jika ada);
Lokasi geografis dari tindak pidana;
Luasnya tindak pidana;

Tempo taktis dari operasi;

Modus operandi dari tindak pidana serupa;
Pejabat dan staff yang terlibat;

Lokasi komandan atau pimpinan pada saat tindakpitejadi.

Kedua, mengenai standarens red'had reason to kndwICTY berpendapat

bahwa standar ini didapat dari prinsip bahwa seppampinan tidak boleh menutup

mata secara sengaja atas tindakan bawahafhjiia seorang pimpinan membiarkan

174 |bid, para. 386.

175 Commission of Experts Repdrgl. 17 (Exhibit 39).

178 |bid, par. 387.
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informasi yang berada dalam kepemilikannya yang umgkkan adanya tindak
pidana yang telah atau akan dilakukan oleh bawafsammaka ia telah secara serius
mengabaikan kewajibannya sehingga ia dapat dianggepnnggung jawab secara
pidana berdasarkan konsep pertanggungjawaban @mp8eorang pemimpin nuga
harus senantiasa mengawasi tindakan bawahannyaniHarcermin salah satunya
dari putusarnTokyo trialsdalam kasu#iostage dimana seorang komandan atas suatu

wilayah yang sedang didudu¥i’

“...Is charged with notice of occurrences takingg® within that territory. He
may require adequate reports of all occurrenced titame within the scope of
his power and, if such reports are incomplete dreotvise inadequate, he is
obliged to require supplementary reports to apprse of all the pertinent
facts.If hefailsto require and obtain complete information, the dereliction of
duty rests upon him and heisin no position to plead his own dereliction as a
defence.”

ICTY juga menganggap perlu untuk mempertimbangkasaP86 dari AP |
yang mengatur mengenai konsep pertanggungjawalbapinan dalam menentukan
standamens reayang berlaku. Pada saat pembuatan AP |, usulak ammasukkan
standarmens red'if they knew or should have known that he was committing or
would commit such a breach and if they did not taleasures within their power to
prevent or repress the bredchditolak. Usulan Amerika Serikat pada saat
amendemen pun ditolak, yang menerapkan standas red'if theyknew or should
have known that he was committing or would commit such a theand if they did
not take measures within their power to preventrepress the breath Pada
akhirnya standar yang diterapkan oleh Pasal 86ahdaiformation which should

have enabled them to concltidBengan demikian menurut ICTY?

“An interpretation of the terms of this provision @&ecordance with their
ordinary meaning thus leads to the conclusion, icord@d by the travaux

Y7 |bid, par. 389.

178 |bid, par. 393.
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préparatoires, that a superior can be held crimlgaksponsible only if some
specific information was in fact available to hirhish would provide notice of
offences committed by his subordinates. This irdton need not be such that
it by itself was sufficient to compel the conclasmf the existence of such
crimes. It is sufficient that the superior was mut further inquiry by the
information, or, in other words, that it indicatetthe need for additional
investigation in order to ascertain whether offehegere being committed or
about to be committed by his subordinates. Thisidsted, which must be
considered to reflect the position of customary Evihe time of the offences
alleged in the Indictment, is accordingly contnagji for the construction of the

mens rea standard established in Article 7(3).

Seperti telah dikemukakan di atas, ICTY di dalarsukaCelebici berpendirian
bahwa Delalic dan Delic bukan merupakan pimpinam pl@aa penjaga kamp yang
didakwa melakukan tindak pidana terhadap para tawadndalam kasus ini. Dengan
demikian, di dalam pembahasan mengenai elemen kegd@TY hanya membahas
mengenai Mucic, yang menurut ICTY merupakan pimpidari para penjaga kamp.
Menurut ICTY terdapat banyak sekali bukti yang nmmakkan bahwa Mucic
mengetahui bahwa bawahannya melakukan tindak pidamaengakui sendiri bahwa
dirinya mengetahui tindak pidana yang dilakukakainp Celebici pada Juni dan Juli
1992, menyaksikan sendiri para tawanan disikst juga diinformasikan mengenai
pemerkosaan yang terjadi di kaffip.Menurut ICTY, mustahil bahwa Mucic tidak
mengetahui atau mendengar hal ini mengigat seragiayn kejamnya tindak pidana
tersebut:® Namun, terlepas dari hal ini, menurut ICTY Muciggl untuk membuat
suatu sistem pengawasan dan pelaporan mengenak tpidana yang dilakukan
untuk dilaporkan kepadanya walaupun ia mengetalahwh Delic, wakilnya,

memiliki riwayat menyiksa para tawan&fi.

179 |bid, par. 769.
180 bid.
181 |bid, par. 770.

%2 pid.
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3.  Pimpinan gagal untuk mengambil tindakan yang diperukan dan

wajar untuk mencegah tindak pidana atau menghukum plaku

tindak pidana tersebut

Kewajiban seseorang yang berada di dalam posispipan adalah untuk
mengambil all necessary and reasonable meastugsuk mencegah tindak pidana
yang dilakukan oleh bawahannya atau menghukum merBlengan demikian,
menurut ICTY, tindakan yang harus diambil tersetarigatlah berhubungan dengan
keadaan tertentu di setiap kastisSeorang pimpinan hanya memiliki kewajiban
sebatas tindakan yang berada di bawah kekuasadmyana berarti ia tidak dapat
diwajibkan untuk mengambil tindakan yang mustamtuk dilakukan. Menurut
ICTY, “a superior should be held responsible for failiogtédke such measures that
are within his material possibility*®*

Menurut ICTY di dalam kasus Celebici, Mucic gagaituk mengambil
tindakan yang wajar dan pantas untuk mencegahkiipaana yang dilakukan di
dalam kamp Celebici atau menghukum para pelakuhigak ada bukti bahwa ia
pernah menghukum atau memberikan tindakan disipi@readap para penjaga kamp
yang menyiksa para tawan#h.Mucic juga tidak pernah memberikan instruksi
bagaimana harus memperlakukan para tawanan sdiEgak pencegahan terhadap
penyiksaaan yang terjadi terhadap para taw&iftatWalaupun ia mengetahui akan
tindakan-tindakan tersebut, ia tidak berada di kgagpa malam hari, jadi walaupun
ia memerintahkan perintah untuk tidak menyiksa pansanan, ia sendiri tidak akan

dapat menegakkan hal terseblitDengan demikian menurut ICTY, Mucic telah

183 |bid, par. 394.
184 |bid, par. 395.
1% |bid, par. 772.
186 |bid, par. 773.

%7 bid.
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gagal dalam mengambil tindakan yang diperlukan wajar untuk mencegah atau

menghukum bawahannya melakukan tindak pid&ha.

3.1.4Kajian terhadap penerapan konsep pertanggungjawabaimpinan

Kasus Celebici merupakan kasus pertama dimana regganjahat perang
dinyatakan bersalah berdasarkan konsep pertanggualggn pimpinan oleh
pengadilan internasional pasca persidangan pafah@mperang pada Perang Dunia
Kedua'®® Walaupun pada persidangan kasus Yamashita, kpesemggungjawaban
pimpinan sudah diterapkan, namun Komisi dan MahkeAgung Amerika Serikat
meninggalkan banyak pertanyaan yang tidak terjaweperti telah dibahas di bab
sebelumnya dari tulisan ilmiah ih° Di dalam kasus ini, ICTY mencoba
mengklarifikasi hal-hal tersebut.

Hal paling penting yang dengan jelas dinyatakam &&TY adalah elemen-
elemen dari pertanggungjawaban pimpinan yang gagak dikemukakan baik oleh
Komisi dan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalamuka¥amashita. Walaupun
Pasal 7 (3) Statuta ICTY tidak menjabarkan dengaplisit elemen-elemen tersebut,
ICTY mencoba menjelaskan hal tersebut dengan makemat 3 elemen dari
pertanggungjawaban pimpinan, yaitu:

1. Hubungan pimpinan — bawahan;

2. Pimpinan mengetahui atau mempunyai alasan untulgetainui bahwa

tindak pidana akan atau telah dilakukan; dan

3. Pimpinan gagal untuk mengambil tindakan yang dikarh dan wajar

untuk mencegah tindak pidana atau menghukum peiakiak pidana

tersebut.

188 |bid, par. 774.

189 Ann B. Ching “Evolution of the Command ResponstpiDoctrine in Light of the Celebici
Decision of the International Criminal Tribunal fibre Former Yugoslavia”, 25 N.C.J. Int'l L. & Com.
Reg. 167, (1999), hal. 168.

199 ihat Bab 2.
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1. Hubungan pimpinan — bawahan

Di dalam kasus Celebici, ICTY memberikan penjelasaengenai kapan
seseroang dapat dianggap sebagai pimpinan. Dalajawab pertanyaan ini, ICTY
menekankan pada tingkat kendali yang dimiliki okdorang pimpinan terhadap
bawahannya. Hal ini jelas merupakan suatu perkegamalyang sangat signifikan
dari kasus Yamashita. Di dalam kasus Yamashit& Kamisi maupun Mahkamah
Agung Amerika serikat tidak menjelaskan secarasjplErameter dalam keadaan apa
seseorang dapat dianggap sebagai pemimpin. ICTéldm kasus Celebici mencoba
untuk menentukan parameter tersebut. ICTY menyatdl@wa posisi pimpinan
seseorang ditentukan dari kendali efektif yang ltkimya terhadap bawahannya.
Kendali efektif tersebut dilihat dari kemampuan enal dari pimpinan untuk
mencegah tindak pidana atau menghukum orang yargkok@an tindak pidana
tersebut.

Matthew Lippman menyatakan bahwa putusan ICTY thrdakasus Celebici
mencatat bahwa hal utama di dalam pertanggungjawg@pinan merupakan
hubungan pimpinan-bawahan yang dikarakterisasi d&apasitas untuk
mengendalikan secara efektif bawahantyaVienurutnya, standar yang luas dan
fleksibel seperti ini diperlukan khusunya untukuagi di Yugoslavia dimana
komando militer telah hancur dan digantikan olebkétir kepemimpinan yang tidak
jelas’®* Menyikapi situasi ini, ICTY berpendapat bahwa pgokkan formal
seseorang sebagai pemimpin bukanlah suatu syatktknalalam penerapan konsep
pertanggungjawaban pimpinan.

Selanjutnya, ICTY juga mengklarifikasi bahwa, di lasha konsep
pertanggungjawaban komando, tidak hanya pemimpng yaempunyai kekuasaan
de jure,melainkan jugade factoyang dapat dikenai pertanggungjawaban. Menurut

Ann B. Ching, ICTY menerapkan konsep pemimgm factosecara ketat, terlihat

191 Matthew Lippman, “Humanitarian Law: The Uncertai@ontours of Command
Responsibility”, hal. 57.

92 pid.
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pada saat ICTY mempertimbangkan apakah Delic bedadtalam posisi seorang
pemimpin’®® Walaupun menurut ICTY seorang pemimpie factoyang memiliki
posisi informal dapat dianggap bertanggung jawadhgkat kekuasaan yang
dimilikinya harus setara dengan yang dimiliki olg@@mimpin yang memiliki
kekuasaan secawe jure.Lagi-lagi, yang penting untuk dibuktikan adalatalgh
orang tersebut memiliki kendali efektif atas bawatya.

ICTY di dalam kasus ini terlihat bahwa ICTY mempetiangkan beberapa
faktor yang dapat dijadikan bukti kepemilikian kahdefektif. Kendali efektif dapat
dicerminkan dari kemampuan pemimpin tersebut untekgeluarkan suatu perintah
dimana bawahannya terikat untuk melaksanakan périnersebut, melakukan
tindakan disipliner, menaikkan atau menurunkangp@sau jabatan dari bawahannya.
Pengaruh tanpa adanya kewenangan-kewenangan unalékukan tindakan-
tindakan di atas tidaklah cukup untuk menunjukkdanga kendali efektif. Hal ini
ditegaskan kembali oleh majelis hakim ICTY dalamgkiat banding dengan

menyatakan'>*

“The Appeals Chamber considers, therefore, thatoousty law has
specified a standard of effective control, althouigtioes not define precisely
the means by which the control must be exercidad.dlear, however, that
substantial influence as a means of control in aagse which falls short of
the possession of effective control over subordmatvhich requires the
possession of material abilities to prevent submaite offences or to punish
subordinate offenders, lacks sufficient supporState practice and judicial
decisions. Nothing relied on by the Prosecutionicatks that there is
sufficient evidence of State practice or judiciatheority to support a theory
that substantial influence as a means of exercisiogimand responsibility
has the standing of a rule of customary law, patady a rule by which
criminal liability would be imposed.”

193 Ann B. Ching “Evolution of the Command ResponétpiDoctrine in Light of the Celebici
Decision of the International Criminal Tribunal fibve Former Yugoslavia”, hal. 202.

194 Celebici Appealpar. 257.
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2.  Pimpinan mengetahui atau mempunvyai alasan untuk meretahui

bahwa tindak pidana akan atau telah dilakukan

Di bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa setelabdm pertanggungjawaban
pimpinan pertama kali diterapkan di dalam kasus &4&mta, timbul banyak
pandangan mengenai standaens reayang diperlukan dan standar apakah yang
sebenarnya diterapkan oleh Komisi di dalam menamukamashita bertanggung
jawab berdasarkan konsep pertanggungjawaban pemirBg@berapa komentator
berpendapat bahwa di dalam kasus Yamashita, Komesierapkan konsegtrict
liability. Di dalam kasus Celebici, ICTY dengan tegas menstakdar ini. Majelis
banding dengan sangat tegas menyatakan dalam payasa’

“It is undisputed that command responsibility doesimpose strict liability on

a superior for the offences of subordinates. Tinax the Appeals Chamber

accepted that the only reasonable conclusion onetlidence was that Delic

was a superior, the question of whether he knewaor reason to know of the
relevant offences would have remained unresolved itawould in theory have
been necessary to remit the matter to a Trial Chemhtr consideration.

Ann B. Ching mencatat bahwa ICTY di dalam kasuseliel membahas isu
yang kontroversial yaitu apakamens reayang kurang dari pengetahuan yang
sebenarnya cukup untuk membuat seorang pimpinaanggung jawab berdasarkan
konsep pertanggungjawaban pimpin&hICTY menyimpulkan bahwaa‘ superior
can be held criminally responsible if some spegifiormation was in fact available
to him which would provide notice of offences cottethi by his subordinatés
Walaupun ICTY menolak dalil Penuntut bahwa seorpemimpin dapat dianggap
bertanggung jawab atas keacuhannya untuk mengd®aasihannya, ICTY dengan
sangat hati-hati mencatat bahwa kesengajaan memuatp akan suatu informasi

bukanlah suatu alasaH.

195 Celebici Appealpar. 313.
%8 pid, hal. 190.

197 bid, hal. 191.
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lias Bantekas di dalam tulisannya mengkritik peitangan ICTY mengenai
standamens red® Menurutnya ICTY telah salah menginterpretasikaraPa8 dari
AP | dengan menyatakan bahwa standstiotld have knownditolak pada saat
pembuatannya. Menurut llias, pada saat perundidgaft AP I, perdebatan terjadi
pada masalah kejelasan arti dari penggunaan ktdatdesebut bukan pada materi
dari mens reaitu sendiri. la berpendapat bahwa formulasi Pa8a(13 (a) Statuta
Roma dan referensi eksplisit di komentar ICRC teapa Pasal 86 AP | jelas
menunjukkan bahwa standarmtist have known dikenal di dalam hukum
internasional, terlepas dari apakah standar tetrsmlenupakan bagian dari hukum
kebiasaan internasional atau tidak.

3. Pimpinan gagal untuk mengambil tindakan yang diperukan dan

wajar untuk mencegah tindak pidana atau menghukum plaku

tindak pidana tersebut

Melihat putusan ICTY di dalam kasus Celebici yargghn tegas menyatakan
bahwa kewajiban seorang pemimpin berdasarkan kornsEpanggungjawaban
pimpinan hanya sebatas apa yang berada dalam k&mangnaterialnyawithin his
material possibility, llias Bantekas menunjukkan kesepahamannya dei@jan. la
menyatakan bahwa pendirian ICTY yang bertentangangah pendirian ILC

yakni?®

“for the superior to incur responsibility, he musivh had the legal
competence to take measures to prevent or rephessrime and the material
possibility to take such measures. Thus, a supeviauld not incur criminal

1% |lias Bantekas, “The Contemporary Law of SupeResponsibility”, hal. 589.

199 |lias memberikan contoh bahwa di dalam kasuited States v. Kowalchuk, 773 F. 2d. 488
(3rd. Cir. 1985),terdakwa seorang staf kepolisian Jerman di teritdhsaina yang sedang diduduki
diputus bersalah berdasarkan standanust have knowledéerkenaan dengan perlakuan kejam dan
tidak manusiawi yang dilakukannya terhadap rakialt s

209 |nternational Law Commissionl.C Draft Code of Crimes against Peace and Secufty
Mankind UN Doc. A/51/10, hal. 38-39.
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responsibility for failing to perform an act whietas impossible to perform in
either respect
Dapat kita lihat disini bahwa berbeda dengan perdi ICTY, ILC

berpendapat bahwa hanya seorang pimpinan yang gag& mengambil tindakan
yang dimungkinkan secara hukum dan materiagal and material possibility
measuressaja yang dapat dikenai pertanggungjawaban. Seedexhana, pemimpin
tersebut harus memiliki kompetensi menurut hukutaukimengambil tindakan yang
diperlukan untuk mencegah atau menghukum bawahameigkukan tindak pidana.
llias Bantekas menentang hal ini. Menurutnya, sepgemimpin tidak dapat berdalil
bahwa dirinya tidak dapat melakukan tindakan yaecpsa hukum diperbolehkan
untuk mencegah suatu tindak pidana jika sebenas®gara material ia dapat
melakukan hal tersebét: Dengan demikian, standar yang tepat dalam menilai
apakah seorang pemimpin telah gagal mengambil kamdgang diperlukan untuk
mencegah tindak pidana atau menghukum pelaku tipaina adalah jika ia gagal
untuk mengambil tindakan yang dimungkinkan secaaterial dalam kapasitasnya

sebagai seorang pemimpin.

3.2. Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan di daim Kasus

Akayesu di Hadapan ICTR

3.2.1L atar belakang kasus Akayesu

Pasca pembunuhan massal dan genosida yang terj&vahda pada tahun
1994, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. @b§dal 8 November 1994
mendirikan ICTR. ICTR mengadili orang-orang yangedgarai bertanggungjawab
atas genosida dan pelanggaran hukum humanitemasienal yang dilakukan di
Rwanda dan negara-negara tetangga Rwanda sejakuaridgdampai dengan 31
Desember 1994. ICTR yang berkedudukan di Arusha ponegai jurisdiksi atas
kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanud@aakejahatan perang.

201 |lias Bantekas, “The Contemporary Law of SupeResponsibility”, hal. 592, It would be
absurd for superiors to claim that they were ngaldy entitled to prevent an act of genocide when
they were materially capable of doing’so
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Jean Paul AkayesuAkayesu’) adalah salah satu warga negara Rwanda yang
didakwa atas genosida dan kejahatan kemanusiagntggadi di Rwanda. Akayesu
didakwa dengan 15 dakwaan oleh Penuntut pada Rebi986 sebagaimana
diamandemen pada saat persidangan di bulan Juiii 2&@yesu, lahir pada tahun
1952 di sektor Murehe, Komunitas Taba. Haurgmestre di komunitas Taba,
Perfektur Gitarama di Rwanda dari April 1993 samiangan Juni 1994. Seorang
bourgmestreditunjuk oleh presiden untuk menguasai suatu kotasnEommunig
yang merupakan bagian dari 11 perfektyrefecturey di Rwanda. Seorang
bourgmestreadalah seorang yang paling berkuasa di dalam sekaoatunitas.
Sebagai seoranigourgmestre Akayesu ditugaskan untuk menjalan fungsi eksekutif
dan menjaga ketertiban umum di komunitasnya, didbat@nggung jawab seorang
Perfektur.

Pada periode April sampai dengan Juni 1994, dipgkén sekitar 2000 etnis
Tutsi dibunuh di Taba pada waktu Akayesu menjaleatgaibourgmestre.Pada
periode itu juga ratusan penduduk sipil kehilangampat tinggal mereka dan
terpaksa mencari tempat pengungsian. Pada saatungsigpara wanita diperkosa
dan dipukuli oleh para militia dan polisi komunitdsaba. Mereka tinggal dalam
ketakutan dan kesehatan fisik maupun mental merekgadi semakin parah akibat
pemukulan, pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakuka

Akayesu ditangkap di Zambia pada tanggal 10 Okt4986. Pada tanggal 13
Febuari 1996, Penuntut, Richard Goldstone, memasuldakwaannya terhadap
Akayesu. Akayesu didakwa telah melakukan genogidmbantuan dalam genosida,
direct and public incitement of genocigemusnahanekterminatiof), pembunuhan,
penyiksaan, perlakuan kejarorijel treatment pemerkosaan, dan tindakan tidak
manusiawi dan menurunkan harga diri manusia lainpylaer inhumane acts and
outrages upon personal dignjtyPersidangan pertama dimulai pada tanggal 30 May
1996, dimana Akayesu hadir dan mengajukan pembeidak bersalah atas segala
dakwaan yang didakwakan oleh Penutut kepadanya.

Persidangan pemeriksaan inti perkara dimulai padggal 9 Januari 1997.
Persidangan dilakukan dengan mendengarkan turdarapembelaan dari terdakwa,

Universitas Indonesia

Perbandingan penerapan ..., Tracy Tania, FH Ul, 2011



71

pemeriksaan bukti-bukti dan kesaksian para saksi, genyampaian putusan oleh
majelis hakim. Pada tanggal 26 Maret 1998, majélekim menyampaikan

putusannya. Akayesu diputus bersalah telah melakgk&aosida, kejahatan terhadap
kemanusiaan (pemusnahan, pembunuhan, penyiksaarerkmsaan, dan tindakan

tidak manusiawi lainnya).

3.2.2Dakwaan dan pembelaan

Seperti telah dikemukakan di atas, Akayesu didaloksh Penuntut telah
melakukan genosida, pembantuan dalam genostienp{icity to genocide direct
and public incitement of genocid@emusnahan ekterminatiof), pembunuhan,
penyiksaan, perlakuan kejanorel treatment pemerkosaan, dan tindakan tidak
manusiawi dan menurunkan harga diri manusia lainpyaer inhumane acts and
outrages upon personal dignityKhusus untuk dakwaan kejahatan atas kemanusiaan
pelanggaran terhadap Pasal 3 Umum Konvensi Jeenkgnaan dengan kekejaman
seksual, selain didakwa bertanggungjawab individetdh melakukan kejahatan
tersebut, Akayesu didakwa bertanggungjawab di dakapasitasnya sebagai
pemimpin sesuai Pasal 6(3) Statuta ICTR. Di dalalisan ini, penulis hanya akan
membahas mengenai dakwaan tersebut yang menerapkamsep
pertanggungjawaban pimpinan.

Penuntut mendakwa Akayesu bertanggung jawab atesdsan seksual yang
terjadi di kawasan biro komunabyreau commung@ldan sekitarnya karena ia
mengetahui atau sewajarnya mengetahui terjadinjghd&n tersebut tetapi tidak
mengambil tindakan apapun untuk mencegah terjadkejahatan tersebut atau
menghukum orang yang melakukan tindakan terselawata Periode 7 April sampai
akhir Juni 1994, ratusan penduduk sipil kehilanganpat tinggal dan mengungsi ke
biro komunal. Sebagian besar pengungsi ini merupadtnis Tutsi dan para
pengungsi wanita mengalami berbagai kekerasan alekang dilakukan oleh polisi

komunal atau militia. Akayesu didakwa mengetahyadi@an-kejadian ini dan pada
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saat kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan bedadempat kejadiaf® Menurut
Penuntut, Akayesu telah memfasilitasi tindak kefjamaitu untuk terjadi dengan
berada di tempat kejadian namun tidak melakukatakan apapun untuk mencegah
tindak kejahatan tersebut. Dengan kata lain, Akayedah mendukung tindak
kejahatan tersebut untuk dilakuk&n.

Dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut mengajukeimerbpa wanita
sebagai saksi atas keadaan yang terjadi di Tabaukhya di kawasan biro komunal.
Saksi pertama yang mendukung dakwaan Penuntutha&allsi J, seorang wanita
etnis Tutsi. la bersaksi bahwa anaknya yang beruttahun diperkosa oleh 3 orang
Interhamwe®®* yang pada saat itu datang untuk membunuh ayalkmyaga bersaksi
bahwa dirinya mendengar bahwa banyak gadis-gagiridisa di biro komunaf®
Saksi H kemudian bersaksi di hadapan persidangawebdirinya sendiri diperkosa
di lahan sorgum, pas di luar biro komunal. Dirinyga melihat sendiri bahwa
setidaknya 3 wanita Tutsi diperkosa oleh Interharfife

Saksi JJ kemudian bersaksi bahwa para pengundsralkomunal dipukuli

oleh para Interhamwe pada saat ia sampai di binaukal. Siangnya, dirinya sendiri

292 prosecutor v Jean Paul Akayesi€TR-96-4-T, Trial Judgment (2 September 2009) pa
12A-12B (International Criminal Tribunal for then@nda). Rkayesii

203 |bid, par. 12 B.

204 United States Bureau of Citizenship and Immigratervices, “Rwanda: Information on the
Role of the Interhamwe [Also Interahamwe] Militimchthe Use of Roadblocks During the 1994
Rwandan Genocide” (14 August
2001),_http://www.unhcr.org/refworld/docid/3decf4b@tml, diunduh24 Juni 2011, Interhamwe (juga
dikenal sebagai interehamwe) adalah militia yangaiekan peranan penting di dalam genosida yang
terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Organisasiikogléng berafiliasi dengan Presiden Habyarimana
membentuk 2 grup militia, Interhamwe dan Impuzanmoigia Mereka dilatih dan dipasok oleh tentara
Rwanda, dan terlibat dalam pembunuhan lebih daBD2@kyat sipil, sebagian besar etnis Tutsi di
tahun 1992 dan memegang peranan penting di dalamosigia di tahun 1994. Menurut Philip
Gouveritch, penulis yang mempelajari mengenai gdaodi Rwanda, Interhamwe dulunya berasal
dari sekelompok fan sepak bola yang disponsori pga pemimpin MRNDNational Revolutionary
Movement for Developmegnipartai politik dari Presiden Habyarimana dan Akdjaringan politik,
ekonomi, dan militer yang kemudian dikenal sebégfitu Powet.

205 Akayesupar. 416.

2% pid.
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bersama dengan para pengungsi lain dipukuli olédad@mya 4 orang Interhamwe
dan pada saat itu ia melihat terdakwa berdiri #iap@ngan biro komunal. Terdakwa
kemudian datang untuk melihat para pengungsi danarnetahkan para Interhamwe
untuk memukuli mereka. la juga bersaksi bahwa parerhamwe datang untuk
memukuli para pengungsi di siang hari, dan padammdlari para polisi datang untuk
memukuli mereka juga. Para Interhamwe mengambé gadis muda dan wanita dan
membawa mereka ke hutan dekat biro komunal dan memea merek®’ Dirinya
pun bersaksi bahwa ia pernah ditelanjangi di demamyak orang dan diperkosa
beberapa kali oleh beberapa orang secara bertunit-la mengatakan bahwa ia
pernah melihat beberapa gadis dibawa oleh Interleadam melewati terdakwa yang
saat itu melihat mereka dan diam s&faNamun, ia bersaksi bahwa ia tidak pernah
melihat terdakwa memperkosa siapapiin.

Menurut kesaksian saksi OO, seorang gadis Tutsiakeva melihat beberapa
wanita dibawa oleh para Interhamwe yang mengatakpada terdakwa bahwa ia
akan tidur dengan mereka. Saksi OO mengatakan balawa saat itu ia berdiri
sekitar 5 meter dari terdakwa dan ia mendengarakerd mengatakan kepada
Interhamwe untuk membawa merék@.Saksi KK juga bersaksi bahwa terdakwa
berada di tempat pada saat dirinya yang padatsaesg¢dang hamil dipukuli oleh para
Interhamwe hingga kegugurah. Saksi KK pada saat itu memohon belas kasihan
dari terdakwa namun tidak diindahkan oleh terdak@&etelah itu ia pun pernah

melihat terdakwa memerintahkan kepada Interhamwekumenelanjangi seorang

207 pid, par. 421.

208 |pid, par. 422.

299 pid.

219 |hid, par. 424, She and two other girls tried to flee but were pep by the Interahamwe
who went back and told the Accused that they vakiag the girls away to "sleep with" them. Witness
OO told the Chamber that standing five meters afwagn the Accused, she heard him say in reply,

"take them"™.

21 pid, par. 428.
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gadis muda bernama Chantal dan kemudian menyuruh Ipgerhamwe untuk
membawanya dan memperingatkan mereka untuk tichgastegadis itg*?

Saksi yang berikutnya yaitu Saksi NN, juga memlaarikkesaksian yang
mendukung kesaksian-kesaksian lainfljda bersaksi bahwa pada pagi hari dimana
ia sampai di biro komunal, ia melihat terdakwa danganduk di lehernya berkeliling
dan melihat 2 Interhamwe yang sedang membawa Segeatis untuk diperkoga?
la melihat terdakwa berdiri melihat para Interhamwenyeret gadis itu lalu pergi
masuk ke dalam kantornya. la mengatakan bahwakigedédak berbuat apapun
untuk mencegah hal itu terjadi, namun hanya bemshja dan masuk ke dalam
kantornya. Menurutnya terdakwa mempunyai kekuasaamuk menentang
pembunuhan dan pemerkoasaan yang terjadi, namugametdak memberikan
pertolongan apapun kepada para korban, terdakwayimiekan pemerkosaan itu
untuk terjad?*®

Akayesu di dalam pembelaannya menyatakan bahweyditidak bersalah atas
segala tuntutan yang didakwakan kepadanya olehnReniDalam membuktikan
pembelaanya, Pembela juga mengajukan beberapausaidkimemberikan kesaksian
mereka yang mendukung ketidakbersalahan Akayedsi 5BB salah satunyd® la
adalah seorang mantan murid dari terdakwa yang l@émada dalam tahanan di
Rwanda. la pergi ke biro komunal pada 17 April 192 bersaksi bahwa ia tidak

pernah mendengar maupun melihat kekejaman apamundyimkukan terhadap para

%12 |bid, par. 429, Witness KK testified regarding an incident in whitle Accused told the

Interahamwe to undress a young girl named Chantélpm he knew to be a gymnast, so that she
could do gymnastics naked. The Accused told Chawtab said she was Hutu, that she must be a
Tutsi because he knew her father to be a TutsChental was forced to march around naked in front
of many people, Witness KK testified that the Aedwsas laughing and happy with this. Afterwards,
she said he told the Interahamwes to take her amaysaid "you should first of all make sure thatiyo
sleep with this girl." (Ngo kandi nababwiye ko myaamubanza mukirwanaho mukarongora abo
bakobwa.)”

213 |pid, par. 430.
24 |bid, par. 431.
213 |bid, par. 436.

218 pid, par. 439.
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wanita dan tidak ada wanita di sektornya yang @gsa. la juga tidak pernah
mendengar nama terdakwa disebut berhubungan dé&egarasan seksual melainkan
orang-orang yang terlibat di pembantaian dan pahgr di Rwanda,

Saksi lainnya yaitu saksi DCC, seorang pengemukibfiunitas Taba, bersaksi
bahwa dirinya tidak pernah mendengar kekerasan yhlagukan terhadap para
wanita di komunitas Taba dan bahwa terdakwa mekakukekerasan seksual
terhadap mereka atau memberikan perintah kepada&keeta tinggal di biro
komunal dari April sampai Mei 1994, namun ia meagah bahwa tidak terdapat
pengungsi disana dan bahwa ia tidak pernah mebdat wanita dipukuli atau
diperkosa. Kesaksian ini juga didukung oleh kesaksiaksi DZZ, seorang mantan
polisi yang kini menjadi tahanan di Rwanda. la naakan bahwa dirinya pergi ke
biro komunal setiap hari namun tidak pernah adal@msdimana terdapat kekerasan
seksual terhadap para wanita.

Pembela juga memanggil seorang saksi ahli, Matatanengatakan bahwa
hanya terdapat satu kasus yang ia dengar terjddilii berkenaan dengan pencobaan
pemerkosaanaftempted rapeterhadap 2 gadis berumur 14 tahun dan 15 talaun. |
mengatakan bahwhourgemestreastinya tidak mengetahui mengenai hal tersebut
karena kejadian tersebut terjadi di sektor Bugrang mana tidak pernah dikunjungi
olehbourgmestrela juga mengatakan bahwa faktor kebudayaan di Ravarembuat
orang-orang tidak membicarakan mengenai pemerkpsa@mun fenomena
pemerkosaan diperkenalkan setelahnya untuk tujeamepmsanblackmai). la juga
mengatakan bahwa kasus pemerkosaan tidak serijaglitei Rwanda dan tidak

terkait dengan satu etnis terteft(.

27 |bid, par. 442, He expressed his opinion that the bourgmestre woatdave been aware of
this case as it was in a region, Buguri sector, alshihe bourgmestre had never gone to. Witness
Matata noted that there is a cultural factor whiptevented people from talking about rape, but also
suggested that the phenomenon of rape was intradaiterwards for purposes of blackmail. He said
he had come across incidents of rape in other paft$e country but suggested that cases of rape
were not frequent and not related to an ethnic growitness Matata expressed the opinion that
rapists were more interested in satisfying theiygbal needs, that there were spontaneous acts of
desire even in the context of killing. He noted fhatsi women, in general, are quite beautiful aimakt
raping them is not necessarily intended to destnyethnic group, but rather to have a beautiful
woman’
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Akayesu sendiri di dalam kasus ini memberikan ksisakpembelaannya. la
mengaku bahwa dirinya sangatlah kaget mendengarhamd permerkosaan yang
terjadi di Taba. la mengatakan bahwa semua oramhgabasetiap wanita yang
mengatakan dirinya diperkosa di biro komunal tebstbohong. la mengatakan
bahwa dirinya tidak pernah melihat dan mendengamaaa polisi bahwa ada wanita
di biro komunal yang diperkosa. la mengatakan balwaya baru mendengar
tentang terjadinya pemerkosaan di Kigali setelalnyh meninggalkan Rwanda, la
mengatakan bahwa dakwaan-dakwaan Penuntut diubbehekadanya tekanan dari
pergerakan wanita di Rwanda yang menurutnya meedlh setuju bahwa mereka
telah diperkosa*®

3.2.3Putusan dan pertimbangan Hakim

Majelis hakim di dalam pertimbangannya mengatakaahwa setelah
mendengar kesaksian-kesaksian para saksi Penuettkgénidan dengan kekerasan
seksual, majelis hakim menemukan bahwa terdapdi kngidibel yang cukup untuk
membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa sédejadian-kejadian di tahun
1994, para gadis dan wanita Tutsi mengalami kekeraseksual, dipukuli, dan
dibunuh di kawasan dekat biro komunal dan kawaaeya di Taba. Ratusan etnis
Tutsi, sebagian besar wanita mengungsi di biro kahaan selama periode ini,
banyak pemerkosaan terjadi. Namun, berkenaan dengaakah Akayesu
bertanggung jawab di dalam kapasitasnya sebagaarsggemimpin merupakan

masalah lain.

1. Hubungan pimpinan-bawahan

Di dalam kasus ini, walaupun bukti-bukti menunjukkdahwa terdapat
hubungan pimpinan-bawahan antara terdakwa danahderwe yang berada di

kawasan biro komunal, tidak ada tuntutan yang mekga bahwa para Interehamwe

218 bid, par. 448 The Accused suggested that his Indictment was addmetause of pressure
from the women's movement and women in Rwanda, Wwhatescribed as "worked up to agree that
they have been rapéd.
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tersebut, yang disebut sebagalred local militid merupakan bawahan dari
terdakwa. Hubungan ini merupakan elemen esensralPdsal 6 (3) ICTR. Demi
keadilan, maka majelis hakim tidak dapat mengimetgsikan hal tersebut dan oleh
karenanya, majelis hakim menyatakan bahwa majdbak tlapat mempertimbangkan
pertanggungjawaban terdakwa menurut Pasal 6 (3RETHal ini terlihat jelas di

dalam diktum putusan majelis hakim yang berbdfyi:

“Although the evidence supports a finding that a esop/'subordinate
relationship existed between the Accused and tieedinamwe who were at the
bureau communal, the Tribunal notes that there ¢ allegation in the
Indictment that the Interahamwe, who are referreds$ "armed local militia,"
were subordinates of the Accused. This relationshgpfundamental element of
the criminal offence set forth in Article 6(3). TAmendment of the Indictment
with additional charges pursuant to Article 6(3)ut arguably be interpreted
as implying an allegation of the command respohsibiequired by Article
6(3). In fairness to the Accused, the Tribunal witit make this inference.
Therefore, the Tribunal finds that it cannot comsithe criminal responsibility
of the Accused under Article 6(3).

Dalam meneliti kewenangan dan kekuasaan seoréogrgmestre, ICTR

menyatakarf**

“As bourgmestre, Jean Paul AKAYESU was charged thvittperformance of
executive functions and tlmeaintenance of public order within his commune,
subject to the authority of the prefect. He hadlwesige control over the
communal police, as well as any gendarmes put atdisposition of the
commune. He was responsible for the executionwes &nd regulations and the
administration of justice, also subject only to firefect's authority... In light of
the above, the Chamber finds it proved beyond saeable doubt that, as
paragraph 4 of the Indictment states, "As bourgmestean Paul AKAYESU
was charged with the performance of executive fonstand the maintenance
of public order within his commune, subject to &la¢hority of the prefect”. The
Chamber does find it proved that "[the bourgmestrafl exclusive control over

219 pid, par. 691.
220 pAkayesupar. 691.

21 |pid, par. 56, 56, 77.
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the communal police, [...]land authority over] argendarmes put at the
disposal of the commune". The Chamber does fingraved that "[the
bourgmestre] was responsible for the executiorawfland regulations and the
administration of justice, also subject only to grefect's authority”
Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa sebenamegraurut majelis hakim, Akayesu
sebagai seorarfgpurgmestrenemiliki kendali ekslusif atas para polisi komugahg
ditaruh di bawah kewenangannya. Hal ini kembalegiskan pada saat mereka
mempertimbangkan apakah Akayesu telah membantakiiptlana yang dilakukan

oleh para Interhamwe dan polisi komunal dengan wteign®?*

“The Chamber finds that, as pertains to the actsgai inparagraph 12, it has
been established that, throughout the period calere the Indictment,
Akayesu, in his capacity as bourgmestre, was resplenfor maintaining law
and public order in the commune of Taba and thah&ae effective authority
over the communal police. Moreover, as "leaderTaba commune, of which
he was one of the most prominentfigures, the inhats respected him and
followed his orders. Akayesu himself admitted leetbe Chamber that he had
the power to assemble the population and that ¢tibeyed his instructions.

Namun, majelis hakim kemudian menyatakan bahwalimdjerikat tanggannya” di
dalam kasus ini untuk memutus bahwa terdapat hu#supgnpinan-bawahan karena
Penuntut tidak mendalilkan hal tersebut. Akibatngagjelis hakim tidak dapat

membuat penafsiran sendiri akan hal tersebut sdsungian asas keadilan.

2. Pimpinan mengetahui atau mempunyai alasan untuk

mengetahui bahwa sebuah tindak pidana akan atau teh

dilakukan
Dalam mempertimbangkan keterlibatan atau peranakera di dalam
kekerasan seksual yang terjadi dan seberapa jawdefauannya mengenai insiden
kekerasan seksual yang terjadi, majelis hakim hanganpertimbangkan bukti yang
langsung dan tidak ekuivokadlitect and unequivocal Majelis hakim mengatakan

bahwa saksi H bersaksi bahwa terdakwa berada giatepada saat pemerkosaan

22 |bid, par. 704.
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terjadi di kawasan luar biro komunal namun ia tiddpat menegaskan apakah
terdakwa mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, majelis hakberpendapat bahwa
terdakwa secara sah dan meyakinkan mempunyai alasik mengetahuih@d
reason to knojvdan bahwa pada faktanya mengetahui kekerasanateksng terjadi
di biro komunal atau kawasan sekitarnya dan bataxa wanita dipukuli dan dibawa
dari pergi dari biro komunal untuk dijadikan objakerasan seksual. Tidak ada bukti
bahwa terdakwa mengambil tindakan apapun untuk egaiickekerasan seksual atau
menghukum para pelaku kekerasan seksual. Bahk&ta faenunjukkan bahwa
terdakwa memerintahkan, menyulut, dan membantu rasa seksual tersebut.
Terdakwa menonton 2 wanita diseret oleh Interharontelk diperkosa. Terdakwa
memerintahkan Chantal untuk membuka bajunya dakehierg walaupun tidak ada
bukti yang cukup bahwa ia selanjutnya diperkosajutga mengatakan beberapa
peringatan dan perintah untuk memperkosa para.gadis

Majelis hakim mengatakan bahwa selama persidang&embela
mempertanyakan para saksi mengenai kesaksian mereteang kekerasan seksual
yang terjadi. Pembela menanyakan hal-hal spesifiengaenai bagaimana
pemerkosaan itu terjadi namun tidak pernah mengntehwa pemerkosaan itu
terjadi??® Pertanyaan-pertanyaan Pembela pada dasarnya seéanpertanyakan
tentang detil kesaksian para saksi juga berhubumgmgan pertanyaan apakah
terdakwa mempunyai kekuatan untuk menghentikan palaku kekerasan seksual.
Majelis hakim juga mencatat bahwa terdapat bebeiagansistensi di dalam

kesaksian para saksi Pemb&fsSecara jelas majelis hakim mengatakan:

“With regard to the testimony of the Accused, than@er finds very
little concrete evidence or argument on sexualeriok other than his bare
denial that it occurred. The only specific incideaterred to by the Accused
on direct examination was the forced undressing padading of Chantal,

223 |pid, par. 453.

224 |bid, par. 454.
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which he denied. On examination by the ChamberAtteeised subsequently
referred to other incidents and a statement he s@ad to have made outside
the cultural center, suggesting that it would b#iclilt for a person standing
at the entrance to see what was happening inside, that it would be
difficult for a person inside lying down to see whas at the entrance. The
Accused did not assert that this was impossible, #wese comments were
made in an offhand manner rather than as a seridefence. The Accused
simply stated that there was very little to saywhihe allegations of sexual
violence, that unlike the killings this was impbgsiand not even for
discussion.”

Majelis hakim mengatakan bahwa dengan dihadapkagsieng dengan para
wanita yang mengalami sendiri dan menyaksikan leslear seksual di Taba dan biro
komunal, dan yang mana berada di bawah sumpah bahelakwa berada di tempat
dan melihat itu terjadi, majelis hakim tidak dapa¢nerima pembelaan terdakwa.
Pembelaan terdakwa yang mengatakan bahwa tuntuttutan Penuntu dibuat-buat

tidak didukung bukti apapun. Namun, terdapat bbltiti yang sangat banyak yang
membuktikan sebalikny&>

“Faced with first-hand personal accounts from woméro experienced
and witnessed sexual violence in Taba and at thedbicommunal, and who
swore under oath that the Accused was present awdwhat was happening,
the Chamber does not accept the statement madeeb¥ccused. The Accused
insists that the charges are fabricated, but théeDee has offered the Chamber
no evidence to support this assertion. There isvavelming evidence to the
contrary, and the Chamber does not accept thenesty of the Accused. The
findings of the Chamber are based on the eviderielvhas been presented in
this trial. As the Accused flatly denies the ocenoe of sexual violence at the
bureau communal, he does not allow for the possitihat the sexual violence
may have occurred but that he was unaware 'of it.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pimpinan yiahg di dalam Pasal 6
(3) Statuta ICTR, majelis hakim mengatakan bahwdagat beberapa pandangan
berkenaan dengan standaens reayang dibutuhkan. Majelis hakim mengatakan

bahwa menurut satu pandangan, konsep ini berasalataan mengenastrict

liability, dimana seorang pimpinan bertanggung jawab secdaaiuntuk tindakan

223 pid, par. 460.
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yang dilakukan oleh bawahannya, tanpa harus ditarktbahwa pimpinan tersebut
sengaja untuk itu. Pandangan lain berpendapat b&eVataian Qegligencg yang
sangat serius sampai dapat disamakan dengan pessetatas suatu kesengajaan
pidana yang dibutuhkan.

Majelis hakim menyatakan bahwa penting untuk diingahwa kesengajaan
pidana ¢riminal inten) merupakan elemen subjektif yang diperlukan urdekap
tindak pidana dimana tujuannya adalah untuk me}akinpertanggungjawaban
individu dari seseorang. Oleh karena itu majelighéerpendapat-®

“...it is necessary to recall that criminal interg the moral element
required for any crime and that, where the objextig to ascertain the
individual criminal responsibility of a person Acad of crimes falling within
the jurisdiction of the Chamber, such as genoaidienes against humanity and
violations of Article 3 Common to the Geneva Cotiges and of Additional
Protocol Il thereto, it is certainly proper to emsuthat there has been
malicious intent, or, at least, ensure that neglicee was so serious as to be
tantamount to acquiescence or even malicious iritent
Mengenai pertanyaan apakah Pasal 6 (3) Statuta &flRku untuk seseorang

yang mempunyai posisi kekuasaan militer dan dipdjelis mencatat bahwa selama
persidangan Tokyo Tpkyo trialg, terdapat beberapa atasan sipil yang diputus
bersalah atas beberapa tindak pidana termasukaghdga pemerkosaan massal yang
dilakukan dalam rape of Nanking dimana para terdakwa dituntutetklessly
disregarded their legal duty by virtue of theiriofs to take adequate steps to secure
the observance and prevent breaches of the lancastbms of war?*’ Seperti telah
dibahas sebelumnya, Majelis Hakim setuju bahwaatevd ‘had reason to know and

in fact knew mengenai kekerasan seksual yang terjadi di bomunal dan di
kawasan dekatnya dan bahwa ia tidak mengambilkardapapun untuk mencegah
tindakan ini untuk dilakukan. Pasal 6 (3) Statl@d@R menyatakan bahwa seorang

pemimpin bertanggungjawab atas tindakan bawahafjikgaia mengetahui atau

228 |pid, par. 489.

227 bid, par. 490.
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mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa bawahakayaatau telah melakukan
suatu tindak pidana namun tidak berbuat apapun kuntuencegah atau

menghukumnya&?®

“Therefore, as can be seen, the forms of partiopateferred to in Article 6
(1), cannot render their perpetrator criminally ke where he did not act knowingly,
and even where he should have had such knowletigegieatly differs from Article
6 (3) analyzed here below, which does not necdgsaquire that the superior acted
knowingly to render him criminally liablat suffices that he had reason to know
that his subordinates were about to commit or had committed a crime (emphasis
added)and failed to take the necessary or reasonable oreaso prevent such acts
or punish the perpetrators thereof. In a way, tlss liability by omission or
abstentiori.

Berbeda dengan Pasal 6 (1), Pasal 6 (3) Statut® I€@dak memerlukan
pembuktian bahwa seorang pimpinan berlaku deng@engatahuannya untuk
membuatnya bertanggungjawab secara pidana melacdarp untuk menunjukkan
bahwa dirinya sepatutnya bertanggung jawab bahwalennya akan melakukan
suatu tindak pidana dan gagal untuk mengambil kiawlayang diperlukan dan
sewajarnya untuk mencegah atau menghukum merekangabe demikian,

pertanggungjawaban pimpinan tersebut timbul kaceniai 2%°

228 pasal 6 (3) Statuta ICTRaf individual is criminally responsible as a supmerfor the acts of
a subordinate if he or she knew or had reason tnkthat the subordinate was about to commit such
acts or had done so and the superior failed to thleenecessary and reasonable measures to prevent
such acts or punish the perpetrators thereof

229 bid, par. 479, Therefore, as can be seen, the forms of particpateferred to in Article 6
(1), cannot render their perpetrator criminally be where he did not act knowingly, and even where
he should have had such knowledge. This greafigrdifrom Article 6 (3) analyzed here below, which
does not necessarily require that the superior éddtaowingly to render him criminally liable; it
suffices that he had reason to know that his subatds were about to commit or had committed a
crime and failed to take the necessary or reasomabkasures to prevent such acts or punish the
perpetrators thereof. In a way, this is liability bmission or abstention.”
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3. Pimpinan_gagal untuk _mengambil tindakan yang diperlikan

dan sewajarnya untuk mencegah tindak pidana atau

menghukum pelaku dari tindak pidana tersebut

ICTR di dalam kasus Akayesu menyatakan bahwa unterkemukan Akayesu
bersalah berdasarkan doktrin pertanggungjawabampipam, ia harus gagal untuk
mengambil hecessary and reasonable stepmtuk mencegah terjadinya tindak
kejahatan yang didakwakan. Beberapa saksi menyataddawa Akayesu berada di
tempat kejadian pada saat kekerasan seksual ddakalkh para Interhamwe, namun
Akayesu tidak mengambil tindakan apapun. Majelidrhanenyatakan dengan tegas
di dalam putusannyarhe Tribunal has found that the Accused had reasdmow
and in fact knew that acts of sexual violence vem@irring on or near the premises
of the bureau communal and thilaé took no measures to prevent these acts or
punish the perpetrators of them”.

3.2.4Kajian terhadap terhadap penerapan konsep pertanggagjawaban
pimpinan
Konsep pertanggungjawaban komando di dalam St#@fR diatur di dalam
Pasal 6 (3) yang berbunyi demikian:

“The fact that any of the acts referred to in AggcP to 4 of the present
Statute was committed by a subordinate does nieveshis or her superior of
criminal responsibility if he or she knew or hadasen to know that the
subordinate was about to commit such acts or hatkedsp and the superior
failed to take the necessary and reasonable meagarprevent such acts or to
punish the perpetrators thereof”

Melihat konstruksi Pasal 6 (3) Statuta ICTR, sebmgaa juga ditegaskan oleh

majelis hakim dalam kasus Akaye€stiuntuk membuat seseorang bertanggung jawab

230 bid.
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sebagai pimpinan atas tindak pidana yang dilakukeh atasannya, maka ada 3
elemen yang harus dibuktikan, yafty:

1. Adanya hubungan pimpinan-bawahan;

2. Pimpinan mengetahui atau mempunyai alasan untulgetanui bahwa
sebuah tindak pidana akan atau telah dilakukan;

3. Pimpinan gagal untuk mengambil tindakan yang di@mh dan
sewajarnya untuk mencegah tindak pidana atau mé&oghpelaku dari
tindak pidana tersebut.

Di bawah ini akan dijabarkan krittk maupun komentiri para ahli mengenai
bagaimana elemen-elemen pertanggunjawaban pimpiterapkan di dalam kasus

Akayesu.

1. Hubungan pimpinan-bawahan

Melihat putusan majelis hakim yang demikian, makpad kita lihat bahwa
memang elemen hubungan pimpinan-bawahan merupalah satu elemen yang
dibutuhkan untuk membuktikan adanya pertanggundyawapimpinan. Bahkan,
elemen ini merupakan hal yang mendasari keselurkbasep pertanggungjawaban
pimpinan. Untuk membuktikan bahwa seseorang adglatipinan maka harus
dibuktikan adanya hubungan pimpinan-bawahan. Sawyangakibatnya di dalam

putusan Akayesu, tidak dibahas sama sekali meng&radar yang diperlukan untuk

%1 prosecutor v GacumbitsiCTR-2001-64-A, Appeal Judgment, (7 July 2006),. ik3;
Prosecutor v Ntagerura, Bagambiki and Imanishimhe&T R-99-46-T, Judgment and Sentence, (25
February 2004), par. 62®Prosecutor v Kajelijeli,ICTR-98-44A-T, Judgment and Sentence, (1
December 2003), par. 77Rrosecutor v KamuhanddCTR-99-54A-T, Judgement and Sentence, (22
January 2003), par. 603; Gideon Boas, efFatms of Responsibility in International Criminah:
International Criminal Law Practitioner Library Sks, hal. 181, Beginning with theCelebici Trial
Judgement, the chambers have uniformly set ouetlessential elements’ — or, in the words of the
Blagojevic” and Jokic™ and Krstic” Trial Chambess'three-pronged test’205 — that must be satisfied
in order to engage an accused'’s liability pursugmtArticle 7(3) of the ICTY Statute and Article 6(3
of the ICTR Statute: (i) the existence of a supesidordinate relationship; (ii) the superior knew
had reason to know that the criminal act was altoube or had been committed; (iii) the superior
failed to take the necessary and reasonable mesastoeprevent the criminal act or punish the
perpetrator theredf
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membuktikan adanya hubungan pimpinan-bawaffanMajelis hakim hanya
menyebutkan bahwa terdapat bukti-bukti yang merkkajn adanya hubungan
pimpinan-bawahan antara Akayesu dan para Intereba@mpa menyebutkan secara
jelas bukti-bukti tersebut dan bagaimana bukti-btdétsebut dapat menunjukkan
bahwa memang Akayesu adalah pemimpin para Interebarm

Yael Ronen menyatakan bahwa putusan ICTR di dal&ayésu sangatlah
membingungkai®* ICTR menyatakan bahwaa “superior/subordinate relationship
existed between the Accused and the Interahamwe wdre at the bureau
commundl. Namun, di dalam putusannya, selanjutnya ICTR c¢a&t bahwa rio
allegation in the indictment that the Interahamwerevsubordinates of the accused,
although the indictment relied on Article 6(3Hal ini mengakibatkan Akayesu
diputus tidak bersalah sebagai seorang pimpindnIGl€R.

Sean Libby di dalam tulisannyZ, berpendapat bahwa walaupun ICTR di
dalam putusannya mengatakan bahwa ICTR tidak dapampertimbangkan
tanggung jawab Akayesu berdasarkan Pasal 6 (3ut&tdCTR, ICTR terlihat
menerapkan standaeffective contrdl standar yang dipakai untuk membuktikan
adanya hubungan pimpinan-bawafi&h.Hal ini terlihat saat majelis hakim
mempertimbangkan apakah Akayesu telah membaaitied and abettgdtindak
kejahatan yang dilakukan oleh para Interhamwe ddisigkomunal. Secara jelas ia

mengatakan:

232 gean Libby, “[D]effective Control: Problems ArisjtFrom The Application of Non-Military
Command Responsibility by the International Crinhihabunal for Rwanda”, hal. 217.

23 bid.

234 yael Ronen, “Superior Responsibility for Civiliafer International Crimes Committed in
Civilian Settings”, 43 Vand J. Transnat'l L. 318)dret 2010), hal. 326.

235 bid, hal. 218.

%3¢ ihat Prosecutor v Kajelijeli) CTR-98-44A-T, Judgment and Sentence, (1 Decemb@3)2
par. 609.
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“Again, if true, Akayesu's acts are reprehensibig,tbe ICTR seemed to leap

far beyond the facts in assessing Akayesu's ponercalpability. One might

reasonably argue that Akayesu's presence at theesocé acts of sexual
violence, without any clear signs of disapprovagrved as an implicit

acceptance of the acts. What is far from clear, dvaw, is the ICTR's

conclusion that without this acceptance "these agtsild not have taken
place." As alleged by both Akayesu and defenseesgts, Akayesu was
threatened and coerced by the Interahamwe. In suskate, Akayesu's tacit
approval of the Interahamwe's acts may well havenbeneaningless. In
deciding that Akayesu aided and abetted the aots|ETR evinced the same
cavalier assessment used in determining effectveéral under a theory of

command responsibility.

Di dalam putusan-putusan ICTR selanjutnya, hubungatara pimpinan-
bawahan dibahas secara lebih detil dan spesifikRI@i dalam kasu®rosecutor v
Bagilishem&®’ di tahun 2002 dalam putusan bandingnya menyatdiamva
pengadilan tingkat pertama telah salah memutuskew#® untuk membuktikan
hubungan pimpinan-bawahan harus dibuktikan bahwapipan mempunyai
kewenangande jure dan de facto atas bawahannya. Sebaliknya, cukup untuk
membuktikan bahwa pimpinan tersebut mempunyai wangde jureatau de facto
atas bawahannya terseBiit. Untuk membuktikan hubungan pimpinan-bawahan
maka harus dibuktikan bahwa pimpinan tersebut meygkekuatan pengendalian
yang sesungguhnya atas tindakan bawahannya.

Menurut llias Bantekas, seperti dinyatakan olehRGENdiri, menurut hukum
Rwanda, posisi Akayesu sebagai seorogrgmestreanenempatkan dirinya sebagai
(1) kepala administrasi kominal dan (Bfficier de l'etat dan (3) orang yang
bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembaligdankaiarf>® Menurutnya,
sebenarnya hal ini cukup untuk membuktikan bahway&ku mempunyai kekuasaan

de jure?*°dimana kompetisi dan jurisdiksi Akayesu dalam helkuasaannya untuk

#7prosecutor v BagilishemaCTR-95-1A-A, Appeal Judgement, (3 July 2002).

238 |bid, par. 190 The hierarchical relationship may exist by virtueaoperson’s de jure or de
facto position of authority.

23 |lias Bantekas, “The Contemporary Law of SupeResponsibility”, hal. 578.

4% bid.
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mengambil tindakan atau intervensi berasal dariusaturan yang telah ada, dalam
hal ini adalah hukum negara Rwanda sendiri yanggaten tentang kekuasaan

seorangourgmestre.

2. Pimpinan mengetahui atau mempunyai alasan untuk

mengetahui bahwa sebuah tindak pidana akan atau teh

dilakukan

Berkenaan dengan aplikasi standaens readalam pertanggungjawaban
pimpinan, putusan ICTR di dalam kasus Akayesu mehkritk. Salah satunya
berasal dari Sean Libby. la menyatakan bahwa tetdagkonsistensi di dalam
putusan ICTR di dalam kasus Akayesu mengenai Stamdens rea yang
diaplikasikan saat ICTR menilai apakah Akayesu dmgygung jawab sebagai
pimpinan®** ICTR menyatakan di dalam putusannya bahwa untuesang
dianggap bertanggung jawab berdasarkan konsepnpggttagjawaban pimpinan,
maka atasan tersebut harus lalai dan kelalaiaahterstantamount to acquiescence
or even malicious intehtyang mencerminkan standawénton, immoral disregafd
yang dipakai oleiNuremberg TribunalNamun, di dalam aplikasinya ICTR terlihat
menerapkan standar yang lebih rendah dari staneieebut. ICTR kembali
menerapkan standar yang diterapkan oleh Komisiatind kasus Yamashita yaitu
“must have knovin karena kejahatan yang terjadopenly committed and so

widespread %

3. Pimpinan gagal untuk mengambil tindakan yang diperukan

dan sewajarnya untuk mencegah tindak pidana atau

menghukum pelaku dari tindak pidana tersebut

241 sean Libby, “[D]effective Control: Problems Arisjirrom The Application of Non-Military
Command Responsibility by the International Crinhifidbunal for Rwanda”, hal. 216.

242 pkayesupar. 12.
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Menurut Sean Libby, pertanyaan esensial yang gagak dibahas oleh ICTR
di dalam putusannya adalah apakah Akayesu memptoydiol efektif gffective
control) terhadap komunitasnya pada waktu kejahatan ditaktf® Saksi W di dalam
kesaksiannya bersaksi bahwa Akayesu telah mengalagkah-langkah untuk
menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh parardatmwe. Akayesu juga di
dalam pembelaannya selalu berdalil bahwa diringaktimemiliki kendali atas bara
interhamwe dan bahwa dirinya tidak mempunyai kekuatintuk menghentikan
tindak kejahatan yang dilakuk&ff. Namun, ICTR di dalam putusannya tidak
membahas apakah Akayesu mempunyai kendali atadrmaraamwe, dan jika tidak
apakah tindakannya pergi dari Taba merupakan bbétiwa ia gagal untuk
mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan sawga untuk mencegah
kejahatan yang terjadi.

Kemudian, Sean Libby juga menyatakan bahwa ICTRalgagtuk menjawab
pertanyaan apakah kekerasanefcior) dapat menjadi alasan pembenar dalam hal
pertanggungjawaban pimpinahi. Hal ini dikarenakan, di dalam suatu kesaksian
dinyatakan bahwa para Interhamwe mengancam akarbuomerin Akayesu jika ia
tidak bekerjasama dengan mereka. Kesaksian lainyatedtan bahwa Akayesu
mungkin dibunuh jika ia mencoba menghentikan pedyupara Interhamwe. Namun,
mengenai hal ini, ICTR tidak membahas atau menydmpagendapatnya. Bahkan,
majelis hakim di dalam putusannya menyatakan bgheveerapan tanggung jawab
pimpinan dalam hal pemimpin tersebut merupakan asepratasan sipil masih
kontroversial dan belum terselesaikan. Dengan damikintuk mempertimbangkan

apakah seorang pimpinan memiliki kekuasaan yangnseghya untuk mengambil

243 ean Libby, “[D]effective Control: Problems Arigjfrom The Application of Non-Military
Command Responsibility by the International Crinhifdbunal for Rwanda”, hal. 217.

244 bid, hal. 216.

28 bid, hal. 217.
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tindakan yang dibutuhkan dan wajar untuk mencegalak kejahatan, harus dilihat
situasi kasus per kastia @ case-by-case bayis®
Matthew Lippman menyatakan bahwa ICTR mengakui yaakonsep

pertanggungjawaban pimpinan di dalam putusan kAkagesu, namun ICTR gagal
untuk mengembangkan atau untuk menerapkan konsefnggungjawaban
pimpinan secara pendff. Hal ini dikarenakan, walaupun ICTR menyatakan kmhw
terdapat bukti-bukti bahwa Akayesu merupakan pimpipara interhamwe dan polisi
komunal, ia sepantasnya mengetahui tindak kejahatag dilakukan mereka namun
tidak melakukan apa-apa, ternyata tidak-lah cukapuku menemukan Akayesu
bersalah selaku pimpinan berdasarkan Pasal 6(B)tSI€TY **® Penerapan konsep
pertanggungjawaban pimpinan di dalam kasus ini imasenimbulkan banyak

pertanyaan yang belum terjawab.

3.3. Pengaturan Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan Di Dam Statuta ICC
Pada tanggal 17 Juli 1998, Statuta Roma ditandatarajeh 120 negara dan
mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2002 setelah tdikasi oleh 60 negara. Statuta
Roma ini merupakan dasar dari pembentukan Mahkakegéhatan Internasional
(International Criminal Courtatau ‘1CC”) yang merupakan pengadilan tindak
kriminal permanen yang pertama di tingkat interoiasi. ICC dibentuk dengan
tujuan mengakhiri impunitas para pihak yang bemang jawab atas tindak-tindak
kriminal internasional paling serius yang menjaekltkawatiran dunid!® Untuk
mencapai tujuan ini, Statuta Roma mengatur bahdak thanya pelaku tindak

kriminal tersebut yang dapat dibawa dan diadilihddapan ICC tetapi juga para

246 |bid; Matthew Lippman, “Humanitarian Law: The Uncertairor@ours of Command
Responsibility”, hal. 84.

247 Matthew Lippman, “Humanitarian Law: The Uncertai@ontours of Command
Responsibility”, hal. 85.

248 |pid.

249 1cC, “About the Court,”_http://www.icc-cpi.int/Mears/ICC/About+the+Court/diunduh 8
Juni 2011.
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atasan mereka yang juga turut bertanggungjawabtiatdéesk kriminal tersebut dan
kembali mengkodifikasikan konsep pertanggungjawak@mpinan di dalam
Statutanya.

Pasal 28 dari Statuta Roma mengatur bahwa seotasanabertanggung jawab
atas tindak kriminal yang dilakukan oleh bawahanjiigaia memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu yang diatur di dalam passeber>°

“ (@ A military commander or person effectivalgting as a military
commander shall be criminally responsible for creméthin the jurisdiction of
the Court committed by forces under his or hero#itffe command and control,
or effective authority and control as the case rhayas a result of his or her
failure to exercise control properly over such f#sc where:
()  That military commander or person eitherelan or, owing to the
circumstances at the time, should have known tiafdrces were committing
or about to commit such crimes; and (i)  Thalitary commander or person
failed to take all necessary and reasonable measwithin his or her power to
prevent or repress their commission or to subnet itiatter to the competent
authorities for investigation and prosecution.

(b)  With respect to superior and subordinakationships not described in
paragraph (a), a superior shall be criminally respible for crimes within the
jurisdiction of the Court committed by subordinatesier his or her effective
authority and control, as a result of his or heilidege to exercise control
properly over such subordinates, where:

() The superior either knew, or consciouskyrégarded information which
clearly indicated, that the subordinates were cotting or about to commit
such crimes; (ii) The crimes concerned acegitihat were within the
effective responsibility and control of the superand (iii) The superior
failed to take all necessary and reasonable measwithin his or her power to
prevent or repress their commission or to subnatrtfatter to the competent
authorities for investigation and prosecution.”

Pengaturan konsep pertanggungjawaban pimpinan ldimd&tatuta Roma
memiliki perbedaan dengan pengaturan yang terdapitiam Statuta ICTY maupun
Statuta ICTR. Berbeda dengan Pasal 7(3) Statuta fizih Pasal 6 (3) Statuta ICTR,
Pasal 28 Statuta Roma membedakan antara seorapmammiliter dan atasan sipil

20 pasal 28 Statuta Roma.
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dan memberikan ketentuan yang berbeda untuk kedd&nyntuk seorang pimpinan
militer, Pasal 28 menetapkan standans rea “knew or, owing to the circumstances
at the time, should have knowrsedangkan untuk pimpinan sipil, standagns rea
yang digunakan adalatkiew, or consciously disregarded informatioRembedaan
ini muncul karena seorang pimpinan militer dianggagmpunyai kewajiban lebih
daripada seorang pimpinan sipil, yaitu untuk merghlangkah-langkah yang wajar
untuk mencari informasi berkenaan dengan tindakavahanny&>?

Pengaturan mengenai konsep pertanggungjawabanrampii dalam Statuta
Roma menjawab beberapa dilema yang selama ini bidgawab atau paling tidak
belum diatur secara jelas dalam konvensi manapatut& Roma menjawab dilema
yang dialami oleh ICTY dan ICTR dalam membedakartapggjawaban pimpinan
untuk pimpinan militer dan sipil. la juga membenkaelemen-elemen
pertanggungjawaban pimpinan secara jelas dan npk@etgparameter yang lebih
jelas sepertiéffective contrdldan standamens reaArthur Thomas O’ Reilly dalam

tulisannya mengatakn®

“Prior to the creation of the ICC, the relative stairy ambiguity in the
Additional Protocol and Tribunal statutes permittéaterpretive flexibility and
minimum mens rea standards that resided somewhet&ebn negligence and
recklessness. However, the codification of distmegligence and recklessness-type
standards in the ICC statute makes such flexibilityrobable in the immediate
future. The ICC statute will influence the custoyndevelopment of the command
responsibility doctrine because international caeurtonsidered it compelling
evidence of the practice and policies of statesrefore, the likely result will be that
international courts recognize negligence as thaimum mens rea for military
commanders and recklessness as the minimum mefw i@eilian superiors.

1 pid.

%2 Jenny S. Martinez, “UnderstandidMens Rean Command Responsibility: Froiamashita
to Blaskic and Beyond, hal. 660A% noted previously, there is substantial if natoimtrovertible
support in the case law of international tribunalss well as in state practice, for finding in
international customary law a military commandeitiuty of knowledge’ that goes beyond a simple
prohibition on the most egregious forms of wilflihbness ¢ that is, the duty to take reasonablpsste
to acquire information about whether their subomties have committed or are about to commit
crimes.”

23 Arthur Thomas O'Reilly, “Command Responsibility: Sall to Realign Doctrine with
Principles”, hal. 85.
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BAB 4
PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN
KONTEMPORER DI DALAM KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
BERAT TIMOR-TIMUR

Sejak tahun 1975, masalah Timor-Timur menjadi sakdiu agenda
Perserikatan Bangsa-BangsaPBB”), sejak wilayah tersebut ditinggalkan oleh
Portugis dan terjadi konflik bersenjata yang menkatthawatiran dan berada dalam
pengawasan PBB? Di dalam rekomendasiny&/nited Nations Human Rights
Council di tahun 1999 mengeluarkan resolusi 1999/S-41/1, UMbc.
E/CN.4/1999/167/Add. 1 yang intinya menyesali telsrjadinya pelanggaran
kemanusiaan di Timor Timur dan mengusulkan agadadkian penelitian oleh
International Commission of Inquiryntuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan
dan menyampaikan laporannya ke Sekertaris JenB&RF°® Berdasarkan laporan
tersebut yang tertuang di dalaReport of the Commission of InquiyN Doc.
S/2000/59, direkomendasikanlah pembentuka@rnational Human Rights Tribunal
ad hoc untuk mengadili kejahatan kemanusiaan dofFifimur 2*°

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 September 1@@9mengeluarkan
resolusi 1264 menyatakan keprihatinannya terhadayass Timor- Timur yang
memburuk, mendesak agar orang-orang yang melakkk&arasan bertanggung
jawab, dan meminta pemerintah Indonesia untuk membanereka ke muka

pengadilarf>’ Atas desakan dunia internasional tersebut, damkunielindungi

%4 DR. H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, S.H., M(ari Pengadilan Militer Internasional
Nuremberg ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indoné3ékarta: PT Tatanusa, 2003), hal. 77.

%% |bid, hal. 78.

%% United Nations Office of the High Commissioner feluman Rights,Report of the
Commission of Inquiry on East Timor to the Secret@eneral, UN Doc. A/54/726,S/2000/59
(Januari 2000).

%7 United Nations Security CouncilJnited Nations Security Council Resolution 1264tha
Situation of East TimotJN Doc. S/RES/1264, (1999).
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kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia akhimgebentuk suatu pengadilan
khusus yang berada di lingkunganperadilan umum aferiggas dan kewenangan
untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaranAldaki Manusia (1AM ”)
berat yang dilakukan baik di dalam, maupun di lbatas teritorial wilayah negara
Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 2&itaB000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusi&®

Pengadilan HAM ini menyidangkan perkara-perkaraampgfiaran HAM berat
yang terjadi di Timor-Timur pada masa penentuaakjgjendapat®’ Pengadilan
HAM berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indand®mor 96 tahun 2001
mempunyai kewenangan unutk mengadili pelanggarag yerjadi di Timor Timur
dalam wilayah Liquica, Dili, dan Soae pada bulamilAp999 dan September 1999.
Sampai dengan saat ini, Pengadilan HAM untuk kdsmer- Timur telah mengadili
beberapa terdakwa yaitu Abilio Jose Soares, AdamiidaAsep Kuswani, Endar
Priyanto, Eurico Guterres, Herman Sedyono, M. Nbkiis, Soejarwo, Timbul
Silaen, Tono Suratman, dan Yayat Sudrajat.

Di dalam tulisan ini, Penulis hanya akan membalesik dengan terdakwa
Eurico Guterres dan M. Noer Muis dimana keduanyalakwa telah melakukan
kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan tanggual pimpinan yang diatur
di dalam Pasal 42 UU No. 26/2000. Eurico Guteridslkiva dengan menggunakan
Pasal 42 ayat (2) mengenai tanggung jawab seoraaspra sipil di dalam
kapasitasnya sebagai wakil Panglima Pasukan Pejuegtrasi di Timor- Timuf®*
dan M. Noer Muis didakwa dengan menggunakan PaRabhyét (1) mengenai

%8 |ndonesia,Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusid No. 26 tahun
2000, LN No. 208 tahun 2000, TLN No. 4026, Pasdl, 5.

%9 Kewenangan memeriksa dan memutus perkara yandjkiioldeh Pengadilan Ham Ad Hoc
Timor Timur adalah berdasarkan Keppres No. 96 té#001 tentang Perubahan atas Keppres No. 53
tahun 2001 tentang Pembentukkan Pengadilan Haki Masusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.

20 | embaga Studi dan Advokasi Masyarakat, “Timor Titnu
http://elsam.or.id/new/index.php?id=1342&lang=iné&adew&cat=c/901 diunduh 30 Juni 2011

%! Dakwaan No. Reg. Perkara: 08/HAM/Tim-Tim/05/2002. & erdakwa Eurico Guterres.
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tanggung jawab seorang komandan militer di dalapa&i#éasnya sebagai seorang
anggota TNI-AD, mantan Dan Rem 164/Wira Dharma Dithor-Timur 2%

4.1. Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan di dam Kasus Eurico

Guterres

4.1.1L atar belakang kasus

Eurico Guterres lahir pada tanggal 17 Juli 197¥aiolari dan berkebangsaan
Indonesia. la merupakan mantan Wakil Panglima Ras®lejuang IntegrasiRPI1”).
Pada tanggal 31 Oktober 2002, Eurico Guterrdsurito”) dituntut oleh Jaksa
Penuntut Umum (PU”) telah bersalah dalam kapasitasnya sebagai sgoran
pemimpin atas pelanggaran HAM berat berupa kejahtathadap kemanusiaan yang
dilakukan oleh para pejuang PPI dan anggota Aitgeailg merupakan bawahannya.
Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan HAM JakansaP memutus bahwa
Eurico terbukti secara sah dan meyakinkan bersalalakuan pelanggaran HAM
berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dguidana penjara selama 10
tahun®®® Namun, di tingkat bandung, Pengadilan Tinggi HAMI Adoc pada
Pengadilan Tinggi Jakarta, melalui Putusan No.
02/PID.HAM/AD.HOC/2004/PT.DKI tanggal 29 Juli 200éemperbaiki putusan
Pengadilan Negeri dan menghukum Eurico dengan pidzenjada 5 tahuft?
Putusan Pengadilan Tinggi ini dibatalkan oleh Mahd Agung pada tingkat kasasi
dan Mahkamah Agung memperkuat putusan PengadilgerNéNamun, di tingkat

Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memutuskan baBwéo Guterres tidak

262 Dakwaan No. Reg. Perkara: 11/HAM/Tim-Tim/07/2002. & erdakwa M. Noer Muis.

%3 Lihat Perkara dengan terdakwa  Eurico  Guterres, udamt No.
04/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST., Pengadilan Ned#ak Asasi Manusia Ad Hoc (2002).

%4 Lihat Perkara dengan terdakwa  Eurico  Guterres, udamt No.
02/PID.HAM/AD.HOC/2004/PT.DKI, Pengadilan Tinggi Kl&sasi Manusia Ad Hoc (2004).
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dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatarotaiggggota PPl menurut Pasal
42 UU No. 26/2000, dan dengan demikian membebagkatteri segala tuntut&f

4.1.2 Dakwaan dan pembelaan

Eurico dituntut oleh JPU telah terbukti secara dah meyakinkan menurut
hukum bersalah bertanggung jawab sebagai seoranginain atas tindak pidana
Pelanggaran HAM Yang Berat berupa Kejahatan Tegh&®ananusiaan. Di dalam
dakwaan pertama Eurico didakwa melanggar Pasalyd®(a) a dan b jis pasal 7
huruf b, pasal 9 huruf a dan pasal 37 Undang-Und\orgor 26 tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi ManusidJJ No. 26/2000) dan di dalam dakwaan yang ke
dua ia didakwa melanggar Pasal 42 ayat (2) a desnBasal 7 huruf b, pasal 9 huruf
h dan pasal 37 UU No. 26/2000. Pasal 42 ayat ()Libgi demikian®®

“(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lgayrbertanggung jawab
secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi mapasg berat yang
dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah dsalan dan
pengendaliannya yang efektif, karena atasan terseidlak melakukan
pengendalian terhadap bawahannya secara patuedan lgakni :

a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadgalmagmn informasi
yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedelagukan atau baru
saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yaat dan

b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yapgklalan diperlukan
dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atenghentikan
perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya &epmjabat yang
berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidildan penuntutah

Di dalam dakwaannya, Penuntut menyatakan bahwa c&umalam
kedudukannya selaku atasan dan wakil panglima kgdbyang menamakan dirinya

PPl dan atas Atasan / Komandan Kelompok Aitarakiabhggung jawab secara
pidana terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan belkahannya yang berada di

%5 Lihat Perkara dengan terdakwa Eurico Guterres, ufamt No. 34
PK/PID.HAM/AD.HOC/2007., Mahkamah Agung Republildbmesia (2007).

%8 |ndonesia,Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusid No. 26 tahun
2000, LN No. 208 tahun 2000, TLN No. 4026, Pasahyat (2).
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dalam kekuaaan dan pengedaliannya yang efék&furico didakwa tidak melakukan
pengendalian terhadap bawahannya secara patutesean mengetahui atau secara
sadar mengabaikan informasi yang secara jelas medkam bahwa bawahannya
sedang melakukan atau baru saja melakukan melakgtanggaran HAM berat, dan
tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukdalam ruang lingkup
kewenangannya untuk mencegah atau menghentikanugtarb tersebut atau
menyerahkan pelakunya yang berada di bawah kekuasampengendaliannya yang
efektif kepada pejabat yang berwenang untuk dilakugenyelidikan, penyidikan,
dan penuntutaft®

Berkenaan dengan dakwaan pertama yaitu pelangddfdi berat berupa
kejahatan terhadap kemanusiaan berupa Pembunutarherdalil bahwa pada hari
sabtu tanggal 17 April 1999 sekitar Pukul 09.00 Widilaksanakan Apel Akbar
peresmian Pam Swakardangan dihadiri antara lain oleh Abilio Jose Os&uares
(Gubernur Kepala Daerah Tk. | Propinsi timor TimuDpominggus Soares (Bupati
Kepala Daerah Tk. Il Kabupaten Dilli), Mathius M&Walikota Dilli), Joao Da Silva
Soares (Panglima PPI dan juga Pimpinan kelompokitiat), Terdakwa (selaku
wakil panglima PPI dan juga Komandan Aitarak) Jdseenes (anggota kelompok
Aitarak) telah datang dan berkumpul di depan kar@aibernur Kepala Daerah
Propinsi Timor Timur, anggota masyarakat Timor Tirdari beberapa daerah antara
lain massa besi merah putih dari Maubara Kabuplagunsa) Kelompok Halilintar
dari Kabupaten Aemerah, Kelompok Aitarak dari Kadtep / Kodya Dilli, dengan
membawa bermacam-macam senjata berupa panah, topdrakg, golok, senjata
penikam, senjata penusuk, senjata api dan senjagkigan. Pada upacara tersebut
Eurico yang mengetahui bahwa anak buahnya (pasateankelompok aitarak dan
pasukan pejuang integrasi dalam keadaan dilengkapsenjataan dan sedang
menaruh rasa tidak senang dengan kelompok pro kiekesn) telah menyampaikan

pidatonya kepada anak buahnya tersebut dengark&&taantara lain bahwa semua

%7 Dakwaan No. Reg. Perkara: 08/HAM/Tim-Tim/05/2002. & erdakwa Eurico Guterres.

%8 pid.
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pimpinan CNRT, orang-orang yang pro kemerdaan, shdilabiskan dan dibunuh
beserta Manuel Viegas, keluarga Carrascalao, Ledssac, David Diaz Ximené&’
Selanjutnya setelah mendengar pidato dari terdapada apel akbar di depan
halaman kantor gubernur tersebut, massa yangitdedirpasukan kelompok Aitarak,
PPI setelah bubar dari apel akbar pergi mendatdagimenyerrang rumah Manuel
Viegas Carrascalao yang saat itu sedang dihuni laleding lebih 136 (seratus tiga
puluh enam) orang pengungsi dari saksi Leandroc/ssedangkan Eurictidak
berusaha mencegah dan melarang massa yang berbdaati komando / perintah
atau kendalinya tersebut untuk mendatangi dan mengerumah Manuel Viegas
Carrascalao, dan rumah Leandro Issac. Akibatnyaodghg meninggal dunia
diantaranya adalah Mario Manuel Carrascalao.

Menurut JPU, Eurico sebagai atasan dari kelompodr&k dan wakil panglima
atau atasan PPl yang mampu mengendalikan bawahatelgh mengetahui
bawahannya yaitu kelompok aitarak dan pasukan pejurdegrasi menaruh perasaan
tidak senang dan hendak melakukan serangan bemmbupuhan terhadap massa
yang berada di rumah Manuel viegas Carrascalao matidak mengambil tindakan
yang layak dan diperlukan yaitu mencegah dan meindpadvahannya tersebut agar
tidak melakukan terebut atau tidak menyerahkankpala yaitu pasukan atau
kelompok aitarak dan pasukan pejuang integrasi ymrgda di bawah kekuasaan
atau pengendaliannya yang efektif kepada pejabag arwenang untuk melakukan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Denganiklem Eurico melanggar Pasal
42 ayat (2) huruf a dan b UU No. 26/2G39.

Atas kejadian tersebut, JPU juga mendakwa Euri@h tbertanggungjawab
atas pelanggaran HAM berat berupa kejahatan tephdaananusiaan berupa
penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu peakumpulan yang didasari

persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnisyhudgama, jenis kelamin, atau

9 bid.

#%bid.
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alasan lairf/* Eurico yang merupakan atasan dari kelompok Aita@k atau wakil
penglima pejuang integarasi yang mampu mengendalikawahannya telah
mengetahui bawahnnya yaitu kelompok Aitarak danukas Pejuang Integrasi
menaruh perasaan tidak senang dan hendak melakskeaangan berupa
penganiayaan terhadap massa yang berada di runralieMdegas Carrascalao atau
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenamgk dilakukan
penyelidikan. Akibat dari serangan yang dilakukh@ara bawahan Eurico, Victor
Dos Santos (Apin) mengenai luka di tangan kiri gaintengahnya atau bagaian lain
dari tubuhnya, Alfredo Sanches mengalami lukantiki puggung kiri belakang dan
jari kakinya atau bagian lain dari tubuhnya, daoriftlo De Jesus mengalami luka
bacok pada tangan kiri dan kanan, luka tembak gada telinga kanan atau bagian
lain dari tubuhny&’?

4.1.3Putusan dan Pertimbangan Hakim

1. Hubungan pimpinan — bawahan

Sebelum mempertimbangkan apakah Eurico merupakapinan para pelaku
tindak pidana, majelis hakim Pengadilan HAM Ad Hpada Pengadilan HAM
Jakarta Pusat terlebih dahulu mempertimbangkanatpa&orang atasan sipil dapat
bertanggung jawab secara pidaffaDi dalam pertimbangannya majelis hakim
menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab pimpinankdhkan oleh statuta dan
praktik internasional di dalam Pengadilan Nurembgag Tokyd’’* Sumber-sumber
hukum internasional tersebut menunjukkan bahwaktitenya atasan militer saja

yang harus bertanggungjawab melainkan juga atasamiliter?>’> Menurut majelis,

271 |pid.
272 |piq.

2’3 Lihat Perkara dengan terdakwa  Eurico  Guterres, udamt No.
04/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST., Pengadilan Nedtak Asasi Manusia Ad Hoc (2002).

27%bid, hal. 126.

275 bid, hal. 129, 130.
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Eurico diajukan ke muka persidangan dalam kedudwkarsebagai eks Wakil
Panglima PPI dan atau juga sebagai Komandan Ajtatald dengan perkataan lain ia
dijadikan sebagai terdakwa dalam kedudukannya selbdgsan atau pimpinan suatu
organisasi. PPl merupakan suatu organisasi wapgh b®@rsenjata yang berjuang
melawan Fretilin dan dapat dikatakan sebagai surgianisasi informad’®

Sebagai unsur pimpinan PPl dalam kedudukannya aebadyil Panglima PPI
Eurico terbukti mempunyai kewenangan keluar maukedalam organisasi yang
dipimpinnya. Hal ini terlihat salah satunya daridtangan para saksi dan diakui oleh
Eurico sendiri bahwa ia adalah Komandan Pasukaaradtdan mempunyai anggota
di seluruh Desa di Dili dan Wakil Panglima PPl yangrupakan unsur pimpinan
yang membawahi kelompok-kelompok Pro Integrasi e@lursih wilayah Timor-
Timur?’’ Majelis hakim juga menyatakan bahwa instruksi dkved ditaati oleh
bawahannya seperti terlihat dari tindakan para lRasWAitarak menyekat-nyekat
jalan dan menjaganya secara bergerombol denganuthakencegah bentrokan
sesuai instruksi Euricd® Selanjutnya, Eurico juga mengangkat para KepalsaDe
sebagai Kepala Aitarak di desa-desa untuk memudalyka memberi perintah,
instruksi pada bawahannya dan menerima laporannggdhi memudahkan ia
memperoleh informasi dan dengan mudah mengetahapdesjadian di daerah dari
laporan anak buahnya. Eurico juga mengaku ia daeagendalikan secara efektif
anggota-anggotanya kecuali satu orang Kepala DaasoAyang pernah ditegur oleh
Eurico yang merupakan bukti bahwa selain ia dapamemnintah, mengatur, dan
perintahnya ditaati oleh anggotanya ia pun dapanimdaek, mengatur dan
perintahnya ditaati oleh anggotarfya.

Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan bahweh dtarena Eurico

memahami arti makna pentingnya kedudukan sebagaamatatau pimpinan yaitu

278 |bid, hal. 131.
2 bid, hal. 106.
2781bjid, hal. 107.

9 bid.

Universitas Indonesia

Perbandingan penerapan ..., Tracy Tania, FH Ul, 2011



100

selaku unsur pimpinan PPI yaitu dalam kedudukanssiagai wakil Panglima,
maupun kedudukannya sebagai Komandan Aitarak, yaamgpunyai bawahan atau
anak buah, mempunyai kewenangan untuk memerintalpuma mengendalikan
secara efektif terhadap anak buah atau bawahatunyaaupun kewenangan untuk
menindak bawahannya sebagai organisasi informaicd&unerupakan atasan sipil
yang memiliki kewenangan yang diakui secdm facto maupunde jure?®° Oleh
karena itu, unsur atasan sipil mampu bertanggunglasecara pidana menurut
majelis telah terpenufif*

Selanjutnya, menurut majelis hakim, Eurico juga mpenyai kekuasaan untuk
melakukan pengendalian secara efektif kepada peygota PPl dan Aitarak. Majelis
Hakim menyatakan bahwa kelompok penyerang adalafalzn Eurico dan Eurico
selaku pimpinan PPl dan Komandan Aitarak mempupgaigaruh besar terhadap
bawahannya itu dan karenanya mampu mengendalikaahaanya. Majelis hakim
di dalam pertimbangannya beberapa kali menekargartg pengaruh yang dimiliki
oleh Eurico terhadap Kelompok Pro Integrasi darardit yang melakukan tindak
pidana yang didakwakan. Di dalam salah satu peaimgannya majelis hakim
menyatakarf®?

“...sedangkan menurut saksi Marcellino Terdakwdakd®okoh Pemuda
yang besar pengaruhnya terhadap anak buahnya mawgmyarakat, instruksi,
dan perintah Terdakwa ditaati oleh anak buahnyaksedtasan atau Komandan
Aitarak, keterangan saksi ini pun dibenarkan olerd@kwa...Menimbang,
bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai pengaruh gakgp besar dalam
Kelompok Pro Integrasi, maka tidak mengherankana bpidatonya
menimbulkan pengaruh pada emosi ribuan massa aespel yang sebagian
besar adalah bersenjata...”

Dengan demikian, menurut majelis hakim karena Buriclak menggunakan

pengaruhnya yang besar atau kewenangan yang ledakn $£anglima PPI, ia telah

280 pid, hal. 135.
281 |hid.

282pid, hal. 108.
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membiarkan ancaman yang nyata untuk membunuh pagupgsi oleh bawahannya
atau anak buahnya itu, sehingga dapat pula ia gangtidak melakukan
pengendalian yang efektif secara patut dan b&nar.

Mahkamah Agung pada proses Peninjauan Kembali d&nynempunyai
pendirian yang berbeda dengan Pengadilan Ad Hoc HAMnurut Mahkamah
Agung, Eurico tidak dapat dikategorikan sebagaatasipil. Menurut majelis hakim,
agar seorang atasan sipil memiliki otorithes factodapat dipersalahkan melakukan
omisi, tingkatan atau kadaddgre@ otoritas-nya haruslah sama dengan otoritas yang
dimiliki atasan militer, yaitu, antara lain, dapaenghukum bawahannya, terdapat
rantai hierarki pimpinan atawhain of commaridyang jelas, adanya kewenangan
mengeluarkan perintah-perintah yang dipatuhi oleBakuannya, dan kemampuan
untuk mengcegah dan menghukum bawahaf#ydamun, selama persidangan tidak
dapat dibuktikan bahwa Eurico sebagai seorang rataspil yang memilki
pengendalian efektif (nyata-nyata) untuk mencedgah amenghentikan para pelaku
yang melakukan penyerangan dan menghukum paraupskgberti yang dimiliki
POLRI/TNI 2

2. Pimpinan tahu atau secara sadar mengabaikan informs yang

secara jelas menunjukkan tindakan pidana yanq dilakkkan oleh

bawahannya
Menurut majelis hakim Pengadilan HAM Ad Hoc, petiger “mengetahui”

atau “secara sadar mengabaikan informasi” mengandosur-unsur bahwa adanya
pengetahuian yang aktual yang dapat diketahui lm&di-bukti yang langsung atau
karena keadaan pada waktu itu seharusnya diketamtuk atasan sipil perlu

dibuktikkan bahwa informasi itu jelas mengandungik@ yang signifikan bahwa

283 |pid, hal. 142.

284 Lihat Perkara dengan terdakwa Eurico Guterres, udamt No. 34
PK/PID.HAM/AD.HOC/2007., Mahkamah Agung Republildbnesia (2007), hal. 37.

25 |bid.
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sedang melakukan atau akan melakukan pelanggarad; HA&formasi tersebut
memang dapat diperoleh oleh atasan; dan atasanetabng bahwa ada informasi
tersebut, tetapi gagal untuk menentukan kategorifarmasi tersebut.

Di dalam kasus ini Eurico terbukti merupakan orayeng mempunyai
pengaruh besar dalam kedudukannya sebagai Wakglil@n PPl dan Komandan
Pasukan Aitarak terhadap bawahannya, berpidatadhgan ribuan massa pada saat
apel di halaman Gubernur Timor-Timur pada tanggal April 1999%%® Pidato
tersebut membangkitkan emosi massa untuk membunahg ymerupakan
pelampiasan dendam terhadap warga sipil anti iasggakan tetapi ia selaku atasan
atau unsur pemimpin dari kelompok Pro Integrasigyamengetahui secara sadar
adanya emosi massa untuk membunuh atau setiddkyialanemperoleh informasi
secara langsung dari teriakan para peserta “buoobH3 setelah mendengar

pidatonya.?®” Majelis hakim menyatakaft®

“Menimbang, bahwa telah terjadi perobahan emosi ilaku peserta apel
akbar setelah mendengar pidato terdakwa yang digamésa dengan yel-yel
bunuh-bunuh, yang disertai dengan tembakan dajatsemakitan sebagian
peserta apel semakin meningkatkan agresivitas nus$ak mewujudkan

niatnya melakukan pembunuhan terhadap kelompokkpmerdekaan, yang
kesemuanya itu patut diketahui oleh Terdakwa...lsaldengan demikian

Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secamdas mengabaikan
informasi yang secara langsung dia peroleh, yaitanga eskalasi agresivitas
masa peserta apel akbar untuk melakukan penyerdededap kelompok pro
kemerdekaan, khususnya terhadap para pengungsibgtigdung di rumah

Manuel Carascalab.

Dengan demikian majelis hakim memutuskan bahwahaiekondisi yang ada pada
saat pidatonya, Eurico mengetahui atau sepatutrgyayetahui bahwa para pejuang

PPI dan anggota Aitarak akan melakukan pembunuliapenganiayaan yang terjadi

di rumah Manuel.

25 pid, hal. 109, 142.
287 |bid.

288 pid, hal. 142.
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3. Pimpinan tidak melakukan tindakan yang diperlukan dan

wajar untuk mencegah tindak pidana atau menghukum plaku

tindak pidana tersebut

Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc di dalam sak#tu pertimbangannya
menyatakan bahwa sebagian Kelompok Pro Integrasikeiompok Aitarak yang
adalah anak buah Pasukan Eurico dan anggota kekoBi\& yang terpengaruh oleh
pidato Terdakwa dengan sengaja melakukan penyardagsadap penduduk sipil di
rumah Manuel Viegas Carrascalao yang menyebabk@iaseorang sipil meninggal

dunia dan tiga orang luka-luk. Kemudian majelis ya¢akan bahwa:

“Dengan demikian, terbukti dari adanya fakta teusedmlanya kesalahan anak
buah Terdakwa yaitu kelompok Aitarak maupun keloknB®| yaitu kelompok
BMP yang merupakan binaan Terdakwa, dan Terdaksek tberusaha untuk
mencegah atau gagal mencegah perbuatan yang dilakolleh anak buah
binaannya itu, sehingga timbil korban jiwa yang imagupun luka-luka,
sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkafrakesayang dilakukan
oleh anak buahnya itu.”
Menurut majelis, Eurico setidak-tidaknya membiarkzera anggota Aitarak dan
anggota Besi Merah Putih yang terbakar emosinyakumembunuh kelompok anti
integrasi yang diwujudkan dalam penyerangan teghadiéanuel Carascalao,
sedangkan ia memiliki kemampuan untuk mengendalikdem mencegah

bawahanny&®®

4.1.4Kajian terhadap penerapan konsep pertanggungjawabamimpinan

1. Hubungan pimpinan — bawahan

Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatdi@mva seorang
pimpinan sipil dapat juga dikenai pertanggungjawapanpinan, asal ia memiliki
otoritas de factoyang kadar otoritas nya sama dengan yang dimili&h atasan

militer. Hal ini sesuai dengan pendirian ICTY da&TR sebagaimana terlihat di

289 |pid, hal. 144.
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dalam putusan mereka di dalam kasus Celebici daydsk. Kedua putusan tersebut
memperlihatkan bahwa konsep pertanggungjawabanimampidak hanya diterapkan
untuk pimpinan militer tetapi juga untuk pimpinapils Akayesu didakwa oleh ICTR
di dalam kapasitasnya sebagai seorangrgmestreyang bukan merupakan jabatan
militer dan ICTY dengan tegas di dalam putusannynyatakan bahwa konsep
pertanggungjawaban pimpinan tidak hanya berlaku bagpinan militer namun
pimpinan sipil. Hal ini kembali ditegaskan di dal&tatuta Roma yang dengan jelas
memberikan pengaturan yang berbeda antara pimpiiliaer dan pimpinan sipif®°

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Eurico tidak déiRategorikan sebagai
atasan sipil di dalam kasus ini karena ia tidalatferdalanthain of commandan
memiliki pengendalian efektif (nyata-nyata) untukmoegah atau menghentikan para
pelaku yang melakukan penyerangan dan menghukuim pelaku seperti yang
dimiliki POLRI/TNI. Penulis tidak setuju dengan peitbangan Mahkamah Agung
dalam hal ini. Melihat putusan pengadilan bandingsus Celebici, hal ini
bertentangan dengan hukum internasional yang adwenai hal ini. Pengadilan
tingkat banding berkaitan dengan hal ini menyataiarsebagai berikit*

“Examining the actual findings of the Trial Chamhbar the issuejt is
therefore far from apparent that it found that the doctrine of superior
responsibility requires the perpetrator to be part of a subordinate unit in a
direct chain of command under the superior; nor is such a result a
necessary implication of its findings. This seems to have been implicitly
recognised by the Prosecution in its oral submission this ground of appeal
at the hearing. The Appeals Chamber regards thal ®hamber as having
recognised the possibility of both indirect as wal direct relationships
subordination and agrees that this may be the cast#h the proviso that
effective control must always be establishégs.indicated above, the Appeals
Chamber considers that the Trial Chamber essewtegbplied the correct test
— whether Delic exercised effective control in hgvthe material ability to
prevent or punish crimes committed by subordinatesddid not require

20 pgsal 28 Statuta Roma.

291 Celebicj Appeal Judgment, par. 252, 305
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him to have a formalised position in a direct chain of command over the
subordinates.”

Menurut ICTY, seseorang dapat dikategorikan sebaganimpin baik di dalam
konsep tirect subordinatioh yang ditandai dengan adannygirect chain of
commandmaupun dalam konsegntlirect subordinatioh Menurut ICTY, di dalam
konsep yang manapun, yang penting dalam membuktikdanya hubungan
pimpinan-bawahan adalah adanya kendali yang efgdti§ dimiliki oleh pemimpin
terhadap bawahannya. Hal ini terlihat di dalam parulCTY di dalam kasus Celebici
yang berbunyf®?

“While it is, therefore, the Trial Chamber’s conatusthat a superior,
whether military or civilian, may be held liable der the principle of
superior responsibility on the basis of his de dapbsition of authoritythe
fundamental considerations underlying the imposition of such responsibility
must be bornein mind. The doctrine of command responsibility is ultimately
predicated upon the power of the superior to control the acts of his
subordinates. A duty is placedupon the superior to exercise plower so as
to prevent and repress the crimes committed byshlisordinates, and a
failure by him to do so in a diligent manner is séoned by the imposition of
individual criminal responsibility in accordance twi the doctrine.
Accordingly, it is the Trial Chamber’s view that, erder for the principle of
superior responsibility to be applicabli¢,is necessary that the superior have
effective control over the persons committing the underlying violations of
international humanitarian law, in the sense of having the material ability to
prevent and punish the commission of these offeMdéh the caveat that
such authority can have a de facto as well as gude character, the Trial
Chamber accordingly shares the view expressed bylriternational Law
Commission thathe doctrine of superior responsibility extends to civilian
superiors only to the extent that they exercise a degree of control over their
subordinates which is similar to that of military commanders’

Jika diperhatikan secara seksama, pernyataan yaongtwleh ICTY di dalam

kasus Celebici adalah bahwdetree of contrdlyang dimiliki oleh pimpinan sipil

292 Celebici, Trial Judgment, par. 377.
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harus sama dengan yang dimiliki oleh seorang koarandiliter. Membaca
pernyataannya secara keseluruhaontrol’ yang dimaksud oleh ICTY disini adalah
“effective control in the sense of having materiality to prevent and punish the
commissionof these offencé$®® Dengan demikian, bukan bentuk kendali nya yang
harus sama dalam hal seorang pimpinan sipil dapeigdap bertanggungjawab.
Tidak perlu seorang pimpinan sipil mempunyai kewgaa yang sama dengan yang
dimiliki TNl atau POLRI dalam mencegah atau menghukseorang bawahan.
Namun, yang penting adalah apakah pimpinan tersebuitiliki kendali yang efektif
atau tidak terhadap bawahannya.

Melihat fakta-fakta hukum yang terbukti selama pnsgan, Eurico adalah
wakil Panglima PPl dan atasan Aitarak. Perintaimpeinya didengarkan oleh para
pejuang PPl dan anggota Aitarak. Selain itu, iaajuogempunyai wewenang untuk
mengangkat seseorang dalam jabatannya seperhiatedalam hal ia mengangkat
kepala desa. Hal ini memperlihatkan bahwa ia m&niitnaterial ability to prevent
and punish the commission of offeric&3leh karena itu, menurut penulis, putusan
Mahkamah Agung di dalam hal ini bertentangan derkgasep pertanggungjawaban
pimpinan yang diterapkan di dalam hukum internasiokhusunya putusan ICTY di
dalam kasus Celebici. Hal ini agak ironis mengidahkamah Agung merujuk pada
putusan ICTY di dalam kasus Celebici dalam memuatudlahwa Eurico tidak dapat

dikategorikan sebagai atasan sfpfl.

2. Pimpinan tahu atau secara sadar mengabaikan informs yang

secara jelas menunjukkan tindak pidana yang dilakulan oleh

bawahannya
Pada pertimbangan majelis hakim Pengadilan Neg&kl tAd Hoc, elemen ini

dinyatakan telah terbukti karena menurut majelikirhna Eurico telah secara sadar

293 |pid, par. 378.

294 perkara dengan terdakwa Eurico Guterres, Putusar84 PK/PID.HAM/AD.HOC/2007.,
Mahkamah Agung Republik Indonesia (2007) hal. 37.
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mengabaikan informasi yang secara langsung dialgtergaitu adanya eskalasi
agresivitas masa peserta apel akbar untuk melakyl@myerangan terhadap
kelompok pro kemerdekaan, khususnya terhadap gargupgsi yang berlindung di
rumah Manuel Carascalao. Dengan demikian, menuajelis hakim Eurico pada
saat itu sebenarnya tahu bahwa para kelompok prekkekaan akan melakukan
pembunuhan dan penganiyaan terhadap para penglingsiah Manuel Carascalao
namum mengabaikan hal tersebut.

ICTY dan ICTR di dalam statuta mereka serta kasekelici dan Akayesu
menetapkan standar mens rea yang diperlukan uetriarsg pemimpin untuk dapat
bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin adpéddila ia “knew or had reason
to know. Standar had reason to knoiwmempunyai makna bahwa seorang
pemimpin akan bertanggung jawab secara pidanaagikainformasi yang tersedia
baginya yang dapat membuatnya mendapatkan penmg&tn tindak pidana yang
dilakukan oleh bawahannya. ICTY di dalam putusamdbay kasus Celebici
menyatakari®>

“The phrase, “had reason to know”, is not as cleameaning as that of “had
information enabling them to conclude”, althougimay be taken as effectively
having a similar meaning. The latter standard isrenexplicit, and its rationale
is plain: failure to conclude, or conduct additidnaquiry, in spite of alarming
information constitutes knowledge of subordinaferafes. Failure to act when
required to act with such knowledge is the basisaftributing liability in this
category of casé.

Pasal 42 ayat (2) di lain pihak memberikan staiydag hampir sama dengan
yang diberikan oleh ICTY dan ICTR yaitu bahwa atatarsebut mengetahui atau
secara sadar mengabaikan informasi yang secasan@aunjukkan bahwa bawahan
sedang melakukan atau baru saja melakukan pelamgdek asasi manusia yang
berat. Perbedaan terletak di bagian “bahwa bawsédang melakukan atau baru saja
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang pdratana Pasal 7 (3) Statuta

ICTY dan Pasal 6 (3) Statuta ICTR menetapkan hapyaerbeda yaituthat the

29 Celebici,Appeal Judgment, par. 232.
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subordinate was about to commit such acts or hatedn” Dapat kita lihat di sini
bahwa terjemahan di dalam Pasal 42 ayat (2) UU28(2000 kurang tepat karena
kata-kata about to commit diartikan sebagai “baru saja melakukan” yang gela
maknanya sangat berbeda.

Pertimbangan majelis hakim di dalam putusannya laiebahwa elemen ini
telah terbukti di dalam perkasa Eurico. Hal iniaténakan menurut fakta hukum
yang ada, pada saat pidato, Eurico mengetahui adketjdaksepahaman antara
kelompok pro-integrasi dan anti-integrasi. Mengetahal tersebut, Eurico malah
menyulut amarah para pejuang PPl dan anggota Aitanatuk melakukan
pembunuhan atau setidaknya tindak kekerasan teyhda kelompok anti-integrasi.
Hal ini jelas terlihat dari kondisi dan situasi gaada pada saat itu dimana mereka
berteriak yel-yel yang berbau kekerasan pada ddat aidato Eurico. Namun,
dihadapkan dengan situasi tersebut, Eurico malalmgatmikannya dan tidak
melakukan apapun. la tahu bahwa ada ekskalasi Bngae anggota PPl dan
Aitarak. la tahu bahwa mereka berteriak yel-yeluhtbunuh. Ia juga menyaksikan
mereka menuju rumah Manuel Carascalao. Namun, rtemgehal-hal ini, Eurico
mengabaikan kesemuanya itu.

Berpanduan pada standamens rea yang ditetapkan menurut hukum
internasional oleh ICTY, ICTR, serta ICC, majeliskim telah benar menerapkan
elemen kedua di dalam putusannya. Hal ini dikarenaEurico telah mengabaikan
informasi bahwa bawahannya akan melakukan tindd&nai. Eurico jelas berada di
lokasi kejadian dan melihat kronologis penyerangehingga ia tidak memiliki
alasan tidak tahu bahwa bawahannya akan menyeeagkplompok pro integrasi.
Paling tidak ia telah gagal untuk mengambil langkatgkah untuk mencari tahu
apakah bawahannya akan melakukan tindak pidanaebtdrskarena fakta
menunjukkan bahwa ia tidak melakukan apapun.

Namun, ironisnya jika kita merujuk paa pengaturasdP 42 ayat (2) dari UU
No. 26/2000, penerapan majelis hakim menjadi kutapgt. Inti dakwaan dari JPU
adalah bahwa Eurico mengetahui ekskalasi agresivitassa namun ia tidak

melakukan apapun dan mengabaikan fakta tersebwsiniDierlihat bahwa JPU
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mempunyai ekspetasi bahwa Eurico melakukan suatakan yang dapat mencegah
penyerangan pada saat itu pasca pidato. Namunnihjaistru tidak sesuai dengan
pengaturan Pasal 42. Hal in dikarenakan Pasal 42 @y tidak berlaku untuk
kejadian dimana seseorang mengetahui bahwa bawahakanmelakukan tindak

pidana, melainkan hanya jika bawahannya baru daja t@lahmelakukan tindak

pidana. Berpedoman pada Pasal 42, maka penerapesepk@ertanggungjawaban
piminan di dalam kasus ini tidak sesuai dengan g@emgnnya di dalam hukum

Indonesia.

3. Pimpinan tidak melakukan tindakan yang diperlukan dan

wajar untuk mencegah tindak pidana atau menghukum plaku

tindak pidana tersebut

Seorang pimpinan mempunyai kewajiban hukum untukgambil tindakan
yang diperlukan dan wajar untuk mencegah dilaku&amydak pidana oleh
bawahannya, atau jika tindak pidana tersebut sudédékukan maka untuk
menghukum pelakunya. Kewajiban ini hanya terbatasikuhal-hal yang mungkin
untuk dilakukan di bawah kekuasaan seorang pimpid@mnsangat bergantung pada
keadaan di setiap kasus (kasuisti8).Di dalam putusannya, majelis hakim
Pengadilan Negeri HAM Ad Hoc memutuskan bahwa Butétah gagal mengambil
tindakan yang perlu dan wajar untuk mencegah pal@arpok pro-integrasi untuk
melakukan kekerasan terhadap para kelompok aeggiasi walaupun ia mengetahui
hal tersebut, karena dirinya sendiri hadir pad gaatitengah-tengah mereka.

Pertimbangan ini sudah benar dan sesuai denganrapane konsep
pertanggungjawaban pimpinan menurut hukum inteonasi Sebagai seseorang yang
perintahnya didengarkan oleh para pejuang PPl dggoda aitarak yang berada di
dalam kerumunan massa saat itu, Eurico dapat metmlekan mereka untuk
menghindari tindak kekerasan terhadap kelompok-iat@grasi. Namun, tidak

demikian keadaannya. Eurico tinggal diam dan merkbramereka menyerbu rumah

29 Celebici, Trial Judgment, par. 394.

Universitas Indonesia

Perbandingan penerapan ..., Tracy Tania, FH Ul, 2011



110

Manuel Carascalao dan membunuh serta melukai Ebeengungsi di sana. Eurico
tidak dapat berdalil bahwa situasi pada saat daktimemungkinkan dirinya untuk
menghentikan para massa. Hal ini karena tidak al#id batupun bahwa ia pernah
mencoba untuk melakukan hal itu dengan memerintaltkareka atau mencoba
meredam amarah para bawahannya. Hal ini menunjukkgaimana Eurico gagal

mencegah pembunuhan dan penganiayaan yang tedibldih.

4.2. Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan di dam Kasus M.

Noer Muis

4.2.11 atar belakang kasus

M. Noer Muis (‘Noer Muis”) dilahirkan di Kuala Simpang, Aceh pada tanggal
22 Agustus 1953. la merupakan Komandan Resortevlili64 Wira Dharma Timor
Timur, pada kurun waktu tanggal 13 Agustus 1999msamengan tanggal 30 Maret
2000 dan membawahi 13 Kodim. la ditugaskan di T#homur pada masa jajak
pendapatdi tahun 1999 untuk mensukseskan jajakapabdiengan berkoordinasi
dengan unsur—unsur keamanan, unsur—unsur Pemdangan-unsur lainnya baik
dari pemerintah Indonesia maupun institusi inteomed lainnya yang ada di Timor
Timur.

Noer Muis didakwa oleh JPU telah melakukan kejahtgghadap kemanusiaan
pada tanggal 4 Juli 2062’ 1a diputus bersalah oleh Pengadilan HAM Ad Hocgpad
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No.
12/PID.HAM.AD.HOC/2002/PN.JKT.PST tanggal 12 Ma2€i03 dengan hukuman
pidana penjara 5 tahdf Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoada
Pengadilan Tinggi Jakarta di dalam Putusan No.
03/PID.HAM/AD.HOC/2003/PT.DKI tanggal 29 Juli 200#hembatalkan putusan
Pengadilan HAM Ad Hoc tanggal 12 Maret 2003 dan ya&akan bahwa Noer Muis

297 | ihat Dakwaan No. Reg. Perkara: 11/HAM/Tim-Tim/B302 a.n. Terdakwa M. Noer Muis.

2% Lihat Perkara  dengan  terdakwa  Noer  Muis, Putusan No.
12/PID.HAM.AD.HOC/2002/PN.JKT.PST., Pengadilan HAMd Hoc pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat (2003).
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tidak terbukti secara sah dan meyakintak bersalalakukan tindak pidana
pelanggaran HAM berat? Putusan Pengadilan Tinggi ini kemudian dikuatkkeh o
Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi di dgtanusannya No. 04
K/PID.HAM.AD HOC/2003 pada tanggal 13 Maret 2006alaupun terdapat
perbedaan pendapat di antara para anggota magddis fseperti akan diuraikan di

bawah3®

4.2.2Dakwaan dan Pembelaan

Di dalam dakwaannya, JPU menyatakan bahwa Noer,Malaku komandan
Resort Militer 164 Wira Dharma Timor-Timu, tidak kakukan tindakan yang layak
dan diperlukan di dalam ruang lingkup kekuasaanyduku mencegah atau
menghentikan perbuatan pasukan yang berada di blewvaando dan pengendalian
ekfektifnya, melakukan kejahatan terhadap kemaaaosiaalaupun ia mengetahui
atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya ntendethtersebut®®* Noer Muis
didakwa telah melanggar Pasal 42 ayat (1) hur#naldjo. Pasal 7 huruf b jo. Pasal
9 huruf a jo. Pasal 37 UU No. 26/2000 dan melanggaial 42 ayat (1) huruf a dan b
jo. Pasal 7 huruf b jo. Pasal 9 huruf h jo. PaaU® No. 26/2000. Pasal 42 UU No.
26/2000 mengatur mengenai pertanggungjawaban pampiberbunyi sebagai

berikut3°?

29 Lihat Perkara dengan  terdakwa  Noer  Muis, Putusan No.
03/PID.HAM/AD.HOC/2003/PT.DKI., Pengadilan TinggiA1 Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi
Jakarta Pusat (2004).

3% Lihat Perkara dengan terdakwa Noer Muis, Putusan(¥ K/PID.HAM.AD HOC/2005.,
Mahkamah Agung Republik Indonesia (2005), di daRmtusan Kasasi Perkara Noer Muis, Hakim
Pembaca |, Dr. H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 3HC.CJ., Pembaca Il, H.T. Boestomi, SH., dan
Pembaca lll, H. Dirwoto, SH., berpendirian bahwanetn-elemen pertanggungjawaban pimpinan di
dalam kasus ini tidak terpenuhi. Sedangkan, Ketzgehld, H. Parman Soeparman, SH., MH. dan
Hakim Pembaca IV, Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo,, $HM, mempunyai perbedaan pendapat
(dissenting opiniondan menyatakan bahwa elemen-elemen pertangguaiggeapimpinan di dalam
kasus ini telah terbukti.

301 pakwaan No. Reg. Perkara: 11/HAM/Tim-Tim/07/2008. & erdakwa M. Noer Muis, hal.
392 |ndonesia,Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusid No. 26 tahun

2000, LN No. 208 tahun 2000, TLN No. 4026, Pasahyi& (1).
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“(1) Komandan militer atau seseorang yang secaektiEfbertindak
sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabdadap tindak pidana
yang berada di dalam vyurisdiksi Pengadilan HAM, gyatilakukan oleh
pasukan yang berada di bawah komando dan pengamudi yang efekiif,
atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yektif efan tindak pidana
tersebut merupakan akibat dan tidak dilakukan pahgean pasukan secara
patut, yaitu :

a. komandan militer atau seseorang tersebut méngettau atas dasar
keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa paseksebut sedang
melakukan atau baru saja melakukan pelanggaraadask manusia yang berat;
dan

b. komandan militer atau seseorang tersebut tidalkakukan tindakan
yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekaanya untuk mencegah
atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerap&lakunya kepada
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikpanyidikan, dan
penuntutan.”

Menurut JPU, selama kurun waktu antara tanggal §@stus 1999 sampai
dengan tanggal 30 Maret 2000 ia mempunyai tugasokpokvewenang, dan
tanggungjawab membina potensi geografi, demogafi kbndisi sosial diwilayah
untuk menjadi ruang, alat dan kondisi juang selanggampu mendukung sistem
pertahanan di wilayah dalam rangka mendukung sigtertahanan Kodam. Khusus
di Timor-Timur pada pelaksanaan jejak pendapatstudgEn wewenang Noer Muis
adalah mensukseskan jajak pendapat tahun 1999 ldeyk@ordinasi dengan unsur-
unsur kemanan, unsur-unsur Pemda dan unsur labalalari pemerintah Indonesia
maupun Institusi Internasional lainnya yang ada Tdnor-Timur (UNAMET,
CIPPOL, UMNO, UNHCR, ICRC) dalam rangka mensukseskgak Pendapat 1999
dan bertanggungjawab kepada Pangdam IX/UdayanakusdPangkoops dalam
rangka mensukseskan pelaksanaan jajak pendapai sesgan rincian tugas yang
diberikan®

Namun, menurut JPU, Noer Muis gagal melaksanakajastwya sebagai
seorang komandan pada hari Minggu, 5 September, 8988ptember 1999 dan pada
waktu lain di bulan September 1999 pada waktu paswa melakukan penyerangan

93 bid, hal. 2
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di rumah Carlos Filipe Ximenes Belo dan Gereka Katdve Maria Suai. Dakwaan

JPU lengkapnya adalah sebagai beriit:

“...terdakwa M NOER MUIS selaku Komandan Resortiteil 164 Wira
Dharma Timor-Timur atau yang secara efektif bedlndebagai Komandan
Militer dapat di pertanggungjawabkan terhadapaingidana yang berada di
dalam yuridiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan ofedsukan yang berada
di bawah Komando dan pengendaliannya yang efektéra terdakwa selaku
atasan yangmembawahi Kodim Dilli dan Kodim Suaikhgrjajarannya, atau
di bawah kekeuasaan dan pengendaliannya yang fefkekti tindak pidana
tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pedglian pasukan secara
patut yaitu terdakwa M. NOER MUIS selaku Komand&wegort Militer 164
Wira Dharma Tim-Tim, mengetahui atau atas dasarddea saat itu
seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut seddakkan atau baru
saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yanat lyaitu kejahatan
terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai batpanserangan dari
serangan yang meluas atau sistematik yang diketabhi terdakwa bahwa
serangan tersebut ditujukan secara langsung tgyhaeteduduk sipil berupa
pembunuhan dan terdakwa tidak melakukan tindakararaelangsung
terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan dankigeddahwa serangan
tersebut ditujukan secara langsung terhadap peRdusipil berupa
pembunuhan dan terdakwa tidak melakukan tindakang yeyak dan
diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya bailuluimencegah atau
menghentikan perbuatan tersebut sehingga terjagiepangan ke Diosis Dilli
yang mengakibatkan jatuh korban pensusuk sipidaktiidaknya 3 (tiga)
orang atau lebioh meninggal dunia dan pengrusaéda pembakaran rumah
kediaman saksi Mgr CARLOS FLIPE XIMENES BELO (USKWELO)
yang menimbulkan korban penduduk sipil setidakkiid@ (sepuluh) orang
atau lebih meninggal dunia maupun penyerangan kelek Gereja Khatolik
Ave Maria Suai yang menimbulkan korban pendudul sgiidaktidaknya26
(dua puluh enam) orang atau lebih meninggal duniatau
menyerahkanpelakunya kepada pejabat yang berweoatgk dilakukan
penyelidikan danpenuntutan, perbuatan”

Di dalam pembelaannya, Pembela menyatakan bahwamaeini belum
tergambar siapa pelaku materiil yang dikatakanngalmembunuh dan saling

menyerang’® Padahal, ini sangat penting guna menentukan hapungkum antara

%% bid.

305 Eksepsi No. Reg. Perkara: 11/HAM/Tim-Tim/07/2002. & erdakwa M. Noer Muis, hal. 7.
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pelaku materiil dengan para komandan militer atmeat yang dikatakan telah
“membiarkan, memberikan bantuan, ataupun tidak eeinkan para pelaku
materiil”.3°® Dengan demikian menurut Pembela, Noer Muis tidagatl dianggap
bersalah atas segala dakwaan penuntut umum atas @astanggungjawaban

pimpinan.

4.2.3Putusan dan pertimbangan hakim

il.. Hubungan pimpinan - bawahan

Menurut Hakim H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, patagkat kasasi
berpendapat bahwa para pelaku yang terbukti diidzrgan ialah mereka dari
kelompok pro—integrasi dan bukan bawahan Noer Myasg berada dalam
pengendalian efektif. bawahan (para pelaku) dapayathkan berada dalam
pengendalian efektif, antara lain, harus ada rdaaiando dari atasan ke bawahan
yang jelas ¢hain of commany rincian tugas, dan adanya perintah—perintah dari
atasan yang dipatuhi bawahannya, dan kekhawatramya pembangkangan atas
perintah atasan akan mengakibatkan sanksi hukd®hafenurut Beliau hal ini tidak
dapat dibuktikan selama persidangan oleh JPU.

Hakim H.T. Boestomi, selanjutnya mengatakan bahesinkpulan JPU yang
menyatakan “terdapat persamaan pandangan antatkapasIN| serta aparat
pemerintah yang lain dengan pihak pro integrasngeia di lapangan tidak mustahil
terdapat saling kedekatan” adalah pendapat asupts$i yaing tidak terungkap di

persidangan. Beliau mengatakah:

“Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangaiaktiterbukti adanya
pembiayaan, pendanaan ataupun persetujuan TNI dalmbinaan dan
pelatihan pamswakarsa ataupun organisasi—organysag) terkait dengan

3% pid.

307 perkara dengan terdakwa Noer Muis, Putusan No.K@AD.HAM.AD HOC/2005.,
Mahkamah Agung Republik Indonesia (200%)I. 19.

308 pid, hal. 20-21.
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kelompok pejuang pro integrasi. Terkumpulnya senjakitan dari kelompok

pro integrasi saat diadakan sweeping oleh POLRITddinadalahatas kemauan

dan kesadaran kelompok pro integrasi untuk mentasiratpenegak hukum,

tidak sebagai wujud kedekatan TNI/POLRI denganrkelok pro integrasi”.
Dengan demikian menurut Beliau, pertimbangan Pealagadinggi HAM Ad Hoc
telah tepat dan benar dalam menafsirkan istilalsukan yang berada di bawah
komando dan pengendalian efekiff.

Ketua majelis hakim H. Parman Soeparman dan Sum&myryokusumo
mempunyai perbedaan pendapat dengan ketiga hakatasli Menurut mereka Noer
Muis sebagai komandan dari 13 Dandim dan dan meyapukekuasaan untuk
mengeluarkan perintah langsung kepada bawahannyag yeeseluruhannya
membentuk rantai komandeh@in of commandtermasuk komandan batalyon 744
dan 745. Menurut mereka, Noer Muis yang kedudukansgcara efektif sebagai
komandan dapat mencakup orang—orang yang bertapggwab untuk kesatuan—
kesatuan paramiliter yang bahkan tidak tergaburgnidgasukan TNI dan dapat
melakukan pengendalian (pengawasan) secara efgktiladap satuan— satuan
paramiliter tersebut dan dalam situasi tertentardaituasi tertentu komandan dapat
melakukan pengendaliannya terhadap pasukan—pasuf@rg justru tidak
ditempatkan di bawah mereka dalam suatu rantai kdmachain of command
secara langsung. Dengan demikian, benar serangangaa yang terjadi sekali pada
tanggal 5 September 1999 dan dua kali pada tangg3keptember 1999 yang
dilakukan oleh kelompok pro integrasi dengan samgai, senjata rakitan dan senjata
tajam lainnya secara missal dan bersama—sama g&klenyang besar dan ditujukan
terhadap pengungsi telah menewaskan tiga pulungadan lima orang luka-luka
berada di bawah komando dan pengendalian sectd déei terdakwa.

2. Pimpinan tahu atau seharusnya mengetahui tentang ridak

pidana yanq dilakukan

39 pid, hal. 21

Universitas Indonesia

Perbandingan penerapan ..., Tracy Tania, FH Ul, 2011



116

Menurut Hakim H. Boestomi, peristiwa bentrokan yaegadi pada tanggal 5
September 1999 di Diosis Dilli dan tanggal 6 Sepieni999 di rumah Uskup Bello
merupakan bentrokan yang sifatnya spontan, tidak iatbrmasi atau ancaman
sebelumnya baik yang diterima oleh Terdakwa maupawahan Terdakw#®
Dengan demikian, Noer Muis tidak dapat dikatakamgeéahui atau seharusnya
mengetahui tentang tindak pidana yang akan dilakokeh para massa pro integrasi.

Hakim H. Parman Soeparmandan Sumaryo Suryokusumpuarey/ai pendapat
berbeda mengenai hal ini. Mereka menyatakan bahwa:

“Bahwa memang benar seorang komandan tidak sectymats
mempunyai tanggung jawab terhadap semua tindakag ddakukan oleh
bawahannya, namun ia dapat mempunyai tanggung jaleédom keadaan
tertentu karena ia seharusnya sudah mengetahuialadsukannya pada waktu
itu sedang melakukan atau baru akan melakukan gegaan—pelanggaran,
bahkan jika diperkirakan bahwa komandan pada wiaktiidak mengetahuinya
di dalam waktu yang tepat. Komandan mempunyai tugask mengumpulkan
informasi yang berkaitan dan membuat evaluasinia.kbmandan tidak dapat
memperoleh atau dengan sembarangan mengabaikamasioyang bersifat
umum dalam lingkungan kewenangannya yang layak vapgt menunjukkan
adanya kemungkinan tindakan kejahatan yang sebgdan bawahannya,
maka komandan sudah dapat diangg@menuhi ukuran “seharusnya sudah
mengetahui™

Dengan demikian, menurut mereka, Noer Muis sebagamandan
mempunyai tugas untuk mengumpulkan informasi dandageatkan laporan yang
disampaikan kepadanya dan membuat evaluasi. Namgagal untuk memperoleh
pengetahuan tentang isi informasi tersebut dan kédebina itu ia dapat dinyatakan
telah mengabaikan informasi secara sdtfaNoer Muis sebagai komandan Korem
164 Wira Dharma juga mempunyai tanggung jawab lgamanan di wilayah resort

militer Timor Timur dan sudah selayaknya juga ianmi&i pengetahuan tentang

310 hid.
31 1bid, hal. 25.

2 bid.
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potensi konflik antara kelompok pro integrasi datoknpok pro kemerdekaan yang

sudah berlangsung sejak tahun 1976 di wilayahhats&

3. Pimpinan tidak melakukan tindakan yang diperlukan dan

wajar untuk mencegah tindak pidana atau menghukum plaku

tindak pidana tersebut

Hakim Eddy Djunaedi Karnasudirdja bependirian balssandainyapun para
pelaku dari kelompok pro—integrasi adalah bawaharddkwa yang berada dalam
pengendalian efektif, yang dalam kasus ini tidakukti, quad non, usaha—usaha
Terdakwa dengan saranadterial ability) yang sangat terbatas untuk menghentikan
bentrokan masal dalam suasana chaos dan emosilalaihgyang meliputi ribuan
masa yang menghadapi masa depan yang tidak jelaag ydisebabkan
adanyaprovokasi dan ketidakpuasan atas hasil jegalapat yang dirasakan curang,
dan kemudian mengamankan lokasi, Uskup Belo dannyai dengan tidak
memandang dari kelompok mana, selanjutnya membaavag yuka—luka untuk
dirawat, sehingga jatuhnya korban yang lebih bamlgdat dihindari, sudah memadai
untuk membebaskan dia dari tanggungjawab sebagedrsg atasan. Dalam keadaan
seperti itu tidak diharapkan dariseorang atasamukumhelakukan hal-hal yang
mustahil {mpossiblg.3**

Hakim H. Parman Soeparman, dan Sumaryo Suryokusdimiain pihak
menyatakan bahwa tatkala terjadinya penyerangagepmmgan yang dilakukan oleh
kelompok pro integrasi terhadap kelompok pro kemlemdn pada tanggal 5
September 1999 dan 6 September 1999 yang mendeaabtdrbunuhnya 30 (tiga
puluh) orang dan 5 (lima) luka—luka, Terdakwa seb&gmandan tidak mengambil
langkah—langkah seperlunya yang layak terhadapkmwafa Dandim Dili dan

meminta pertanggungjawabannya untuk menyerahkakyeya kepada pejabat yang

313 pid, hal. 26.

314 pid, hal. 20.

Universitas Indonesia

Perbandingan penerapan ..., Tracy Tania, FH Ul, 2011



118

berwenang guna melakukan penyelidikan, penyidikan gdenuntutaf® Mereka
berpendapat bahwa Penyerangan—penyerangan yaauj thrkediaman Uskup Belo
di Dili dan kompleks gereja Ave Maria Suai Kabupakovalima pada hakekatnya
merupakan serangan lanjutan dari serangan yarigiklda tanggal 5 September 1999
di Diosis, Dili. Seharusnya Terdakwa selaku Danrelappat mencegah atau
mengantisipasi agar kelanjutan penyerangan dapagalhdan dihindarkan yaitu
dengan cara mengerahkan aparat keamanannya (TNRIRfan aparat keamanan
lainnya) yang sudah berada di lokasi—lokasi ters€fu

Hakim H. Boestomi di lain pihak berpendapat bahegesa setelah mendengar
terjadi bentrokan Terdakwa segera memerintahkandibanDilli Letkol. Inf.
Soedjarwo mengerahkan pasukannya untuk mencegameiaghentikan bentrokan
dan memberikan bantuan/evakuasi terhadap korbangsghbentrokan cepat dapat
dicegah dan jatuhnya korban lebih lanjut dapatndidikan. Hal ini juga dinyatakan
oleh Hakim H. Dirwoto bahwa pada saat Noer Muis dagat laporan, terjadinya
bentrokan antara kelompok pro integrasi dengannkgtk pro kemerdekaan di
Diosis Dilli dan di rumah uskup Bello, segera meaadgi tempat kejadian dan
menghentikanterjadinya bentrokan serta memberikaiolpongan kepada para korban
bentrokan tanpa membedakan apakah korban tersebrt kelompok pro
kemerdekaan atau pro integrasi. Pasukan POLRI dssukan TNI bawahan
Terdakwa dapat menghentikan bentrokan sehinggangéukorban lebihlanjut dapat
dihindarkan.

4.2.4Kajian terhadap penerapan konsep pertanggungjawabaimpinan

1. Hubungan pimpinan — bawahan

Alasan beberapa hakim kasasi yang menyatakan batiakaterbukti adanya
hubungan pimpinan-bawahan antara Noer Muis dankgpelang terbukti di

persidangan adalah bahwa mereka bukan merupakahbaverdakwa karena tidak

313 1bid, hal. 26.

318 bid, hal. 26.
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berada dalam pengedalian efektif. Di dalam pergjdanyang terbukti melakukan
penyerangan adalah kelompok pro-integrasi. Dengamikdan, menurut Penulis,
maka harus dibuktikan bahwa para pelaku ini betchdsawah pengendalian efektif
Noer Muis, untuk menyatakan Noer Muis bersalah iaskan mereka.

Hal ini disampaikan oleh Prof. Hikmahanto Juwaniadaam kritik beliau
terhadap persidangan Abilio Jose Soares dalam n@egedanggaran HAM Berat di
hadapan pengadilan yang sama. Menurut Beliau, dgiamy jawab pimpinan hanya
berlaku bagi pimpinan yang memiliki kendali efektths anak buah yang melakukan
pelanggaran HAM3'" Menerapkan komentar ini secara analogis ke dalasusk
Noer Muis, maka harus dibuktikan di dalam persidéandgpahwa mereka yang
dituduhkan melakukan kejahatan kemanusian pembuandiéia penganiayaan adalah
bawahan atau anak buah Noer Muis. Berpatokan patlanh dengan demikian
pertimbangan Hakim H. Eddy Djunaedi Karnasudirdgn dH. Boestomi yang
menyatakan bahwa tidak terbukti adanya hubungamipan — bawahan di dalam
kasus ini sudah benar. Hal ini dikarenakan, mergiag terbukti melakukan
pelanggaran adalah para kelompok pro integrasi Viglagg berada di bawah rantai
komando Noer Muis sebagai Dan Rem 164/Wira Dharihd BI.

Pendapat beberapa hakim menyatakan bahwa komeshelzet mencakup
orang-orang yang bertanggung jawab untuk kesatesattkan paramiliter yang
bahkan tidak tergabung dalam pasukan TNI dan dapdbkukan pengendalian
(pengawasan) secara efektif terhadap satuan— spawamiliter tersebut dan dalam
situasi tertentu dalam situasi tertentu komandgratdaelakukan pengendaliannya
terhadap pasukan—pasukan yang justru tidak dit&apadi bawah mereka dalam
suatu rantai komandcclfain of commandsecara langsung. Hal ini dinyatakan di
dalam Putusan ICTY di kasus Celebtd:

37 Hikmahanto Juwana, “Konsep Tanggung Jawab Pimpidatem Hukum Pidana
Internasional: Kajian atas Penerapan di Indonesimlonesian Journal of International Lawol 1
No. 4(Juli 2004).

318 Celebici Trial,par. 372.
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“A survey of the existing judicial precedents dermates that commanders in
regular armed forces have, on occasion, been hetdimally responsible for

their failure to prevent or punish criminal acts nomitted by persons not
formally under their authority in the chain of comma. Thus, in the Hostage
and High Command trials it was accepted that condeas in charge of
occupied territory may be held responsible for wames committed against
civilians and prisoners of war in that area by tpsonot under their commahd

Namun, seperti telah dikemukakan sebelumya, ICTYhekankan bahwa dalam
menentukan hubungan pimpinan-bawahan adalah adasnygendalian efektif. Di
dalam pertimbangannya, Hakim H. Parman SoeparmarSdaaryo Suryokusumo
menyatakan bahwa serangan yang terjadi pada tadggan 6 September 1999
berada di bawah pengendalian efektif terdakwa. Baym, mereka tidak
menyebutkan secara jelas alasan mengapa beliawbelenganggap bahwa para
kelompok pro integrasi yang melakukan penyerangasebut berada di bawah
pengendalian efektif Noer Muis. Di dalam kasus fakta-fakta persidangan tidak
membuktikan bahwa para kelompok pro integrasi leerdid dalam pengendalian
efektif Noer Muis. Tidak ada bukti-bukti bahwa nmiaaeterikat oleh perintah yang
dikeluarkan oleh Noer Muis atau Noer Muis memilkewenangan atas mereka
seperti untuk melakukan tindakan disipliner dannga.

Fakta bahwa Noer Muis merupakan seorang komandarg yaemiliki
kekuasaan operasional terhadap wilayah teritoiralom Timur tidak berarti maka ia
memiliki pengendalian efektif terhadap seluruh grayang berada di wilayah
tersebut. Perlu dicatat bahwa pengendalian efekitify diperlukan dalam hal ini
adalah pengendalian efektif terhadap orang-oramgy yaelakukan tindak pidana,
bukanlah pengendalian efektif terhadap wilayah. idaldinyatakan oleh ICTY di

dalam kasus Celebict?

“While it is, therefore, the Trial Chamber’s congtusthat a superior, whether
military or civilian, may be held liable under therinciple of superior
responsibility on the basis of his de facto positd authority, the fundamental

319 bid, par. 377.
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considerations underlying the imposition of suckpansibility must be borne
in mind. The doctrine of command responsibility is ultimately predicated upon
the power of the superior to control the acts of his subordinates. A duty is
placed upon the superior to exercise this powesisto prevent and repress the
crimes committed by his subordinates, and a failoyehim to do so in a
diligent manner is sanctioned by the imposition inflividual criminal
responsibility in accordance with the doctrini. follows that there is a
threshold at which persons cease to possess the necessary powers of control
over the actual perpetrators of offences and, accordingly, cannot properly be
considered their “superiors” within the meaning Afticle 7(3) of the Statute.
While the Trial Chamber must at all times be aliveghe realities of any given
situation and be prepared to pierce such veilsafilism that may shield
those individuals carrying the greatest respongipifor heinous acts, great
care must be taken lest an injustice be committechalding individuals
responsible for the acts of others in situationseshthe link of control is
absent or too remote.

Hakim H. Parman Soeparman dan Sumaryo Suryokusuemyatakan bahwa
sebagai seorang komandan TNI Noer Muis dapat mekalneperintah kepada semua
kesatuan-kesatuan bersenjata termasuk massa keélopmoo integrasi. Hal ini
mungkin benar, namun pertanyaannya adalah apakeh massa kelompok pro
integrasi ini terikat dengan perintah Noer Muisp&#é tercermin di dalam putusan
ICTY di kasus Celebici, fakta bahwa seseorang daggaherintahkan seseorang saja
tidaklah cukup untuk membuktikan pengendalian dfektarus dibuktikan lebih
lanjut apakah orang-orang tersebut menuruti pdmy@a karena memang mereka
merasa terikat untuk melaksanakan perintah tersghuthanya karena didasari rasa
takut atau bahkan hanya karena pengaruh yang kiimiéh Noer Muis yang tidak
cukup untuk dikatakan sebagai sebuah kendali y&idife Sayangnya, para hakim
kurang cermat dalam menganalisa hal ini, dan mehtjdaasimpulan berdasarkan
fakta-fakta dan alasan-alasan yang sumir, menetapkeer Muis sebagai seorang

pimpinan dan bertanggung jawab atas aksi yangdadil&an oleh massa pro integrasi.

2. Pimpinan tahu atau seharusnya mengetahui tentang ridak

pidana yang dilakukan
Pasal 42 ayat (1) UU No. 26/2000 menetapkan stanuams reayang

diperlukan untuk membuat sorang komandan militertabggung jawab adalah
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“komandan militer atau seseorang tersebut mengetdau atas dasar keadaan saat
itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersetangenelakukan atau baru saja
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang’b8tahdarmens reatersebut
berbeda dengan standar yang ditetapkan bagi sepnapgnan sipil. Untuk seorang
pimpinan militer, dikenakan standarens reayang lebih rendah yaitu cukup bahwa
pimpinan tersebutseharusnya mengetakiuHal ini dikarenakan seorang pimpinan
militer dianggap mempunyai kewajiban lebih daripadarang pimpinan sipil, yaitu
untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untukneae informasi berkenaan
dengan tindakan bawahanri{A.

Pertimbangan Hakim H. Parman Soeparman dan SunSamyokusumo dalam
memutuskan bahwa Noer Muis mengetahui atau sepatuengetahui didasarkan
pada fakta bahwa telah terjadi potensi konflik emteelompok pro integrasi dan anti
integrasi di Timor Timur sejak lama. Berdasarkaktdapersidangan, kejadian
penyerangan 5 dan 6 September tidaklah sedemigiamtan sehinggan Noer Muis
tidak memiliki waktu untuk mengetahui atau mendahu mengenai konflik dan
penyerangan yang terjadi. Hal ini karena serangaangan tersebut merupakan
kelanjutan penyerangan yang seharusnya dapat dicegedihindarkan dengan cara
mengerahkan aparat keamanan.

Dengan asumsi bahwa para kelompok pro integrasig yamelakukan
penyerangan beraa di bawah kekuasaan dan kenedlifefoer Muis, sebagai
seorang komandan ia sepatutnya mengetahui adaulgkén penyerangan yang akan
dilakukan oleh mereka. Dalam membuktikan tingkatge¢ahuan seorang pimpinan,
tidak hanya bukti-bukti langsung yang dapat digamaketapi jugecircumstancial

evidencesllias Bantekas menyatakan di dalam tulisannya:

320 Jenny S. Martinez, “UnderstandiMens Rean Command Responsibility: Froiamashita
to Blaskic and Beyond, hal. 660A% noted previously, there is substantial if natoimtrovertible
support in the case law of international tribunalss well as in state practice, for finding in
international customary law a military commandeidty of knowledge’ that goes beyond a simple
prohibition on the most egregious forms of wilflihbness ¢ that is, the duty to take reasonablpsste
to acquire information about whether their subomties have committed or are about to commit
crimes.”
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“In the absence of direct evidence, constructivewkerge may be
established through circumstantial evidence. Thi®wedge is arrived at
through examining striking features of subordinateminal activity and
arriving at the inference that the superior whoarscused was aware of those
crimes. Imputation or inference through circumsiaintevidence can be
established in a number of ways. The UN Commissidexperts, responsible
for investigating the legal and factual bases forogs violations of
humanitarian law in the former Yugoslavia, notedttbommanders "must have
known" about the criminal activities of their subdorates based on the number,
type and scope of illegal acts; the time duringahitihey occurred; the number
and type of troops involved; the logistics involvéddany; the geographical
location of the acts; their widespread occurrendbg tactical tempo of
operations; the modus operandi of similar illegakts the offenders and staff
involved and the location of the commander at timag”

Walaupun fakta persidangan tidak menunjukkan addnydi bahwa Noer
Muis mengetahui tindak pidana yang akan dilakukakfi-bukti tidak langsung atau
circumstantial evidencesmendukung hal tersebut. Noer Muis memiliki inforimas
berupa laporan-laporan potensi penyerangan danepemyan salah satunya dari
Uskup Belo ketika para massa mengepung Gerejagkamengetahui bahwa situasi
di Timor- Timur saat itu sangatlah rawan konflilker@iapat tingkat kebencian yang
sangat tinggi antara kelompok pro integrasi dan antegrasi yang sarat akan
kekerasan. Terdapat riwayat penyerangan-penyerayegandilakukan oleh masing-
masing kelompok dan tindak kekerasan. Dengan demilberdasarkan informasi-
informasi atau fakta-fakta tersebut, Noer Muis mimkewajiban untuk paling tidak
mencari informasi lebih mengenai kejadian tersslkbigai seorang pimpinan militer
untuk memastikan bahwa para bawahannya tidak migaktindak pidana. Namun
Noer Muis tidak melakukan hal ini. Melihat hal imaka sejalan dengan pendapat

beberapa hakim, elemen kedua telah terpenuhi.

3. Pimpinan tidak melakukan tindakan vyang diperlukan dan

wajar untuk mencegah tindak pidana atau menghukum plaku

tindak pidana tersebut

Seorang pimpinan mempunyai kewajiban hukum untukgambil tindakan

yang diperlukan dan wajar untuk mencegah dilaku&atindak pidana oleh
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bawahannya, atau jika tindak pidana tersebut sud#dkukan maka untuk
menghukum pelakunya. Seorang pimpinan juga hanymailike kewajiban untuk
mengambil tindakan yangaterially possiblanelihat kondisi dan situasi pada saat
itu. Kewajiban ini hanya terbatas untuk hal-hal ganungkin untuk dilakukan di
bawah kekuasaan seorang pimpinan dan sangat hemgapada keadaan di setiap
kasus (kasuistis¥® Di dalam putusannya ICTY menjelaskan hal ini denga
menyatakari*2

“The legal duty which rests upon all individuals positions of superior

authority requires them to take all necessary aedspnable measures to

prevent the commission of offences by their subatds or, if such crimes have
been committed, to punish the perpetrators thed¢ot the view of the Trial

Chamber that any evaluation of the action taken by a superior to determine

whether this duty has been met is so inextricably linked to the facts of each

particular situation that any attempt to formulate a general standand i

abstracto would not be meaningful.

Di dalam kasus ini, Hakim H. Boestomi dan H. Diravdierpendapat bahwa
Noer Muis telah melakukan tindakan yang berada alard kekuasannya untuk
mencegah tindakan penyerangan yang terjadi. Dirdaltuasi yang kacau pada saat
itu, Noer Muis segera mendatangi tempat kejadiam mi@nghentikan terjadinya
bentrokan serta memberikan pertolongan kepada garban bentrokan tanpa
membedakan apakah korban tersebut dari kelompokkpmerdekaan atau pro
integrasi. Namun pertanyaan lebih lanjut yang gagaiuk dijawab dan dianalisa
adalaha apakah tindakan-tindakan ini sudah mencs&lyuh tindakan yang dapat
diambil oleh Noer Muis pada saat itu. Dengan asurakiva Noer Muis merupakan
pimpinan yang memiliki kekuasaan dan kendali efeldrhadap para massa pro
integrasi yang melakukan penyerangan, masa Noers Maiwajarnya memiliki
kewenangan untuk mengeluarkan perintah atau untekgendalikan tindakan

bawahannya.

321 Celebici, Trial Judgment, par. 394.

%22 bid.
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Melihat hal ini maka tidaklah cukup jika Noer Muianya mendatangi tempat
kejadian dan memberikan pertolongan tanpa memlrendaxintah atau mencoba
mengendalikan tindakan para bawahannya itu. Kecjikdi memang Noer Muis
dianggap tidak memiliki hubungan pimpinan — bawatlangan para pelaku tindak
pidana tersebut, sehingga tindakan-tindakan yamakukannya dapat dikatakan
sebagai tindakan yang dimungkinkan untuk diami@hoNoer Muis pada saat itu,
dan analisa mengenai elemen ketiga ini tidak lagvan. Namun, dengan asumsi
bahwa Noer Muis merupakan pimpinan atau komandaekagjelas terdapat banyak
tindakan yang dapat diambil oleh Noer Muis pada gaaPaling tidak, jika Noer
Muis tidak dapat mencegah tindak pidana dilakukarmrmengambil tindakan untuk
menghukum para pelaku tindak pidana untuk memamsttkedakan serupa tidak
terjadi. Perlu diingat bahwa kewajiban seorang e tidak hanya sebatas untuk
mencegah, oleh karena itu lah salah satu elemeai PAasyat (1) adalah “komandan
militer atau seseorang tersebut tidak melakukasakan yang layak dan diperlukan
dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah raenghentikan perbuatan
tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejgiag berwenang untuk
dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntitandak ada fakta sedikit pun
yang menunjukkan bahwa Noer Muis menyerahkan pelekp tindak pidana kepada
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidik@myidikan, dan penuntutan.
Dengan demikian Noer Muis gagal untuk memenuhi kbaanya sebagai seorang
pimpinan dalam hal ini. Hal ini sejalan dengan gelraana disampaikan oleh llias
Bantekas?®

“A superior's "duty to punish” arises after the cassion of an offense. It is
predicated upon offenses by others which have dyr@acurred, not future offenses.
Punishment is, therefore, intended to deter thensission of future offenses. This
duty to punish is distinct from a commander's pnéive duty. For that reason,
failure to prevent recurrence of future crimes isother aspect of the "duty to
punish."... Since it will not always be feasible itotiate judicial proceedings,
especially in the midst of military operations, thely available option may be to
commence adequate investigations and report trénfs to superiors. Tolerating

323 |lias Bantekas, “The Contemporary Law of SupeResponsibility”, hal. 592.
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criminal conduct, as evidenced by the failure toniph, is tantamount to
acquiescence.

Dengan demikian, melihat secara keseluruhan peaeragkonsep
pertanggungjawaban pimpinan di Indonesia, masitydlarsekali penerapan yang
tidak sesuai dengan standar hukum internasionalssidaknya tidak jelas. Analisa
dan penerapan hukum terhadap fakta terkadang tetkdu mendalam, dan hakim
terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan atas s$estzmpa melihat sebenarnya
apakah ketentuan yang mendasari kesemuanya ituih L&mjut, ternyata
pengaturannya mengenai konsep pertanggungjawabamngn di dalam UU No.
26/2000 itu sendiri ternyata memiliki perbedaang#npengaturan yang terdapat di
hukum internasional. Hal ini terutama karena pe&megihan Pasal yang tidak sesuai
yang berakibat fatal pada makna dari pengaturansétodiri. Dengan demikian,
penerapan konsep pertanggungjawaban pimpinan aindeésus pelanggaran HAM
berat di Timor- Timur masih jauh dari sempurna atatidaknya searah dan sejalan

dengan penerapan konsep yang sama di dalam hukemmasional.
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BAB 5
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

5.1.1Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan Konveional di

dalam Kasus Tomoyuki Yamashita

Kasus Tomoyuki Yamashita merupakan kasus pertamezamdi seseorang
dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana emenal dengan menerapkan
konsep pertanggungjawaban pimpinan. Yamashita diaakleh Penuntut telah
secara melawan hukum mengabaikan dan gagal untldksaeakan kewajibannya
sebagai seorang komandan untuk mengendalikan oplarasnggota yang berada di
bawah komandonya, memperbolehkan mereka untuk miedaktindak kejahatan.
Komisi memutus Yamashita bersalah atas yang didekmvaleh Penuntut ini.

Di dalam memberikan putusannya, Komisi tidak pernsécara jelas
memberikan elemen-elemen dari pertanggungjawabamakdo dengan jelas.
Berkenaan dengan hubungan pimpinan-bawahan, yatagddi dengan adanya
kendali oleh pimpinan terhadap bawahannya, dalammpedimbangkan apakah
tentara Jepang yang melakukan tindak kejahatamafad@wahan Yamashita, Komisi
berbicara sedikit sekali mengenai hal ini dan tidekgan jelas mendefinisikan atau
menetapkan kadar kendali yang diperlukan dalam éngertanggungjawaban
komando. Berikutnya mengenai tingkat pengetahuamagaita, lagi-lagi Komisi
tidak memberikan standarens reg/ang jelas yang diterapkan oleh Komisi. Terdapat
perbedaan pendapat mengenai apakah Komisi menarsipia liability atau standar
“knew or should have knoivrSelanjutnya, Komisi menyatakan bahwa Yamashita
gagal untuk melakukan pengendalian yang efektihagap para tentaranya
sebagaimana diperlukan oleh situasi pada saat ehingga para tentaranya
melakukan tindak kejahatan sebagaimana didakwaka.

Meneliti penerapan dari elemen-elemen pertanggwaigjan pimpinan di
dalam kasus Yamashita, terdapat banyak kekurangankdrancuan di dalamnya,

seperti dikomentari oleh banyak ahli hukum. Komgsigal untuk memberikan
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definisi serta batasan-batasan yang jelas eleneegneel pertanggungjawaban
pimpinan disini. Bahkan, Komisi tidak pernah secakaplisit menyatakan elemen-
elemen tersebut di dalam putusannya. Dengan demikiensep pertanggungjawaban
pimpinan di masa ini masih sangat rancu dan akybaipada saat konsep ini

diterapkan ke dalam kasus, kerancuan yang tegamaakin banyak.

5.1.2Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan Konteporer di
Dalam Putusan ICTY dan ICTR dan Pengaturannya di Satuta ICC

Statuta ICTY dan ICTR dengan jelas mengatur pegangjawaban pimpinan
dan menjabarkan elemen-elemen yang harus dipemdgtiga elemen tersebut
sebagaimana ternyata di dalam Statuta ICTY dan IG&Ra di dalam putusan-
putusannya adalah (1) hubungan pimpinan-bawahag gidandai dengan adanya
komando atau kendali baik secamjuremaupunde factg (2) pimpinan mengetahui
atau mempunyai alasan untuk takagw or had reason to kndpwlan (3) pimpinan
gagal untuk mengambil tindakan yang wajar dan tligan di dalam kekuasannya
untuk mencegah atau menghukum bawahannya melakinkizk pidana.

Di dalam kasus Celebici dan Akayesu, ICTY dan IOnBmberikan definisi
dan batasan-batasan yang lebih jelas mengenai gmamer konsep
pertanggungjawaban pimpinan. Berkenaan dengan elpertama, ICTY dan ICTR
menegaskan di dalam putuan kasus Celebici dan Akaymhwa tidak hanya
pimpinan militer, namun juga sipil yang dapat dikienpertanggungjawaban
pimpinan, baik ia memegang kekuasaanjuremaupunde facto.Menurut ICTY di
dalam kasus Celebici, yang penting dalam menentakanya hubungan pimpinan-
bawahan adalah adanya kendali yang efe&tfe€tive contrgl yang ditandai dengan
adanga kemampuan material untuk mencegah atau miangh bawahannya
melakukan tindak pidana. Hal ini gagal untuk diakan oleh Komisi di dalam
putusan kasus Yamashita.

Berkaitan dengan elemen kedua, yaitu elemmems reaCTY dan ICTR di
dalam putusan Celebici dan Akayesu berpendiriarwhastandarmens reayang

diperlukan di dalam penerapan pertanggungjawabapipan adalah standlnew or

Universitas Indonesia

Perbandingan penerapan ..., Tracy Tania, FH Ul, 2011



129

must have knowrhukan standastrict liability seperti yang menurut beberapa ahli,
merupakan standar yang diterapkan oleh Komisi dind&asus Yamashita. ICTY di
dalam kasus ICTY juga memberikan batasan yang fetas mengenai sejauh mana
seorang pemimpin mempunyai kewajiban untuk mencegitu menghukum
bawahannya melakukan tindak pidana. Menurut ICT&Qrang pemimpin hanya
mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan yangratha di dalam
kekuasaannya, yang wajar dan diperlukan berdasakkadaan di setiap kasus
(kasuistis).

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa penerapamnsdp
pertanggungjawaban komando kontemporer yang coyotiapat kita lihat di dalam
putusan ICTY dan ICTR dapat memberikan elemen-eileya@g jelas dan batasan-
batasan yang jauh lebih jelas dan baik daripadmala Yamashita. Selanjutnya,
Statuta Roma mengkodifikasikan hal-hal ini dan memnkan pengaturan dan

parameter yang lebih jelas untuk hal ini.

5.1.3Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pimpinan Di Dam Kasus
Pelanggaran Ham Berat Di Timor-Timur

Konsep pertanggungjawaban pimpinan di Indonesiatui di dalam Undang-
Undang No. 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HalsiAdanusia. Di Pasal 42
Undang-Undang tersebut diatur bahwa seorang komamdlier dan atasan, baik
polisi maupun sipil, dapat bertanggungjawab segadana terhadap pelanggaran
HAM uang berat yang dilakukan oleh bawahan yangdeedi dalam kekuasaan dan
pengendaliannya yang efektif. Substansi Pasal 4akipUndang No. 26 tahun 2000
pada dasarnya mengadopsi pengaturan mengenai kguesanggungjawaban
pimpinan di dalam Statuta Roma. Konsep pertanggwad)an pimpinan di dalam
Statuta Roma memberikan batasan yang lebih jetadibandingkan dengan yang
ada di dalam Statuta ICTY dan ICTR. Hal ini dikakan (1) Statuta Roma dengan
jelas membedakan antara pimpinan militer dan sgah (2) membedakan dengan
jelas standamens realyang diperlukan untuk pimpinan militer dan sipilalHni
kemudian diadopsi pula di dalam Pasal 42 UndangabigdNo. 26 tahun 2000.
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Namun, sayangnya di dalam penerapannya, konsemnggungjawaban
komando banyak disalahtafsirkan baik oleh Jaksaufah Umum maupun para
hakim. Sebagai contoh, menurut Penulis di dalamgam Peninjauan Kembali kasus
Eurico Guterres, Mahkamah Agung kurang tepat dalamemberikan
pertimbangannya berkenaan dengan syenain of commandli dalam penerapan
pertanggungjawaban pimpinan sipil. Di dalam kasosrNMuis, majelis hakim pada
tingkat Kasasi di Mahkamah Agung juga tidak menkzarialasan yang jelas dalam
menentukan bagaimana seorang pimpinan dikatakan poeai pengendalian
efektif. Dengan demikian, menurut hemat Penulis, nepgpan konsep
pertanggungjawaban pimpinan di Indonesia khusustalam kasus pelanggaran
HAM berat Timor Timur belum sepenuhnya sesuai denganerapan konsep

tersebut menurut hukum internasional.

5.2. SARAN

Mengutip kata-kata Prof. Hikmahanto Juwana bahwaeriyingat konsep
tanggung jawab pimpinan yang diatur dalam UU NonfBupakan terjemahan dari
Pasal 28 ayat (2) dari Statuta Mahkamah Kejahatdernasional, maka sudah
sewajarnya bila penerapan konsep tersebut di Isitpmeengacu pada praktek yang
lazim digunakan dalam hukum pidana internasiotfdl’maka menurut Penulis,
konsep pertanggungjawaban pimpinan perlu lebihtedti diterapkan di Indonesia.
JPU, Pembela, maupun Majelis Hakim perlu mempédduatidengan benar
bagaimana konsep pertanggungjawaban pimpinan plit@nadan perkembangannya
di dunia internasional. Sampai dengan saat ini, irmagla isu-isu mengenai
pertanggungjawaban pimpinan yang belum dapat tehjadengan jelas. Walaupun,
konsep pertanggungjawaban pimpinan pasca putusaasfata sudah lebih jelas dan

terarah, masih ada penolakan dan kritik yang lugmg®anai penerapan konsep

324 Hikmahanto Juwana, “Konsep Tanggung Jawab Pimpidatem Hukum Pidana
Internasional: Kajian atas Penerapan di Indonedial, 743.
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pertanggungjawaban pimpin&fi.Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam
persidangan perlu mencermati dengan benar bagaimatenen-elemen
pertanggungjawaban pimpinan diterapkan, dengan membangkan fakta-fakta
spesifik di setiap kasus yang ada, sehingga pemengp bersesuaian dengan

penerapannya di menurut hukum internasional.

325 Natsri Anshari,"Tanggung Jawab Komando menurut ttukinternasional dan Hukum
Nasional Indonesia’Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 No.(duli 2005), hal. 87.
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